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Sambutan Kepala Badan Litbang Agama

Negara Indonesia bukanlah negara teokratis karena tidak didasar-
kan pada agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler karena
tetap mengakui agama sebagai salah satu aspek penting yang menji-
wai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pan-
casila yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam pasal 29 ayat 1
UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.” Lebih dari itu, negara juga mengatur kehidupan keber-
agamaan bangsanya melalui satu departemen, Departemen Agama.
Dengan demikian, Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah nega-
ra, sebagai jalan tengah dari dua sistem negara modern yang dikenal
secara umurn, yaitu sekuler atau teokrasi.

Keberadaan negara Indonesia seperti sekarang ini diakui sebagai
jalan keluar terbaik dari perdebatan panjang mengenai hubungan
antara agama dan negara. Sebagaimana diketahuti, menjelang dan
masa-masa awal kemerdekaan, telah terjadi perdebatan yang mele-
lahkan antara kalangan nasionalis dan Islam. Kalangan nasionalis, di
satu pihak mengehendaki negara Indonesia yang sekuler, sementara
di pihak lain, kalangan Islam menghendaki Islam menjadi agama ne-
gara. Kompromi antara dua aspirasi ini tercapai dalam apa yang dike-
- nal sebagai Piagam Jakarta.

Namun, karena keberatan dari sebagian penduduk non Muslim,
atas tujuh kata yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya”, dihapuskan dari Pembukaan Undang-
undang Dasar pada satu hari setelah proklamasi kemerdekaan
dikumandangkan. Dalam situasi keamanan negara berada di bawah
ancaman serangan Belanda, aspirasi kalangan Islam untuk beberapa
waktu tidak muncul ke permukaan. Meski demikian, karena struktur
pemerintahan yang baru dianggap kurang menampung aspirasi umat
Islam, maka ada tuntutan agar diadakan kementerian yang meng-
urusi semua masalah-masalah keagamaan, khususnya Islam. Untuk
itulah kemudian dibentuk Kementerian Agama pada 1946 yang di
kemudian hari berubah menjadi Departemen Agama. Dengan demiki-
an, keberadaan departemen ini dapat dianggap sebagai perwujudan
dari tertampungnya salah satu aspirasi kaum agama dalam konteks
negara-bangsa.



Terlepas dari munculnya kembali perdebatan masalah hubungan
agama dan negara dalam Konstituante, perjalanan Departemen Aga-
ma sendiri mencerminkan dinamika intern umat beragama dalam
bernegara. Untuk itu, menelusuri kembali jejak sejarah Departemen
Agama akan menggambarkan pergumulan peran agama dalam nega-
ra. Salah satu aspek penting dalam melihat sejarah Departemen Aga-
ma tentu saja dengan mencatat kecenderungan-kecenderungan dan
kebijakan-kebijakan para menterinya. Naiknya seorang menteri dan
kebijakan-kebijakan yang diambilnya sering tidak bisa dilepaskan dari
situasi sosio-politik dan keagamaan pada masanya. Untuk itu, studi
atas kehidupan para Menteri Agama dan aktivitas serta kebijakan-
kebijakannya selama menjadi menteri akan mampu mengungkap
banyak hal, tidak hanya perjalanan Departemen Agama, tetapi juga
dinamika kehidupan umat beragama dan hubungan antara agama
dan negara.

Atas dasar itulah kehadiran buku ini patut disambut gembira. Ini
adalah buku pertama yang membahas biografi tokoh-tokoh pemimpin
puncak Departemen Agama secara komprehensif. Dengan buku ini
kita dapat melihat perjalanan DepartemenAgama sejak dibentuk sam-
pai sekarang, berikut konteks sosial politiknya. Selain itu, kita juga
dapat lebih memahami kebijakan-kebijakan yang dikembangkan se-
tiap menteri dengan memperhatikan latar belakang sosial, keluarga,
dan pendidikan masing-masing.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim di bawah
koordinator Prof. Dr. Taufik Abdullah yang telah bekerja keras mewu-
judkan buku ini. Selain itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan tulisannya. Se-
bagai karya manusia, tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan
atau kekurangan di sana sini. Karena itu, kami mengharapkan masuk-
an, kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan di wak-
tu mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi keluarga besar De-
partemen Agama, khususnya, dan bagi semua pihak yang menaruh
perhatian terhadap masalah agama dan negara di Indonesia, pada
umumnya.

Jakarta, Januari 1998
Kepala Badan Litbang Agama

Drs. H. Mustoha, MA
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Menteri Agama Republik Indonesia;

Sebuah Pengantar Profil Biografis

Taufik Abdullah

Biografi dan sejarah. _

Seorang ahli sejarah Inggris pernah menulis sebuah buku me-
ngenai kegunaan sejarah. Ia menyebutkan berbagai kegunaannya,
mulai dari yang bersifat praktis sampai yang filosofis. Namun ia
juga tidak melupakan hal lain yang sering terlupakan, yaitu se-
jarah sebagai “rekreasi”, sebagai hiburan di saat istirahat. Kisah
sejarah bisa menjadi obat kejemuan dalam perjalanan yang me-
letihkan. Atau, siapa tahu, bisa dipakai sebagai pengantar menje-
lang tidur.

Sejarah sebagai hiburan. Ia benar juga. Bukankah tak jarang
berbagai kisah tentang masa lalu itu memberikan sekadar kenik-
matan, yang bisa menyebabkan kita melupakan sejenak kegelisah-
an hari kini? Kisah tentang orang masa lalu bisa mengasyikan juga.
Bahkan peninggalan masa lalu pun dapatjuga memberikan “hibur-
an”. Maka kita pun kini telah mengenal istilah pariwisata-bu-
daya. Apapun yang dikisahkan—entah tentang perang, percin-
taan, pemberontakan petani, diplomasi, dan entah tentang apa
saja—sejarah bisa memberikan hiburan yang menyegarkan. Kisah-
kisah itu menghamparkan berbagai corak drama kehidupan, yang
pernah terjadi, bukan yang rekaan, tetapi memantulkan berbagai
perasaan. Mungkin seketika kita terlarut di dalamnya, tetapi sege-
ra sadar, bahwa sesungguhnya kita tidak berada di dalam kisah
itu. Keunggulan sejarah yang berkisah, yang narrative, memang
terletak pada kemungkinannya untuk menyebabkan kita, yang
membaca atau yang mendengar, merasa seakan-akan berada dalam
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waktu yang berdimensi ganda. Dan, apapun jenis peninggalan
itu—entah bangunan keagamaan, istana para raja, kuburan, keris
pusaka, patung-pahing dan entah apa saja—bisa juga membang-
kitkan perasaan seolah-olah kita berada di masa lalu yang diwa-
kilinya.

Maka, tidaklah mengherankan kalau dalam keasyikan berkisah
ini bisa juga terjadi transformasi sejarah—sebagai usaha untuk
mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu—men-
jadi mitos—sebagai nilai yang dikisahkan dalam bentuk rekonstruk-
si masa lalu. Bisa pulalah dimaklumi kalau peninggalan masa lalu
itu, apalagi yang bercorak arkelogis, bisa juga meninggalkan berba-
gai mitos dan legenda, baik tentang pembuatannya, maupun ten-
tang peristiwa yang konon ada kaitannya dengan peninggalan itu.
Kalau sejarah telah menjadi mitos, yang menyimpan seperangkat
nilai, dan peninggalan masa lalu itu telah memantulkan berbagai
legenda dan mitos, maka kisah yang konon “historis” itu pun te-
lah menjadi alat dan saluran bagi terwujud dan terjaganya inte-
grasi sosial. Mitos itupun bisa juga menjadi landasan bagi kelang-
sungan legitimasi politik. Bukanlah sebuah pandangan yang sinis
kalau sekiranya ada saja yang mengatakan bahwa mitologisasi
sejarah adalah unsur utama dalam pemupukan patriotisme dan,
bahkan juga, nasionalisme. Maka biarlah, kemudian, para sejara-
wan dan arkeolog, kalau perlu, berusaha untuk menemukan
kembali “sejarah” yang terkubur di dalam sejarah yang telah ber-
sifat mitologis itu. .

Tetapi sebenarnya sejarah—sebagai kisah tentang masa lalu—
memberikan lebih dari pada itu. Kenikmatan kita membaca dan
mendengar kisah masa lalu juga dibentuk oleh pengetahuan bah-
wa semua itu terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu. Tak ubah-
nya dengan kita sekarang, yang berada di sebuah tempat dan di
suatu waktu. Jadi, mendengar atau membaca kisah sejarah itu bisa
dikatakan sebagai sebuah pelancongan, yang seakan-akan mem-
bebaskan kita dari kungkungan kekinian kita. Entah sedih, entah
gembira, kisah-kisah sejarah bisa membebaskan kita dari tirani
waktu dan tempat--dua corak konteks yang abadi membelenggu
kita. Bukankah kita selalu berada di suatu waktu dan di suatu
tempat? Dengan sejarah seakan-akan kita dimungkinkan untuk
berkelana menembus batas-batas waktu dan ruang. Kita, yang
berada di sini pada waktu ini, diajak berkelana ke sana—kemana



saja—dan ke waktu lain—ke zaman apapun juga. Begitulah, pada
saatnya, ketika kematangan reflektif telah semakin menaik, kisah-
kisah sejarah yang mula-mula hanyalah “hiburan” dan kemudi-
an terasa sebagai “pembebas” ini, akan memberikan juga kepada
kita sesuatu yang lain, yaitu kearifan—kearifan dari seorang
pengembara yang kembali ke kampung halaman setelah meran-
tau mengharungi lautan luas.

Barangkali tidaklah terlaiu sukar untuk memahami mengapa
kisah dan uraian sejarah yang paling mudah menyentuh kesadar-
an adalah kisah pergumulan anak manusia dengan nasibnya.
Bagaimanakah jadinya pergumulan itu? Apakah ia, sang aktor
sejarah, kalah atau sesungguhnya mengalah? Atau menang? Ka-
lau kisah itu terasa memilukan dan menyedihkan kitapun meng-
hela nafas dalam-dalam sambil berdesah, “betapa tragis nasibnya.”
Seandainya kisah tersebut menceritakan pergumulan seseorang
yang pantang menyerah, tetapi berakhir juga dengan kekalahan,
kitapun akan berkata, “sebuah tragedi kehidupan telah terjadi”.
Sekiranya kita berhadapan dengan kisah tentang anak manusia
yang seakan-akan bermain-main dengan nasibnya namun berakhir
dengan senyum bangga tanda sebuah perjuangan telah dimenang-
kan, kitapun mungkin geli dan tersenyum menghadapi komedi
manusia ini. Tragedi, peristiwa tragis, komedi, bahkan farce,
kekonyolan, dan entah apa lagi, adalah corak dari berbagai ke-
mungkinan dari drama kehidupan yang mungkin terpantul dari
kisah sejarah. Memang kisah sejarah itu adalah drama kehidupan.

Tetapi apakah yang bisa diberikan sejarah, kalau sejarah itu
hanyalah berkisah tentang hal-hal biasa saja, yang tak ubahnya
ulangan dari kehidupan nyata belaka? Lebih dari dua ribu tahun
yang lalu, Aristoteles menjadi jengkel dengan sejarah, yang bagi-
nya tak lebih dari cerita tentang “apa yang dilakukan Alcibiades
dan apa yang dideritanya”. Kejengkelan ini pula yang menghing-
gapi Tolstoy, yang dengan geram menulis pada seorang kawan-
nya, bahwa baginya sejarah tak ubahnya dengan “cerita para pe-
rempuan tua” dan “tak lebih daripada kumpulan cerita dan tetek
bengek yang tak berguna”. Perduli amat dengan cerita raja-raja
yang kawin dan cerai. Betapa membosankan hal-hal seperti ini
bagi seseorang yang ingin mencari makna dalam kehidupan. Aris-
toteles mencari pemecahan keserbadangkalan dari yang disebut-
nya “sejarah” itu pada puisi, karya intelektual yang menjelejahi



hi problem yang universal dan abadi. Tolstoy berpaling pada no-
velsejarah, yang secara bebas dan imaginatif merekonstruksi “kisah
sejarah” yang bersifat keseharian menjadi sesuatu yang uraian,
yang reflektif, yang menyentuh masalah kehidupan yang funda-
mental.

Tetapi, apakah berpaling pada “puisi” atau “novel sejarah”, ke-
semuanya berasal dari kisah sederhana yang dialami dan dirasa-
kan manusia. Renungan reflektif dan imaginatif itu berasal dari
hal-hal yang sederhana—seseorang melangkah dan berbuat se-
suatu karena ia melawan atau menginginkan sesuatu. Setelah kisah
itu didapatkan, maka renungkanlah kesemuanya—sejarah pun
telah menjadi sesuatu yang melebihi dirinya, filsafat, sastra, atau
teori sosial. Memang pada awal perkembangannya sejarah berkisar
pada pengalaman, perjuangan, kemenangan, kekalahan, kegem-
biraan dan kesedihan dari individu- individu tertentu sebagai anak
manusia yang berbuat dan bertindak. Barulah kemudian, ketika
perkembangan ilmu sejarah telah semakin menaik dan semakin
canggih, kisah anak manusia ini mulai diperlakukan sebagai salah
satu cabang dari pengetahuan sejarah. Maka, kisah seperti inipun
disebut biografi. Kalau sejarah bisa bercerita tentang hal apa saja—
politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya—dan menjadi-
kan masyarakat—bukannya manusia dalam kesendiriannya dan
dan tidak pula manusia dalam pengertian filosofis—sebagai sasaran
pethatiannya, maka biografi, seperti telah dikatakan di atas, men-
jadikan pergumulan dan penghadapan anak manusia dengan na-
sibnya sebagai perhatian utama.

Dalam sejarah, “anak manusia”, yaitu individu-individu, yang
merupakan unsur utama sejarah, diperlakukan sebagai bagian dari
denyut dinamika sosial. Ia tak terlepas dari konteks sosialnya. Bisa
jadiia dilihat oleh pengisah sejarah sebagai (menurut kategori Sid-
ney Hook tentang “pahlawan”) eventful man—yang secara kreatif
memberi jawab terhadap tantangan zaman— atau event-making
man—yang berhasil menjadikan tindakan dan perbuatannya, di
saat ia menemukan dirinya dalam persimpangan sejarah, menen-
tukan arah perjalanan sejarah. Namun ia tetap merupakan bagian
dari denyut nadi sejarah masyarakatnya.

Dalam “biografi” ia, sang “anak manusia” yang diperlakukan
sebagai aktor-sejarah, adalah segala-galanya. Ialah yang menjadi
pusat perhatian. Tempat dan fungsi dari konteks sosial dan waktu
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dalam proses pengisahan mengalami perubahan dan lebih sering
bersifat ganda. Di satu pihak konteks ini dipakai sebagai latar be-
lakang, sebagai wadah dalam mana sang-aktor berbuat dan bertin-
dak. Sebagai latar belakang, maka konteks waktu, tempat, dan
sosial ini‘adalah hasil rekonstruksi yang dikerjakan oleh penulis
biografi. Tetapi, di pihak lain, konteks itu adalah sesungguhnya
hasil konstruksi dan pemahaman sang aktor. Pemahamannya ten-
tang konteks inilah yang menentukan pilihannya dalam menen-
tukan tindakan. Bagi sang aktor hasil pemahamannya tentang
konteks strukturalnya itulah yang memantulkan padanya berbagai
corak pilihan. Manakah pilihan yang paling sesuai dengan hasrat
normatifnya dan yang secara rasional dianggapnya paling me-
nguntungkan? Soekarno dan Hatta tidak akan memprokmasikan
kemerdekaan Indonesia jika saja mereka tidak melihat dan mema-
hami situasi bulan Agustus 1945 sebagai sebuah momentum yang
tak boleh dibiarkan lepas. Mereka tidak akan menjadi proklama-
tor kalau saja mereka melihat bahwa hanyalah Jepang satu-satu-
nya harapan yang bisa membawa Indonesia ke alam kemerde-
kaan. Landasan awal dari pola perilaku ditentukan oleh afinitas
antara pemahaman sang aktor tentang konteks sejarah ia berada
dengan hasrat, citacita, idealisme, yang dipunyainya. Karena itu-
lah bisa dipahami juga mengapa penulis biografi sangat memer-
lukan memoir dan otobiografi dari aktor yang dikisahkannya, dan
tak kurang pentingnya, jika mungkin semua tulisan dan cacatan
tentang apa yang pernah diucapkannya. Kesemuanya adalah ba-
han-bahan untuk merekonstruksi lagi corak konteks atau wadah
sebagaimana dipahami oleh sang aktor.

Meskipun dalam perkembangan ilmu sejarah modern “biografi”
dan “sejarah” telah dibedakan, namun pada biografi lah sesung-
guhnya kita mendapatkan unsur sejarah yang paling akrab, yaitu
manusia yang berpikir dan bertindak; yang kecewa dan bahagia;
yang sedih dan gembira. Dalam biografi kita tidak saja berhadap-
an dengan dunia yang objektif—sebagaimana bukti-bukti yang
sahih menunjukkan—tetapi juga lebih dimungkinkan untuk
menangkap dan memahami dunia subjektif—sebagaimana dili-
hat, dirasakan, dan dibangun oleh sang aktor. Dalam biografi kita
lebih mungkin mengikuti dengan baik proses pemahaman konteks
dan struktur lingkungan, pengambilan keputusan, sampai akhir:
nya semacam pola perilaku yang diwujudkan oleh sang aktor—ia
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yang menjadi tokoh dalam biografi itu. Keresahan dan harapan
sang aktor di saat tahap-tahap dalam proses tersebut harus dilalui
dan di saat hasil dan akibat dari tindakan dinantikan akan lebih
mungkin dengan jelas tergambar dalam biografi. Dengan kata lain,
dengan kesemestaannya, universe, yang terbatas, bahkan sangat
terbatas, biografi sesungguhnya memberikan aspek dan vista se-
jarah yang mendalam. Demikianlah, biografi bukan saja—se-
bagaimana biasanya—bisa dipakai sebagai salah satu sumber
sekunder dalam penulisan sejarah, tetapi dapat juga dilihat sebagai
perwujudan mikroskopis dari sejarah. Liwat biografi, kita di-
mungkinkan untuk melihat sejarah dari aspek mereka yang memi-
lih untuk berbuat sesuatu di atas pentas sejarah. Kita, dengan kata
lain, melihat sejarah dari sudut aktor atau pelaku sejarah. Dengan
begini kitapun akan lebih mungkin memahami denyut sejarah
dengan lebih mendalam. Biografi memberikan kepada kita sikap
empati terhadap sejarah, sebagai gambaran pergumulan manusia
dan masyarakat di masa lalu—entah bila dan entah di mana.
Barangkali terasa berelebih-lebihan, tetapi sesungguhnya sia-
papun yang pernah membaca biografi yang baik dari Sun Yat Sen,
Mao Tse Tung, dan Chiang Kai Sek, meskipun mungkin tidak akan
bisa mengetahui segala segi dari sejarah modern Cina, ia akan le-
bih memahami dinamika sejarah itu. Demikian pula halnya de-
‘ngan irama sejarah modern dari anak benua India, semakin bisa
dipahami seandainya riwayat hidup Mahatma Gandhi, Jawahar-
lal Nehru, dan Ali Jinnah dipelajari dengan baik. Dalam hal-hal
tertentu sejarah bisa juga dipahami melalui biografi dari paraevent-
making men, mereka yang merintis perjalanan sejarah dari komu-
nitas-bangsa. Dalam biografi kita lebih dimungkinkan untuk
mengetahui bagaimana sang aktor memahami konteks sosial dan
historisnya dan berusaha mewujudkan hasrat normatifnya .
Biografi boleh dikatakan sebagai pengetahuan tentang “sebagi-
an”, yaitu tentang pengalaman dan nasib seorang anak manusia
dalam konteks kerangka waktu dan tempat tertentu, dari “keselu-
ruhan” sejarah, yang berkisah dan membuat analisa tentang tem-
pat dan waktu tertentu pula. Mengetahui struktur dari “keseluruh-
an” melalui pemahaman yang mendalam tentang yang “sebagian”
adalah salah satu cara yang syah dalam ilmu pengetahuian sosial
dan kemanusiaan. Meskipun yang “sebagian” itu tidak bisa di-
anggap dengan begitu saja sebagai wakil dari “keseluruhan”, apala-
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gl sebagai sesuatu yang identik dengan “keseluruhan”, tetapi yang

“sebagian” memberi kesan-kesan dan membayangkan gejala
umum tentang “ keseluruhan”. Cobalah bayangkan situasi sebuah
pentas. Sebagian dari yang di atas pentas itu mendapat lampu
sorot. Yang kena lampu sorot itu adalah fokus utama. Makin jauh
dari fokus maka makin berkuranglah kekuatan lampu sorot. Wa-
laupunbegitu posisi dari fokus yang terkena lampu sorot itu dalam
konteks “keseluruhan” dapat diketahui dengan jelas. Dengan be-
gini maka struktur “keseluruhan” itu dapat juga tertangkap. Kini,
kembalikanlah masalahnya ke lapangan kemasyarakatan dan pi-
lihlah “fokus” yang strategis, maka kita akan bisa juga menge-
tahui struktur dan—kalau kita berbicara tentang sejarah—corak
dan dinamika dari masyarakat.

Kalau proses nation-building dan masalah integrasi bangsa akan
dibicarakan maka “kehidupan keagamaan dan hubungan antar-
umat beragama” adalah merupakan salah satu tema yang semes-
tinya mendapat lampu sorot—setidaknya begitulah halnya dengan
negeri kita. Setelah itu carilah berbagai pranata sosial keagamaan—
masjid, pura, pesantren, madrasah, kiai, pastor, gereja, organisasi,
sekolah, dan entah apa lagi—yang dianggap sebagai bagian yang
integral dari fokus itu. Sekiranya perhatian lebih tertuju pada za-
man kemerdekaan, kita lebih dimungkinkan untuk mencari fokus
yang lebih terbatas, umpamanya Departemen Agama. Jikalau
mungkin belum dalam kenyataan empiris, setidaknya secara kon-
stitusional dan hukum Departemen Agama secara teoretis bisa
dianggap sebagai fokus yang dikitari dandikelilingi secara intensif
oleh struktur “keselurahan” dari dinamika dan corak kehidupan
keagamaan—sebuah tema yang secara teoretis telah dianggap se-
bagai “sebagian” yang dapat menyorot “keseluruhan” dinamika
kehidupan bangsa. Tetapi pemilihan fokus ini bukan tak mungkin
menyebabkan kita tergelincir pada sejarah institusional, kelem-
bagaan, yang sempit. Kalau telah begini, maka yang kita temukan
tak lain dan tak bukan adalah “sebagian” yang telah utuh menjadi
dirinya. Ia tak lagi menjadi “sebagian”, yang merupakan bagian
yang strategis dari “keseluruhan”, tetapi telah menjadi “keseluruh-
an” yang kecil dan terpisah dari yang lain. Kitapun diperkenalkan
dengan berbagai perubahan struktur internal Departemen, nama-
nama para pejabat, dan sebangsanya. Setelah selesai membaca kita
hanya tahu sejarah departemen, tetapi sama sekali tidak mempu-
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nyai pengertian tentang “keseluruhan”. Kalau begitu, mengapa
sejarah institusional itu tidak didampingi oleh biografi? Jika telah
begini, maka Departemen Agama tidak lagi hanya akan tampil
sebagai lembaga yang sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi akan
muncul sebagai kumpulan orang-orang yang terpanggil untuk
berbuat berbagai hal demi pencapaian tujuan normatif yang telah
dipupuk.

Dalam kaitan inilah kumpulan biografi dari para Menteri Aga-
ma, yaitu mereka—yakni individu-individu yang utuh pada diri
masing-masing—yang terpanggil oleh nasib untuk berpikir, ber-
buat, dan bertindak untuk mencapai tujuan normatif yang telah
digariskan oleh cita-cita bangsa. Maka kitapun berhadapan dengan
berbagai proses dialog antara ia, sang Menteri, dengan konteks
kelembagaan yang bisa dipakainya untuk menjalankan segala hal
yang diharuskan, dan dengan kenyataan struktural yang harus
dijinakkan, diubah, dipertahankan, atau diperbaikinya.

Begitulah biografi. Tetapi bila biografi harus dianggap sebagai
kisah seseorang secara utuh—betapapun mungkin ditulis dengan
ringkas—dua wilayah atauspace yang dipunyainya terpaksa diper-
hatikan juga. Pertama, wilayah pribadi, yang gelap tersembunyi,
dalam kesendirian masing-masing. Kedua, wilayah publik atau
public space. Dalam wilayah inilah sang tokoh tampil memperli-
hatkan wajahnya. Ia berdialog, berbuat dan bertindak dalam kon-
teks sosial yang terbuka. Jika dalam wilayah pribadi, private space,
ia tersembunyi dan menjadi “raja” dalam kesendiriannya, maka
dalam public space ia terbuka dan vulnerable, kata orang. Siapapun
bisa menilainya, memuji atau memakinya. Dalam wilayah ini ia
seakan-akan tanpa punya pertahanan terhadap tilikan masyarakat.
Tetapi bukankah timbul juga pertanyaan apakah wajah dalam
“wilayah publik” adalah dirinya otentik ataukah tak lebih dari
topeng belaka? Maka, janganlah heran kalau para biograf (teruta-
ma di dunia Barat), setelah mengumpulkan segala peristiwa yang
terjadi dalam “wilayah publik”, kerap kali juga berusaha mengin-
tip ke “wilayah pribadi”. Siapa tahu apa-apa yang ditemukan dalam
“wilayah pribadi” ini bisa juga menjawab hal-hal yang menimbui-
kan pertanyaan di dalam “wilayah publik”.

Buku ini adalah kumpulan biografi Menteri Agama, bukan
biografi tentang tokoh A atau B. Jadi sejak awal telah harus disa-
dari bahwa biografi ini terjadi dalam “wilayah publik”.
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Profil Biografis Para Menteri Agama '

Sudah berapa orangkah yang telah pernah diangkat atau dipi-
lih sebagai Menteri Agama? Barangkali telah 13 orang. Tetapi ka-
lau Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang hanya memangku jabat-
an ini selama 2-3 bulan saja di saat Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PD.R.L), di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawirane-
gara, yang berpusat di Sumatra Barat, belum sempat mengada-
kan kontak dengan Jawa, harus dihitung, maka jumlahnya ialah
14 orang. Tetapi perbedaan jumlah ini tak terlalu penting. Bukan
saja situasi darurat, akibat Agresi Kedua yang dilancarkan Belan-
da, di bulan Desember 1948, praktis tak memungkinkan Menteri
Agama itu bertindak sebagai Menteri Agama, karena lebih sibuk
ikut mengatur perang gerilya, tetapi juga, dan tak kurang pen-
tingnya, perbedaan ini tidak mengubah profil umum para Men-
teri Agama. Terlepas dari segala perbedaan pendidikan, latar bela-
kang keluarga, lama masa jabatan, dan sebagainya, semua mere-
ka yang sempat mendapat kehormatan atau—dengan gaya yang
lebih disukai—menunaikan darma bakti sebagai Menteri Agama
Republik Indonesia adalah para aktivis di masa remaja mereka.
Ada yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan;
entah Gerakan Pemuda Ansor, seperti Wahib Wahab, entah NU,
seperti M. Ilyas, entah GPII, seperti Munawir, entah Muham-
madiyah, seperti Fakih Usman, atau, seperti Tarmizi, menjadi ak-
tivis kampus yang tak gentar berkonfrontasi dengan CGMI yang
sedang naik daun, atau bahkan, sejak awal telah tergabung dalam
organisasi militer, seperti Alamsyah. Pada umumnya Menteri Aga-
ma kita adalah mereka yang pernah ditempa oleh pengalaman, di
saat harapan dan cita-cita yang mereka pupuk dihadapkan de-
ngan kenyataan empiris yang tak selamanya ramah. Dalam hal ini
barangkali tidaklah salah kalau dikatakan bahwa secara ideologis
profil para Menteri Agama lebih “meyakinkan” dari golongan
(mantan) menteri-menteri yang lain, apalagi kalau dibandingkan
dengan golongan menteri-menteri teknis.

Gambaran yang “meyakinkan” ini ditambah lagi dengan ke-
nyataan bahwa terlepas dari segala perbedaan latar belakang dan
sebagainya, mereka yang pernah menjabat Menteri Agama ini,
dengan kadar yang berbeda-beda, juga ditandai oleh apa yang
disebut orang Belanda belezenheid dan erudisi yang pantas menja-
di contoh. Mereka bukanlah hanya produk dari lembaga pendidik-
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an yang mereka lalui, tetapi adalah pula hasil dari usaha sendiri.
Dikatakan otodidak mereka bukan, sebab mereka juga hasil dari
lembaga pendidikan tertentu, tetapi mereka bukan saja lebih dari
sekadar hasil lembaga tersebut, mereka juga memperlihatkan ke-
mampuan yang lain. Mereka tidak saja selalu berusaha meningkat-
kan keahlian, tetapi juga menambah jumlah kemampuan. Maka,
kitapun berkenalan dengan kiai pesantren yang bukan saja lancar
tetapi ingin mengembangkan pengetahuan berbahasa Eropa yang
modern, diplomat yang bergumul dengan filsafat politik Islam,
jenderal yang mendalami sejarah pemikiran politik tanah air, anak
seorang ulama besar yang menjadi anggota perumus termuda dari
Pembukaan UUD, dokter tentara yang mempelajari masalah Cina
perantauan, anak pesantren yang menjadi pelopor studi perban-
dingan agama, anak abangan yang menjadi guru besar Indonesia
yang pertama tentang Islamic studies di sebuah universitas terke-
muka, dan sebagainya.

Pernah di suatu saat, di awal tahun 1950-an, para politisi, apa-
pun partai dan ideologinya, di negara kita yang tercinta ini secara
sembunyi-sembunyi dibedakan oleh publik politik atas dua golong-
an, yaitu yang “Republikein” dan yang “Federalis”. Dalam kon-
teks negara baru, yang setelah sekian lama mengalami revolusi
dan perang kemerdekaan, perbedaan ini dengan sengaja tidak di-
ungkit-ungkit secara terbuka. Sebab bukankah masa depan,
bagaimanapun juga, adalah milik kita bersama sebagai sebuah
bangsa yang merdeka? Namun begitu, di saat-saat pertentangan
politik sedang meruncing dan ketika hasrat ingin menjatuhkan
lawan sedang menggebu-gebu, tuduhan “Federalis” pada tokoh
politik tertentu terkatakan juga. Dan tuduhan ini bisa juga diang-
gap sebagai pengungkapan aib sejarah, sebab kata ini menunjuk-
kan bahwa sang tokoh pernah di satu saat, ketika revolusi sedang
berkecamuk, bersedia ikut serta dalam proyek “negara bagian”,
yang diprakarsai oleh Van Mook. Karena adanya “negara-negara
bagian” inilah maka salah satu hasil Konperensi Meja Bundar (1949)
mengatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang berdaulat ada-
lah Republik Indonesia Serikat. Tentu bisa dicatat juga bahwa umur
R.LS inj tak lebih dari delapan bulan. Tanggal 17 Agustus 1950
Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Tetapi apa hubungan kilasan sejarah politik yang anekdotal ini
dengan profil Menteri Agama? Hubungannya sedikit saja, tetapi



secara simbolik penting. Tak seorangpun dari rentetan Menteri
Agama yang terkena tuduhan dan bisa dituding “Federalis”, aib
sejarah yang ingin—dan memang semestinya—dilupakan ini. Se-
mua mereka adalah kaum “Republikein”. Bahkan ketika, di bulan
Desember, 1948, Yogyakarta, ibukota Republik, diduduki Belanda
dan Presiden, Wakil Presiden, yang merangkap Perdana Menteri,
serta sekian banyak menteri mereka tawan, Menteri Agama, baik
yang mula-mula dijabat Teuku M.Hasan, maupun yang kemudi-
an kembali dijabat oleh K.H. Masykur, ikut bergerilya, sebagai
pejabat teras dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kalau saja—sekali lagi, kalay saja—Menteri Agama adalah se-
buah organisasi massa atau sekurang-kurangnya “pressure group”,
bukannya jabatan yang pernah dipangku seseorang, barangkali
“golongan” ini akan mempunyai penawaran politik yang tinggd
juga. Coba saja lihat, tiga orang dari “golongan ini” (K.H.Wahid
Hasyim, K. H.Masykur, dan TM.Hasan) bisa diperlakukan secara
resmi sebagai founding fathers dari negara ini. Mereka adalah ang-
gota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan In-
donesia). Jika badan yang pertama merencanakan UUD, maka
yang kedua, pada tanggal 18, 1945 mengadakan revisi sekadarnya
dan mensyahkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Bahkan Wahid Hasyim adalah salah seorang anggota Panitia Sem-
bilan, yang merumuskan Pembukaan UUD 1945, yang sempat
dinamai (atas usul Mohammad Yamin) Jakarta Charter. Bukankah
Pembukaan ini yang menjadi landasan ideologis dan kenstitusional
negara kita? Jika HM. Rasjidi B.A. ( kemudian dikenal sebagai
Prof. Dr. HM. Rasjidi), Menteri Agama yang pertama (dalam Kabi-
net Sjahrir IT) adalah pula salah seorang diplomat kita yang perta-
ma, yang bersama-sama H.Agus Salim, “the Grand Old Man of the
Republic”, berhasil menarik simpati dan dukungan negara-negara
Islam, maka Hasan adalah gubernur R L yang pertama dari propin-
si Sumatra (satu dari delapan propinsi yang disyahkan PPKI, yang
telah menjadikan dirinya sebagai Komite Nasional Indonesia).
Kalau hal-hal ini saja belum cukup, maka bisa juga dikatakan bah-
wa bukan saja Alamsyah yang sejak muda telah ikut berjuang se-
bagai anggota TNI, semua Menteri Agama yang bergelar Kiyai
adalah pula mantan pimpinan lokal ataupun nasiona! dari lasykar
Sabilillah atau Hizbuilah.
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Biografi, kata orang, hanyalah ingin mengisahkan jalan dan ira-
ma kehidupan seseorang sebagai mana “adanya”. Tetapi kalau
biografi itu telah menyibukkan diri dengan usaha membesar-be-
sarkan tokoh yang dikisahkannya, bahkan telah usil pula untuk
mempersuci-sucikannya—seakan-akan tokoh tersebut tanpa salah
dan khilaf—maka kitapun tidak lagi berhadapan dengan biografi,
tetapi dengan hagiografi, iwayat hidup orang suci. Riwayat hidup
para santo di dalam tradisi Katholik disebut hagiografi, demikian
juga tampaknya dengan riwayat hidup para sufi Islam yang telah
mencapai magam yang tertinggi. Hagiografi adalah sebuah ke-
mestian dalam komunitas agama sebab dengan hagiografi kebe-
naran ajaran yang hakiki boleh diaktualkan dalam kehidupan sese-
orang. Hagiografi adalah kisah-kisah yang memantulkan personi-
fikasi dari keimanan, nilai-nilai luhur, dan kesucian.

Tetapi kalau sekiranya yang kita dapatkan ialah sekian banyak
ikhtisar biografi, yang biasa disebutcollective biography, dibanding-
bandingkan, maka kitapun telah mempunyai prosopografi. De-
ngan prosopografi kita akan bisa melihat latar belakang umum
dari tokoh-tokoh yang menaikkan peranan penting dalam sejarah,
dan dengan ini pula kita bisa mengetahui corak struktur sosial
dan mobilitas. Maka, bagaimanakah kalau sekiranya biografi para
Menteri Agama ini kita perlakukan sebagai prosopografi? Tidak
periu hal-hal yang pelik itu ditanyakan, tetapi cukup yang me-
narik saja. Inilah sebagian dari hasilnya.

Ada yang menjabat sebagai Menteri Agama hanya sekali saja
dan itupun juga sangat sebentar. Rekor dalam hal ini dipegang
oleh Teuku Hasan. J]a memegang jabatan ini hanya dua-tiga bulan
saja, menjelang hubungan antara PD.RL dengan Jawa berjalan
dengan baik, sehingga K.H. Masjkur, yang telah menjadi Menteri
Agama dalam Kabinet Hatta 1, kembali menjabatnya. Bukan itu
saja, ketika menjabat sebagai Menteri Agama itu, Teuku Hasan
juga menjabat tiga portfolio (Urusan Dalam Negeri, Sosial, dan
juga PP. dan K. ) yang lain. Tetapi kalau yang terlama yang akan
ditanyakan, maka sampai sekarang belum ada yang bisa memecah-
kan rekor Munawir Sjadzali, yang menjadi menteri selama sepu-
luh tahun. Meskipun begitu ia hanya sempat menjadi Menteri
Agama dalam dua kali masa jabatan saja. Rekor yang tersering
menjadi Menteri dipegang oleh K.H. Masykur, yang menjadi men-
teri dalam enam kabinet. Setelah berturut-turut—kecuali sebentar
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di awal PDRI— menjadi Menteri Agama, mulai dari Kabinet Amir
Sjarifuddin, kemudian Kabinet Hatta I dan I, dan Kabinet peralih-
an Mr. Soesanto, menjelang R.I. resmi menjadi salah satu bagian
RIS (20 Desember 1948 sampai 21 Januari 1949), Masykur terakhir
menjabat dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 sampai
12 Agustus 1955) .

Meskipun kalau dihitung-hitung lamanya menjadi menteri
hanya empat tahun lebih sedikit, namun dalam rekor K.H. Masjkur
dalam keseringan menjabat Menteri Agama ini barangkali tidak
akan pernah dipecahkan oleh siapapun. Pengharaman secara kon-
stitusional terhadap sistem Kabinet Parlementer telah memperkecil
kemungkinan orang menjadi Menteri terlalu sering. Menteri-men-
teri dalam sistem Kabinet Presidensial seperti yang kini kita pu-
nyai tidak bertanggunjawab kepada Parlemen. Jadi Parlemen atau
DPR tak akan bisa menjatuhkan kabinet. Apalagi Presiden bukan
saja Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah pula secara
konvensional dianggap sebagai Mandataris MPR. Jadi masa jabat-
an sebagai menteri cukup lama, tidak hanya beberapa bulan, se-
perti bisa terjadi dalam sistem kabinet parlementer. Di samping
sistem politik, jangan pula dilupakan faktor lain. Tingkat kepe-
kaan politik dari jabatan Menteri Agama, kalau dibandingkan de-
ngan menteri-menteri teknis, semakin memperkecil kemungkinan
orang bisa menjadi Menteri Agama berkali-kali.

Munawir terlama, padahal ia cuma dua kali menjadi menteri,
Masjkur tersering padahal lamanya ia menjabat tak sampai satu
masa jabatan Munawir. Dari perbedaan ini kita sudah bisa melihat
perbedaan Orde Baru dengan masa Demokrasi Parlementer dan
zaman Demokrasi Terpimpin. Kestabilan politik relatif yang dibi-
na oleh Orde Baru lebih memungkinkan seorang Menteri untuk
mengetjakan rencana kerjanya dalam waktu yang memadai. Ke-
mewahan ini nyaris tak dipunyai oleh menteri-menteri dari kedua
periode sebelum Orde Baru, apalagi oleh kabinet di zaman
Demokrasi Parlementer. Sewaktu-waktu, entah karena apa, parle-
men bisa mengajukan mosi tidak percaya dan, lagi-lagi entah kare-
na apa, salah satu partai pendukung kabinet, ikut mendukung
mosi itu, maka jatuhlah kabinet. Selanjutnya nasib sang menteri,
yang telah demisioner, ditentukan oleh perbandingan kekuatan
partai-partai politik dan oleh hasil dari apa yang dahulu disebut
koehandel alias “dagang sapi”, yang maksudnya, tentu saja, tawar-
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menawar dalam pembagian kursi jabatan,

~ Tetapi biarlah para ahli ilmu politik memperdebatkan untung
ruginya sistem-sistem politik yang telah dan sedang kita jalani ini.
Ada hal lain yang menarik untuk diperhatikan. Berapakah umur
seseorang ketika ia mendapat kehormatan atau tugas sebagai
Menteri Agama? Entah kapan rekor Rasjidi akan terpecahkan,
wallahu alam. Tetapi yang jelas ia diangkat sebagai Menteri Agama
yang resmi, tanpa memperhitungkan bahwa sebelumnya ia telah
menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir IT (1946), ketika ia
berumur 31 tahun. Rekor ini hanya bisa didekati—meskipun cu-
kup jauh juga—oleh Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Aga-
ma ketika berusia 35 tahun, Di zaman Orde Baru yang telah mantap
umur 30-an hanya mungkin “laku” untuk menjadi Menteri Pe-
muda, tak ubah halnya dengan kenyataan bahwa hanya wanita
yang mungkin akan bisa diangkat menjadi Menteri Urusan Pe-
ranan Wanita. Rekor tertua dipegang oleh K.H. Dachlan yang di-
angkat menjadi Menteri waktu ia telah berumur 59 tahun. Dalam
soal ketuaan ini ja diikuti oleh Munawir yang diangkat waktu beru-
mur 58 tahun. '

Rekor termuda yang sampai kini tak “terpecahkan”—kalau
boleh memakai bahasa olah raga—tercapai di zaman Revolusi,
sedangkan rekor umur tertua “diperoleh” di dalam periode Orde
Baru. Apakah artinya ini? Di zaman pra Orde Baru yang diangkat
atau dipilih sebagai Menteri Agama, kecuali Rasjidi dan Wahid,
berumur 40-an. Di zaman Orde Baru, kecuali MuktiAli, yang men-
jadi menteri pada usia 48 tahun, mereka yang diangkat sebagai
Menteri Agama ketika telah berumur 50-an. Jadi? Apakah ini
menunjukkan bahwa di zaman yang stabil umur yang tua lebih
menjanjikan kematangan, sedangkan di masa peralihan, ketika
ketidakpastian sangat kuat dirasakan, mereka yang muda lebih
bisa diandalkan? Ataukah, memang sesungguhnya Revolusi Ke-
merdekaan adalah saat ketika percepatan proses pematangan ter-
jadi dengan gencar—yang muda cepat dianggap matang—sedang-
kan zaman Orde Baru adalah periode ketika perlambatan berada
dalam situasi kemudaan diperlukan? Maka dibiarkanlah orang
berlama-lama menikmati fase sebagai anggota generasi muda, yang
masih harus menunggu giliran, yang entah kapan akan datang.

Tetapi sudahlah. Serahkan saja hal ini pada mereka yang lebih
ingin mengkajinya lebih lanjut. Hanya saja ada satu hal lagi yang



menarik kalau masa lalu dibandingkan dengan masa kini. Bisakah
dibayangkan sekarang bagaimana kalau sekiranya seorang man-
tan Menteri kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal di De-
partemen yang pernah dipimpinnya? Hal yang lebih mungkin
dan agak lumrah jalah seorang birokrat Departemen mencapai
puncak karirnya ketika ia keluar dari ketentuan birokratis, ten-
tang pensiun dan sebagainya, dan mendapat jabatan politik yang
tertinggi, yaitu menjadi pembantu mandatarsi MPR, alias men-
teri. Sekian banyak menteri kabinet Pembangunan mengalami na-
sib yang baik seperti ini. Hirarkisasi atau eselonisasi yang telah
sedemikian rapi seakan-akan telah menutup segala kemungkinan
yang bisa mengobrak-abrik tata tertib yang telah tersusun rapi itu.
Tidak demikian halnya ketika roda revolusi nasional sedang ber-
jalan, bahkan juga sesudah kedaulatan negara mendapat peng-
akuan. Setelah kabinet Sjahrir I jatuh, Rasjidi pun tidak lagi men-
jadi Menteri Agama. Kafrawi pun dipilih untuk menggantikan-
nya. Tetapi Rasjidi diangkat menjadi Sekretaris Jenderal. Dalam
konteks revolusi rupanya semuanya hanyalah masalah pembagi-
an tugas saja. Dalam suasana inilah konsep “sirkulasi elite”, seper-
ti yang pernah didengungkan oleh sebuah teori kiassik, seakan-
akan menemukan bentuknya yang paling murni. Sirkulasi yang
bisa naik dan turun, ke samping dan ke depan. Tetapi memang
perlu dicatat bahwa kelancaran dari sirkulasi elite hanya mungkin
terjadi dalam konteks masyarakat madani, civil society, yang kuat,
bukan dalam situasi ketika “negara” menjadi faktor penentu yang
bersifat hegemonik. Dan revolusi bukan saja suasana ketika parti-
sipasi politik masyarakat sangat intens dan meluas, tetapi juga saat
sirkulasi elite berjalan dengan cepat.

Meskipun hanya bertolak dari prosopografi para Menteri Aga-
ma ternyatalah bahwa lahirnya Orde Baru dan bermulanya perio-
de teknokratis merupakan sebuah pembatas-sejarah, sebuah cae-
suire, yang penting dalam sejarah kontemporer tanah air kita. Lihat
saja latar belakang keluarga dan pendidikan para Menteri Agama.
Kecuali Ragjidi, yang sadar sekali bahwa ia sesungguhnya berasal
dari kalangan keluarga yang abangan, yang tak perduli ajaran dan
ibadah agama Islam yang resmi dianut, semua Menteri Agama di
zaman pra-Orde Baru berasal dari keluarga santri yang saleh (ter-
masuk TM. Hasan, yang keturunan uluebalang dari Aceh) danbah-
kan sebagian besar dari keluarga ulama pesantren. Kecuali Teuku

xxiti



Hasan (yang harus juga dicatat tak begitu sempat memainkan
peranannya sebagai Menteri Agama) semua yang lain, termasuk
Rasjidi, bukan saja keluaran pesantren, tetapi juga adalah mereka
yang menekuni masalah keagamaan, khususnya Islam, meskipun
tidak semua mendapat gelar kehormatan kiyai. Pesantren, Jawa
Timur, dan fikih adalah gambaran umum dari latar belakang so-
sial dan intelektual dari para menteri agama. Keseragaman ini men-
jadi buyar di zaman Orde Baru, Beragam latar belakang keluarga
kita temui. Memang ada juga yang berasal dari keluarga santri
“tradisionalis”, tetapi di samping itu adajuga anak kepala kam-
pung dari sebuah desa di Lampung, yang telah yatim piatu sejak
kecil; ada anak seorang ulama desa yang secara material serba-
kekurangan, tetapi selalu memperdalam ilmu keagamaan, yang
berasal dari Jawa Tengah; dan ada pula anak dari seorang nasionalis
yang pedagang besar berasal dari Sumatra Barat.

Selama Orde Baru hanya seorang kiyai yang sempat diangkat
sebagai Menteri Agama, Kiyai Dachlan. Itupun terjadi di masa awal,
ketika Orde Baru sedang sibuk mengadakan konsolidasi kekua-
saan. Setelah itu? Ada guru besar TAIN, yang mempunyai
kecenderungan “reformis”, ada jenderal, yang mantan Sekretaris
Negara, dutabesar, yang mempunyai profil politik yang tinggi; ada
diplomat karir, yang tak pernah menghentikan usahanya untuk
mempelajari masalah keislaman; dan ada pula dokter, yang laksa-
mana angkatan laut, tetapi suka berdakwah dan mempelajari
masalah golongan Cina.

Bukan itu saja. Lagi-lagi kecuali T. Hasan yang serba-darurat,
semua Menteri Agama di zaman pra-Orde Baru adalah wakil dari
partai-partai Islam. Dari kesemuanya hanyalah Rasjidi dan Fakih
Usman yang tidak berasal dari kalangan (yang mula-mula “ang-
gota istimewa” dari Masyumi, kemudian, di tahun 1952, menjadi
partai yang independen) Nahdlatul Ulama. Dalam konteks sistim
politik kepartaian, kecederungan ini bisa dianggap bahwa Kemen-
terian, yang kemudian disebut Departemen, Agama bukan saja
bisa—setidak-tidaknya secara teoretis, kalau tak perlu dibuktikan
secara empiris—merupakan sumber patronage politik bagi N.U.
tetapi juga benteng pertahanan “tradisionalisme Islam”, yang cen-
derung menekankan keberlakuan ketentuan figih daripada do-
rongan reformisme, yang ingin mempersoalkan semua. Bahkan
semua Menteri Agama yang dihasilkan oleh “tradisionalisme Is-
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lam” adalah pula para ahli fikih yang disegani. Karena itu bisalah
dimengerti kalau kadang-kadang kecenderungan berfikir yang
serba-fikih ini terpantul juga dalam kebijaksaaan politik. Masalah-
nya baru muncul, bila pendekatan serba-fikih ini tak sejalan de-
ngan pemikiran ideologis dan strategi politik. Maka semacam “cos-
mic misunderstanding” di antara partai-partai Islam tak selalu bisa
dihindarkan.

Ketika akhirnya konsolidasi politik Orde Baru telah semakin
mantap dan Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama di tahun
1972, identifikasi semu antara N.U. dan Departemen Agama pun
mencair. Teknokratisme, kestabilan politik, perubahan sistim poli-
tik dan tak kurang pentingnya perubahan sosial-ekonomi yang
terjadi di saat menjelang dan selama masa pembangunan, yang
serta merta menimbulkan tantangan baruy, telah menyebabkan ter-
jadinya perubahan pola penunjukan Menteri Agama. Hal ini juga
berarti bahwa meskipun masalah umat Islam tetap merupakan
sasaran utama dari pembinaan yang harus dijalankan oleh De-
partemen Agama, tetapi perubahan sosial-ekonomi yang berjalan
dengan cepat—setelah lebih dulu mengalami tragedi nasional yang
dahsyat di tahun 1965—menyebabkan masalah keagamaan men-
jadi lebih kompleks dan sensitif.

Menteri Agama hanyalah salah satu jabatan dalam kabinet.
Bahkan dari sudut senioritas dan protokoler Menteri Agama bera-
da di bawah beberapa menteri yang lain, seperti Menteri Dalam
Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Tetapi bukan saja peranan-
nya semakin penting saja di saat pluralisme sosial semakin menaik,
berbagai corak kebijaksanaan yang dijalankan atau gagal dijalan-
kan oleh Menteri Agama selalu bisa dipakai sebagai indikator yang
penting tentang situasi dan perkembangan masyarakat-bangsa.
Kepekaan agama dalam kehidupan masyarakat-bangsa menjadi-
kan jabatan Menteri Agama tak pernah bisa dibatasi oleh kenyataan
bahwa ia sesungguhnya hanyalah salah seorang penanggung
jawab sebagian dari tugas administrasi negara belaka. Dalam si-
tuasi perubahan sosial, agama, yang bertolak dari pengakuan akan
adanya sesuatu yang mutlak benar, mempunyai kemungkinan
untuk membentuk sikap yang non-negotiable, yang tak dapat di-
tawar. Agama pun mungkin tampil sebagai landasan dari peng-
ingkaran akan keabsyahan realitas sosial yang berkembang. Ka-
lau yang pertama menciptakan situasi konflik, terpendam atau




bukan, maka yang kedua, memupuk apatisme. Kedua kemungkin-
an ini merugikan dan keduanya bisa pula menyesatkan.
Masyarakat-bangsa, yang mungkin telah dibina dalam situasi ke-
harmionisan hubungan dan toleransi yang sehat, hanya mungkin
mendapatkan kemajuan, sesuai dengan hasrat normatif dalam
suasana keikutsertaan masyarakat-bangsa yang menyelurtth. Kare-
na itulah langkah-langkah Menteri Agama serta keberhasilan dan
kegagalan, kegembiraan dan kekecewaannya, bukan saja indika-
tor dari kinerja Departemen yang dipimpinnya, tetapi juga adalah
sesungguhnya merupakan gambaran perkembangan sosial, poli-
tik, dan ekonomi serta budaya yang sedang terjadi.

Derap Langkah Menteri Agama

Barangkali telah terlupakan, tetapi adalah Mohammad Yamin
yang mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar peme-
rintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian-
kementerian yang telah umum, seperti luar negeri, dalam negeri,
keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementeri-
an negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkan-
nya jalah “Kementerian Islamiah”, yang, katanya, “memberi ja-
minan kepada urusan Islam (mesjid, langgar, surau, wakaf), yang
di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan ke-
sungguhan hati”. Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang su-
sunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dari UUD 1945,
usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan, Mungkin
karena ketika ia mengajukan usul ini Jakarta Charter atau Piagam
Jakarta dengan “tujuh kata bertuah” yang merupakan kompromi
antara golongan “Islam” dan “kebangsaan” telah tercapai. Bukan-
kah ucapan “ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‘at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” telah mencakup semuanya? Ha-
nya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan
korstutusi harus disyahkan, dalam rapat yang diadakan padatang-
gal 18 Agustus, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh bebera-
pa tokoh Islam, PPKI mengganti “tujuh kata bertuah” itu, dengan
“keTuhanan yang Maha Esa” .

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September
1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian juga hal-
nya, di bulan November, ketika kabinet Presidential digantikan
oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Baru-
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lah tanggal 3 Januari 1946, atas usul Badan Pekerja Komite Na-
sional Pusat, Kementerian Agama diputuskan untuk dibentuk.
Pada bulan Maret 1946, Rasjidi diangkat sebagai menteri yang
pertama, meskipun ia mula-mula mengetahuinya dari berita su-
rat kabar saja. Ia menjadi menteri dalam Kabinet Sjahrir II.

Baiklah, kini kementerian telah resmi berdiri dan Menteri pun
telah pula diangkat, tetapi apakah yang harus dikerjakan? Tentu
saja tugas pertama ialah mencari tempat yang bisa dijadikan kan-
tor. Sesudah itu? Satu-satunya preseden yang bisa diikuti oleh
menteri pertama ialah peninggalan kantor agama, Shumubu, dari
masa pendudukan Jepang, yang sebenamnya juga mengikuti pre-
seden yang telah dirintis pemerintah kolonial Belanda, dengan
Kantor Penasehat Urusan Bumiputera-nya. Jadi urusan yang ter-
penting ialah, sebagaimana Rasjidi pernah menyebutnya, masalah
“ibadat” yang, tentu saja, khusus menyangkut umat Islam. Jadi
sesuai juga dengan usul Yamin tentang perlunya “kementerian
Islamiah”. Tetapi, bagaimanakah struktur kementerian itu dan
siapakah yang bisa menjalankan tugas-tugas kebirokrasian aga-
ma ini?

Sejak mulai dibentuk, penyelenggaraan “ibadat”, dengan segala
cabang-cabang dan wujudnya, serta penyempurnaan struktur dan
personalia kementerian atau departemen adalah dua benang emas
yang selalu merupakan perhatian utama dari para menteri. Bah-
kan ada menteri yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk
membenahi kelancaran hubungan antara bentuk struktural kemen-
terian dengan penyelengaraan “ibadat”, untuk semua agama yang
diakui. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian utama Tarmizi,
tokoh yang ke-13 atau ke-14 yang dipercayakan menjabat sebagai
Menteri Agama, adalah pengurusan dan penyempurnaan “per-
jalanan haji”. Terlepas dari tingkat keberhasilan mereka, “perjalanan
haji” merupakan salah satu program utama dari setiap Menteri
Agama sejak awal tahun 1950-an. Hal ini diwujudkan juga dalam
susunan struktural kelembagaan Departemen. Dari usaha Men-
teri Agama untuk melancarkan “perjalanan haji” ini kita bisa juga
melihat tingkat perkembangan ekonomi masyarakat Islam.
Sedemikian pentingnya “perjalanan haji” ini sehingga tidak jarang
masyarakat, khususnya, dari kalangan umat Islam, menilai keber-
hasilan atau kegagalan seorang Menteri berdasarkan kelancaran
pelaksanaan “perjalanan haji” ini. Ironis, mungkin, karena setiap
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tahun, peristiwa yang baru beberapa tahun terakhir ini bisa meli-
batkan sekitar satu persen penduduk—sesuai dengan kuota yang
ditentukan pemerintah Saudi—menjadi ukuran. Tetapi, bukankah
“perjalanan haji” merupakan ibadat yang sangat tergantung pada
kelancaran organisasi yang rapi dan bersih?

Ketika Tarmizi masih menjabat Sekretaris Jenderal, atas dukung-
an Menteri Munawir, ia berhasil mengusahakan pengiriman seki-
an banyak birokrat Departemen ke uar negeri untuk mendapat-
kan latihan management. Ketika telah menjadi menteri usaha ini
terus dilanjutkan. Terobosan yang penting ini berakar dari keharu-
san yang telah sejak semula menjadi perhatian para Menteri Aga-
ma—lagi-lagi dengan tingkat perhatian yang tak sama dan hasil
yang juga berbeda-beda—yaitu penyempurnaan struktur Depar-
temen serta peningkatan mutu personalia. Barangkali tidak perlu
dijelaskan bahwa ketertiban struktur serta pembagian kerja yang
jelas antara unit-unit barulah tercapai di zaman Orde Baru. Kesta-
bilan politik dan sistem politik Presidensial dari Orde Baru, yang
secara teoretis lebih menjamin hubungan kerja sama lintas-sektor-
al dan lintas-departemental, telah lebih memungkinkan Menteri
Agama untuk membenahi masalah birokrasi dan administrasi ini.

Di samping kenyataan demografis bahwa hampir 90 persen
rakyat Indonesia beragama Islam, keharusan sosiologis pun
menyebabkan setiap Menteri Agama harus memperhatikan “iba-
dat” dari pemeluk agama Islam dan “struktur serta personalia or-
ganisasi”. Bukankah Islam pada dasarnya sebuah agama yang
tanpa struktur? Makhluk, ciptaan Allah, memang harus langsung
bertanggungjawab kepada Al-Khalik yang Maha Pencipta, tetapi
hidup bermasyarakat memerlukan ikatan struktural yang jelas.
Kalau dalam agama lain hal ini bisa diberikan oleh gereja dan pen-
deta, pura dengan pedanda, wihara dengan bikshu, bagaimana-
kah dengan Islam? Masjid adalah “rumah Allah”, yang anti-struk-
tur dan egaliter Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan
yang sangat tergantung pada ketertiban struktur. Tetapi struktur
dari lembaga ini, secara formal, hanya teruntuk bagi dirinya. Be-
gitulah, berbagai corak struktur pun muncul juga, bukan sebagai
keharusan teologis, tetapi kebutuhan sosiologis yang tak terhin-
darkan. Struktur dan sistem otoritas keagamaan itu berakar dari
sistim dan dinamika masyarakat setempat. Tetapi bagaimanakah
kalau sekiranya semua komunitas lokal itu telah diikat oleh se-
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buah wadah politik yang disebut negara-bangsa? Bagaimanakah
corak struktur dan sistem otoritas keagamaan yang harus dibuat
dan dibina? Maka bisalah dimengerti juga kalau dalam

para Menteri Agama—sejak yang pertama sampai sekarang—"iba-
dat” tidaklah hanya diartikan sebagai hubungan makhluk dengan
al-Khalik dan hubungan sesama mahkluk, tetapi juga dan, teruta-
ma, bagaimana sebaiknya komunitas umat mengatur dan mening-
katkan harkat dirinya. Kelihatanlah bahwa Menteri Agama, se-
bagai pelaksana dari sebagian tugas kenegaraan, lebih menekan-
kan perannya dalam membina masalah komunitas umat ini. Men-
teri Agama biasanya berusaha memberi keleluasaan dan, bila
mungkin fasilitas bagi terselenggaranya dengan baik hubungan
individu dengan Penciptanya—maka pembangunan masjid pun
bila perlu dibantu dan “perjalanan haji” diselenggarakan—tetapi
penyelenggaraan ke arah terwujudnya masyarakat yang diridhai
dan rukun adalah perhatian utama. Dalam hal yang kedua inilah
para Menteri Agama meninggalkan jejak mereka. Dalam hal ini
pulalah kita bisa melihat pemahaman sang Menteri tentang tun--
tutan doktrin dan corak dinamika dari masyarakat yang sedang
mengalami perubahan.

Tak bisa dielakkan kalau Rasjidi, menteri pertama, lebih sibuk
mengurus hal-hal yang bersifat keorganisasian. Kafrawi, menteri
kedua, di samping meneruskan usaha pembenahan masalah ke-
organisasian kementerian, telah mulai memperhatikan dua
masalah kemasyarakatan, yaitu masalah Nikah, Talak, dan Rujuk,
serta pengajaran agama. Dengan mulai menangani kedua masalah
kemasyarakatan ini menteri Kafrawi bukan saja telah menyentuh
masalah otoritas keagamaan, tetapi juga telah mulai meletakkan
landasan baru bagi pembinaan umat. Masjkur, mungkin boleh
dikatakan sebagai menteri yang tak pernah lepas dari situasi kri-
sis. Ja harus menjalani krisis politik yang dialami Kabinet Amir
Sjarifuddin, akibat “perjanjian Renville”, yang dianggap sebagian
besar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP, yaitu “per-
lemen sementara”) merugikan posisi Republik. Belum sempat
bernafas lega, karena diangkat kembali menjadi menteri di dalam
Kabinet Hatta, yang jauh lebih kuat dan berwibawa, ia harus kemba-
li mengalami “peristiwa Madiun”, (1948) yaitu pemberontakan
PKI, yang dipimpin Muso dan Amir Sjarifuddin. Baru saja kon-
flik sesama bangsa ini bisa diatasi, Belanda melancarkan Agresi




Kedua dan Yogyakarta pun diduduki. Masjkur harus menjadi
menteri yang bergerilya. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa ia
hanya-bisa melanjutkan usaha yang telah dimulai oleh kedua
pendahulunya saja. Peranan para Menteri Agama dan kementeri-
an yang mereka pimpin di zaman Revolusi masih perlu diteliti
lebih lanjut. Meskipun sebagai kementerian yang mempunyai urus-
an khusus—soal “peribadatan” dalam pengerian luas—kemente-
rian belum bisa berbuat banyak, namun peranan aktual dan sim-
bolik yang dimainkan oleh Menteri Agama, sebagai “umat Islam”
dalam pemerintahan kabinet-kabinet Sosialis (Sjahrir dan Amir
Sjarifuddin) tidak bisa dianggap enteng, apalagi kalau diingat
Masyumi, satu-satunya partai Islam, berada di pihak oposisi.

Barangkali tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa
kementerian agama barulah berfungsi sebagai kementerian yang
utuh, bukan sekadar merupakan bagian dari perjuangan bangsa,
setelah kedaulatan regara mendapat pengakuan. Wahid Hasyim
bukanlah Menteri Agama yang pertama, tetapi sebagai Menteri
Agamadari R1S.ialah sesungguhnya menteri pertama yang mem-
punyai wilayah di seluruh bekas Hindia Belanda (kecuali Irian
Barat, yang waktu itu masih dipersengketakan). Setelah kemente-
rian Agama R1S.danR1, yang berpusat di Yogya, dikoordinasi-
kan di bawah Menteri Agama RIS, Menteri Agama pun harus
menyusun struktur kelembagaan yang sesuai. Zaman damai te-
lah datang, periode perjuangan bersenjata telah selesai, dan selu-
ruh Indonesia telah berada di bawah sebuah kekusaan yang syah.
Bagaimanakah kementerian agama harus memainkan peranan-
nya? Kesempatan emas yang didapatkan Wahid karena menjadi
menteri setelah kedaulatan negara didapatkan ditambah lagi de-
ngan sebuah kemewahan yang langka. Ia menjadi Menteri Aga-
ma dalam tiga kabinet—Hatta, Natsir dan Soekiman—secara ber-
turut-turut. '

Salah satu masalah kelembagaan yang diselesaikannya ialah
pembentukan Bagian Urusan Haji—jadi pembenahan “perjalan-
an haji”. Bukankah telah sekian tahun, sejak zaman pendudukan
Jepang, umat Islam hampir tidak mendapat kesempatan untuk
menunaikan ibadah haji, akibat situasi politik yang sama sekali
tak menguntungkan? Adalah pula di masa jabatan Wahid masalah
pendidikan tinggi Islam diperhatikan pemerintah. Memang, be-
nar, perlu juga dicatat, bahwa di akhir 1930-an telah berdiri pergu



ruan tinggi Islam di Bukittingj, tetapi kecurigaan pemerintah ko-
lonial, karena memang didirikan oleh kerjasama para ulama “Kaum
Muda” atau “reformis” dan KRalangan pergerakan politik, serta
pecahnya Perang Pasifik menyebabkan usaha ini hanya terhenti
sampai di situ saja. Pada tanggal 15 September, 1951, Menteri Aga-
ma pun meresmikan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam
Negeri (PTAIN) di bekas ibukota Republik, Yogyakarta.

Wahid Hasyim menjadi menteri dalam kabinet parlementer,
ketika Presiden hanyalah (menurut UUD RIS. dan UUD Sementa-
ra) “Kepala Negara”, tetapi bukan kepala pemerintahan. Presiden
adalah simbol- negara, tetapi bukan yang langsung terlibat dalam
masalah politik kenegaraan—seakan-akan Presiden berada di atas
politik. Waku itu secara teoretis boleh dikatakan, “The President can
do no wrong”. Dalam konteks ini maka tradisi merayakan hari be-
sar Islam, isra’-mi’raj, maulid Nabi, dan Nuzulul Qur’an di Istana
Negara dengan pidato sambutan dari Presiden, yang diletakkan
oleh Menteri Agama, adalah sebuah tindakan simbolik-—dan poli-
tik—yang sangat penting. Arti simbolik ini bertambah jelas, ketika

pertentangan ideologis antara Presiden Soekarno, yang tidak per-

nah bisa menerima kenyataan bahwa ia secara konstitusional ada-
lah Kepala Negara yang di atas politik, dengan partai-partai Islam
sedang memuncak. Tradisi ini seakan-akan mengatakan bahwa
betapapun mungkin Indonesia bukan sebuah negara Islam dan
betapapun tidak adanya keharusan seorang Presiden beragama
Islam—sebagaimana akhirnya diputuskan oleh sidang PPKI yang
historis itu—tetapi negara, yang dilambangkan oleh istana dan
Presiden, tak terlepas dari nilai kerohanian Islam. Tradisi ini me-
niadakan atau setidaknya mengurangi kemungkinan perpecahan
yang disruptif. Tradisi ini terus berjalan, meskipun kini diadakan
di Masjid Istiglal. Dalam kaitan ini pula bisa dilihat makna sim-
bolik dari takbir dan zikir yang dilakukan Presiden Soeharto di
malam takbiran (1417 dan 1418 H).

Peranan dan fungsi yang tidak tertulis dari seorang Menteri
Agama, sebagai jurubicara pemerintah terhadap umat dan sebagai
pembela kepentingan umat di pemerintahan, dengan sangat jelas
dipertegas oleh Wahid Hasyim. Sejak itu tak ada jalan kembali.
Setiap Menteri Agama selalu mengadakan artikulasi terhadap pe-
ran yang tak tertulis, tetapi merupakan harapan sosial yang berat,
ini. Tetapi memang tidak selamanya artikulasi ini berhasil. Ada
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kalanya perwujudan peran ini malah membawa perdebatan inter-
nal umat, yang hanya bisa diselesaikan dalam perjalanan waktu.
Hal ini terjadi di bulan Maret 1954 dalam masa jabatan K.H. Masjkur
dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Konferensi para ulama di
Cipanas, Jawa Barat, memberikan kepada Presiden Soekarno ge-
lar wali al-amri dharuri bi al-syaukah. Alasan figih yang diberikan
oleh Departemen Agama—kepala negara sebagai wali yang syah,
yang mendelegasikan haknya kepada pejabat nikah setempat—
tidak bisa diterima oleh berbagai kalangan.

Kearifan politik untuk memberi gelar ini ataupun keharusan
fighiah tentu akan bisa terus diperdebatakan. Tetapi terlepas dari
argumen figih atau politik, peristiwa ini tak terlepas dari keingin-
an untuk menjaga jembatan yang menghubungkan dengan sim-
bol negara. Dengan begini, maka barangkali boleh dikatakan bah-
wa meskipun ia bukan menteri yang pertama, Wahid Hasyim ad-
alah founding father Departemen Agama yang sesungguhnya. Tan-
pa disibukkan oleh masalah petjuangan bangsa mempertahankan
kemerdekaan, seperti yang dialami oleh menteri-menteri sebelum-
nya, Wahid Hasyim mempunyai “kemewahan “ relatif untuk me-
letakkan dasar yang lebih kokoh bagi berfungsi dan berperannya
Departemen ini.

Keluarnya NU (di bawah pimpinan para kiyai yang mempun-
yai kecenderungan figih yang tinggi ) dari Masyumi (yang berada
di bawah kepemimpinan para Islam “reformis”, yang berpendidik-
an Barat), yang secara langsung disebabkan oleh dipilihnya Fakih
Usman dari unsur Muhammadiyah oleh pimpinan Masyumi un-
tuk duduk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo, mem-
bawa akibat yang fundamental, bukan saja atas sistem kepartaian
Islam, tetapi juga pada konstelasi politik Indonesia umumnya.
Perpecahan ini memungkinkan dua partai yang pada dasarnya
ingin memperjuangkan idealisme yang relatif sama, menemukan
diri mereka berhadap-hadapan dalam menjalankan politik prak-
tis. Kegagalan Pemilihan Umum untuk menghasilkan perbanding-
an kekuatan politik yang menjanjikan kestabilan politik, ketidak-
berhasilan Konstituante untuk merumuskan UUD yang baru, dike-
luarkannya dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, serta
akhirnya dibubarkannya DPR hasil Pemilu dan dibentuknya DPR
Gotong Royong, yang ditunjuk, untuk melancarkan berdiri tegak-
nya Demokrasi Terpimpin, membawa akibat yang penting juga
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terhadap persepsi Menteri Agama membawa peran tak tertulis-
nya. Siapakah yang dimaksud sebagai “umat”, yang bagaimana-
pun juga tak terpisah dari simbol kenegaraan, dipersonifikasikan
oleh Presiden? Jika benar bahwa negara Indonesia, yang kini se-
cara ideologis berdasarkan pada konsep Manipol-USDEK, secara
politik didukung oleh tiga unsur, yang tergabung dalam konsep
NASAKOM, dan NU, secara resmi dianggap sebagai wakil unsur
A (Agama), bagaimanakah seorang Menteri Agama merumus-
kan kebijaksaaannya? KOM (Komunis) bagaimanapun juga tidak
bisa ditolerir dari sudut ajaran—sebagaimana kemudian dirumus-
kan dengan baik oleh M. Ilyas—tetapi dalam konstelasi Demokra-
si Terpimpin, partai yang mewakili aliran ini (PKI) harus diang-
gap sebagai sesama “kekuatan revolusioner”, sedangkan
Masyumi, harusberada di luar, karena telah dicap sebagai kekuatan
kontra-revolusioner. Apakah pengikut Masyumi bisa dianggap
”U_Inat”? .

Menjadi Menteri Agama dalam sistim Demokrasi Terpimpin,
yang NASAKOM:-is, berarti menghadapkan diri pada berbagai
corak dilema. Tetapi sementara itu ada beberapa hal yang bisa juga
dijalankan, demi umat, yang non-sektarian (kalau istilah sekarang
boleh dipakai). Wahib Wahab mengadakan transformasi PTAIN
menjadi JAIN. Usaha inipun dilanjutkan oleh Saifuddin Zuhri yang
menambah jumlah sampai sembilan buah, yang tersebar di bebera-
pa kota penting di tanah air. Tentu saja berbagai tuduhan bisa juga
dilemparkan terhadap kebijaksanaan Menteri Agama terhadap
situasi internal IAIN, tetapi kehadiran lembaga pendidikan ini
tak bisa dipungkiri telah mengukir lembaran baru dalam sejarah
umat Islam di Indonesia.

Saifuddin Zuhri bukan saja yang paling lama menduduki jabat-
an Menteri Agama di masa Demokrasi Terpimpin, tetapi adalah
pula yang paling banyak menghadapi masalah dilematis. Ia men-
jadi menteri di masa puncak Demokrasi Terpimpin sampai menje-
lang regim ini telah mulai goyah. Lebih merupakan seorang in-
telektual, yang selalu ingin menembus segala kerutinan, dari pada
seorang ulama, yang menginginkan kemantapan, Saifuddin ada-
lah Menteri yang pertama mengadakan konferensi nasional me-
ngenai peran dan kedudukan pesantren dan ia pulalah yang mendi-
rikan Lembaga Penerjemahan al-Qur ‘an. Keduanya bolehlah dika-
takan bersifat konsensual, dalam arti secara prinsipil keduanya
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bisa diterima umat, yang tanpa batas-batas politik. Tetapi bukan-
kah ini belum menyelesaikan masalah hubungan “A” dengan nega-
ra, yang dipersofikasikan oleh Presiden Seumur Hidup? Maka,
iapun menambah pada serentetan gelar yang telah terlekat di
pundak Presiden Soekarmo dengan memberikannya gelar Doktor
honoris causa dalam ilmu dakwah. Tetapi, di pihak lain, ia pula
yang tegar berhadapan dengan Presiden, untuk meletakkan jabat-
an, jika saja Presiden menerima usul PKI untuk membubarkan
HML. Organisasi mahasiswa ini tidak dibubarkan, bahkan, kemu-
dian tampil sebagai salah satu kekuatan penting yang menjatuh-
kan Demokrasi Terpimpin dan, bersama organisasi mahasiswa lain,
yang tergabung dalam KAMI, ikut aktif merintis berdirinya Orde
Baru.

Peristiwa di malam 30 September 1965 merontokkan pilar-pi-
lar politik yang mendukunig Demokrasi Terpimpin dan melepas-
kan unsur-unsur konflik yang selama ini secara artifisial diben-
dung dengan segala slogan dan ancaman kekerasan. Pada waktu-
nya, ketika takarannya telah berlebihan, unsur-unsur konflik yang
dibendung tanpa penyaluran yang wajar dalam sistim perwa-
kilan dan tanpa adanya keterbukaan sistem politik, akhirnya me-
ledak juga. Maka, tragedi nasional yang sangat traumatis pun ter-

jadi. Setelah melahii pergolakan politik di pusat dan di daerah,
akhirnya Orde Baru berdiri. Tetapi sejalan dengan itu unsur kon-
flik yang baru pun juga muncul. Indonesia mulai berkenalan de-
ngan konflik agama pada tingkat nasional, Inilah hal yang paling
peka yang harus dihadapi Saifuddin Zuhri, ketika ia dingkat
kembali-oleh Acting Presiden sebagai Menteri Agama. Ia harus
berhadapan dengan berbagai peristiwa lokal yang dibawa ke ta-
hap nasional. Masalah PK.I. dan peristiwa tragis yang terjadi aki-
bat usaha G-30-S belum selesai, kini konflik baru telah menganga
pula. Sejak saat ini masalah hubungan antar-agama merupakan
agenda utama para Menteri Agama.

“Konflik agama” semakin memuncak ketika K.H. Dachlan yang
diangkat sebagai menteri dalam kabinet Pembangunan I. Ia ada-
lah menteri pertama setelah kedudukan jenderal Soeharto sebagai
Presiden penuh dikukuhkan oleh MPRS. Sebagai meriteri yang
berasal dari sebuah partai politik, ia harus berhadapan dengan
kenyataan bahwa ia berada dalam kabinet yang seakan-akan telah
bersemboyan, “Ideology, no. Program, yes”. Ia mewakili sebuah
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ideologi dalam kabinet yang “anti-ideologi”. Bahkan ia adalah pula
wakil dari partai, NU, yang semakin menunjukkan diri sebagai
partai yang bisa mengimbangi Golkar, yang baru lahir dengan tan-
da gambar “Beringin” yang bernomer 5. Tidak kurang pentingnya,
dalam periodenya pula gerakan yang kemudian, secara salah, dise-
but “neo-Islam”, mulai membuat gaung dalam perpolitikan Is-
lam. Di satu pihak gerakan intelektual ini ingin menggairahkan
kembali pemikiran Islam, dengan berani mempertanyakan hat-
hal yang selama ini telah diterima begitu saja. Dan di pihak lain,
gerakan ini mulai mempertanyakan keabsyahan “partai yang ber-
ideologi Islam”.

Berbagai hal yang kontroversial terus membayangi. Tetapi se-
mentara itu Dachlan berhasil juga meletakkan dasar dari tradisi
yang konsensual, yang kehadirannya tak diperdebatkan, yaitu
mengadakan secara berkala Musabagah Tilawatil Qur'an (1968) dan
mendirikan Perguruan Tinggi IImu al-Qur‘an (1971). Di masa ja-
batannya pulalah proyek Tafsir Al-Quran, Departemen Agama

dimulai. Kalau sekiranya program yang konsensual ini sampai kini

masih bertahan dan mendatangkan hasil, maka hal ini membukti-
kan bahwa Dachlan, meskipun menteri yang terakhir yang me-
wakili partai politik, adalah pula seorang yang peka terhadap
panggilan zaman. Dalam hal ini Mukt Ali, yang diangkat setelah
Golkar tampil sebagai kekuatan politik terbesar dan kekuatan Orde
Baru telah semakin terkonsilidasi, mendapat kebebasan relatif
untuk merumuskan tantangan baru dan merencanakan program
baru.

Mukti Ali melihat tiga hal yang fundamental yang harus diha-
dapi. Pertama, kerukunan umat beragama. Maka, iapun tampil
dengan gagasan perlunya dikembangkan tradisi dialog antar-aga-
ma. Masa kepemimpinannya memang ditandai antara lain dengan
seri seminar dan dialog antar-agama. Kedua, menjadikan agama
sebagai landasan pembangunan nasional. Ia ingin membantah, baik
dengan argumen akademis, maupun secara empirik, bahwa aga-
ma adalah sesungguhnya pendorong utama dalam proses pem-
bangunan. Maka, iapun mengusahakan agar pesantren bukan saja
merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai
lembaga yang produktif. Iapun berhasil bersama-sama Menteri P
dan K dan Menteri Dalam Negeri membuat SK Tiga Menteri,
yang memungkinkan seorang tamatan madrasah Aliyah, menjadi



mahasiswa kedokteran, misalnya. Usaha peningkatan mutu IAIN
pun dijalankan. IAIN mulai pula berkenalan dengan penelitian
sosial keagamaan dan membuka diri pintu bagi para ahli ilmu so-
sial dan kemanusian lain. Ketign, masalah kepemimpinan umat
Islam. Japun, sebagaimana sering dikatakan, “membidani” kela-
hiran Majelis Ulama Indonesia (1975) .

Tetapi berada di saat pembaharuan dan pembangunan sedang
menggebu-gebu dan ketika kekuasaan politik yang extra-konsti-
tusional masih seakan-akan bebas bersileweran, berba gai hal yang
ditimpakan dari luar tak selalu bisa diatasi oleh Mukti Al lapun
menjadi Menteri Agama pertama yang didemonstrasi oleh anak-
anak madrasah, ketika ia memberikan keterangan pemerintah
mengenai Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Masalah ini-
pun akhirnya harus diselesaikan secara extra-parlementer. UU
Perkawinan yang lebih memuaskan golongan Islam, tetapi agak
mengecewakan non-Islam, akhirnya disyahkan juga. Di saat terja-
di kecurigaan pada golongan Islam, sebagai kekuatan yang ditu-
duhkan anti-Pancasila oleh pihak-pihak tertentu, bukan saja kre-
dibilitas Mukti Ali dipertanyakan oleh umat, yang justru ingin di-
binanya, tetapi kecenderungan “kembali ke umat dan meninggal-
kan negara” pun semakin kuat di kalangan pemimpin umat, Keti-
ka inilah Alamsyah, setelah Sidang Umum MPR 1978, diangkat

‘sebagai Menteri Agama. Bisakah menyelesaikan dua hal yang sa-

ngat sensitif, yaitu kerukunan umat beragama dan pemulihan
kepercayaan umat kepada negara?

Penunjukan Alamsyah menyalahi semua ketentuan tak tertu-
lis tentang siapa semestinya yang bisa diangkat sebagai Menteri
Agama—ia bukan tamatan pesantren, tetapi dari sekolah militer,
tidak berasal dari organisasi masyarakat, tetapi dari birokrasi ke-
militeran, Namun ia adalah menteri yang paling dekat dengan
pusat kekuasaan. Mantan Sekretaris Negara, dutabesar di Belan-
da, dan wakil Ketua DPA, Alamsyah adalah pula sesungguhnya
yang paling siap untuk menduduki jabatan sebagai menteri. De-
ngan cepat ia dapat merumuskan strategi politik untuk mengatasi
kedua hal tersebut. Dari pembacaannya tentang proses perumus-
an UUD 1945, ia mengambil kesimpulan bahwa “Pancasila ad4lah
pemberian dan pengorbanan umat Islam bagi bangsa”. Peranan
Wahid Hasyim pun ditonjolkannya di kalangan NU. Ia pun sangat
menonjolkan peranan K H. Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzak-
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kir di kalangan Muhammadyah. Dengan strategi ini Alamsyah
bukan saja ingin meniadakan kecurigaan umat Istam terhadap
Pancasila dan pemerintah Orde Bary, tetapi juga mengajak mere-
ka untuk kembali “ke negara”, sebagai pendukung pemerintah.
Keharusan izin dakwah pun berhasil dihapuskannya. Menteri
Agama pun menampilkan diri sebagai “pembela” umat dalam
berhadapan dengan kecurigaan umat terhadap “Kristenisasi”,
dengan mengharuskan bantuan asing, melalui Departemen Aga-
ma, dan “kepercayaan”, dengan menempatkannya sebagai bagi-
an dari kebudayaan.

Strategi ideologis yang dijalankan Alamsyah untuk mendekat-
kan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru bisa jadi merupa-
kan hal-hal yang kontroversial, meskipun kini, dengan keuntung-
an tinjauan ke belakang, bisa dikatakan adalah awal dari terwu-
judnya paradigma politik Islam yang baru. Tetapi, “trilogi kerukun-
an” yang dicanangkannya-—antarumat beragama, intra umat se-
agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah—adalah
konsep politik yang jitu, meskipun memerlukan strategi sosial yang
tak terlalu mudah. Masalahnya ialah kerukunan dan konflik lebih
sering ditentukan oleh faktor-faktor lain, bukan pada perbedaan
agama atau pandagnagn terhadap ajaran doktrin yang sama di-
anut. Meskipun demikian sejak itu “trilogi kerukunan” ini tetap
merupakan pedoman dari Departemen Agama.

Ketika Munawir diangkat sebagai Menteri Agama, Presiden
dengan dukungan MPR telah melancarkan ofensif ideologisnya
yang mengharuskan semua organisasi sosial untuk berazaskan
Pancasila. Hal ini barangkali tidak terlalu berat bagi partai-partai
yang memang telah melalui proses penggabungan, tetapi meru-
pakan masalah bagi organisasi keagamaan, yang bukan saja beru-
mur lebih tua dari negara, tetapi juga sejak semua bertolak dari
landasan dokirin agama. Munawir, sang diplomat karir, kini harus
“berdiplomasi” menghadapi organisasi keagamaan. Khusus me-
ngenai masyarakat Islam Munawir bukan saja meneruskan usa-
ha Alamsyah, untuk mengubah orientasi politik umat, tetapi juga
menggugah umat Islam untuk merenungkan kembali tuntutan
doktrin Islam. Dengan konsep yang kontroversial, “reaktualisasi
pemikiran Islam” ia mempersoatkan pemahaman lama tentang
ajaran dan mengajak umat menemukan afinitas faham kegamaan
dengan realitas dan tuntutan zaman. la mungkin adalah Menteri



Agama pertama yang secara aktif melibatkan diri dalam diskur-
sus keagamaan. Ia bukan saja tampil sebagai seorang birokrat yang
ingin menjalankan kebijaksanaan pemerintah, tetapi juga sebagai
seorang pemikir.

Kontroversi yang dimulai Munawir bisa dinggap sebagai “gu-
gatan ke dalam”, yang merambah jalan bagi pelaksanaan kebijak-
sanaan yang lebih fundamental. Akhirnya usaha yang sekian pu-
luh tahun—sejak pemikiran “de ondekking van het adatrecht” dari
van Vollenhoven diterima oleh pemerintah kolonial—diperjuang-
kan organisasi Islam tercapai juga. Undang-undang Pengadilan
Agama akhirnya disyahkan. Di samping itu kodifikasi Hukum
Islam pun bisa juga diselesaikan. Selanjutnya, jika Mukti Ali mulai
membuka tabir-tabir yang memisahkan IAIN dari lembaga keil-
muan lain, maka Munawir memacu gerak tersebut dengan meng-
adakan kontak-kontak dengan berbagai universitas luar negeri
yang terkemuka, terutama dengan Leiden, di negeri Belanda, dan
McGill di Kanada. Rintisan Munawir inilah yang gencar diterus-
kan oleh Tarmizi, penggantinya.

Tarmizi diangkat menjadi menteri dalam suasana optimisme.
Tahun 1992 menunjukkan bertambah mantapnya perkembangan
pembangunan ekonomi dan semakin sehatnya situasi politik. Ke-
terbukaan politik yang diperkenalkan setahap demi setahap sea-
kan-akan menjanjikan proses demokratisasi telah semakin berjalan
dengan lancar. Terlebih lagi hubungan pemerintah dengan umat
Islam telah semakin akrab. Berdirinya ICMI dan suksesnya penye-
lenggaraan Festival Istiglal adalah pertanda dari keharmonisan baru
ini. Berbagai pertanda mengisyaratkan mulai terbentuknya sebuah
paradigma politik Islam yang baru. Bayt-ul Qur'an dan Museum
Istiglal, yang megah, yang didirikan atas inisiatif Tarmizi, seakan-
akan menjadi saksi dari suasana optimisme dan munculnya para-
digma Islam yang baru ini.

Tak kurang pentingnya, ketika ia mulai menjadi menteri,
kerukunan hidup keagamaan berjalan dengan baik. Dalam situasi
seperti ini apakah yang harus lebih dulu ditangani Menteri Aga-
ma, yang mantan Sekretaris Jenderal Departemen yang kini di-
pimpinnya, selain dari memperbaiki program yang sejak semula
ia telah ikut merencanakannya? Kinerja administrasi “perjalanan
haji”, sistim dan organisasi kerja departemen, peningkatan kemam-
puan managerial, adalah hal-hal yang segera ditanganinya. IAIN



dan pendidikan Islam, seperti pendahulunya, merupakan priori-
tas yang tak kalah pentingnya. Di bawah kepemimpinannya IAIN
tidak lagi diperlakukan hanya sebagai “penerima”, tetapi mulai
digiatkan untuk juga “pemberi” dalam dunia ilmu pengetahuan.
Lembaga penelitian didirikan dan majalah ilmiah yang berskala
internasional diterbitkan. Cabang-cabang JAIN dijadikan unit-unit
yang independen, sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam, yang
dimungkinkan untuk mengembang diri tanpa tergantung pada
IAIN yang pernah secara administsratif dijadikan sebagai induk.

Keberhasilan akan kerukunan hidup keagamaan adalah kebang-
gaan Tarmizi. Hal inilah yang ingin diperkenalkannya ke dunia
internasional. Maka, bukan saja sebuah lembaga akademis yang
khusus mempelajari masalah kerukunan, seminar dan konferensi
internasional masalah kerukunan hidup keagamaan pun diada-
kan. Tarmizi ingin mejadikan Indonesia sebagai “model” dari “trilo-
gi kerukunan” yang telah menjadi credo Departmen Agama. Teta-
piberbagai peristiwa yang terjadi di tahun 1996 dan, terutama 1997,
meyakinkan Tarmizi juga bahwa kerukunan hubungan antar-aga-
ma hanya bisa dijaga dengan baik, kalau pola-pola konflik dipa-
hami juga dan sistem pemantauan yang tepat ditemukan. Ternya-
ta faktor-faktor luar, khususnya sosial-ekonomi dan politik, dengan
mudah bisa menggoyakan sendi-sendi kerukunan yang telah ter-
bina baik. Kesadaran ini dibuktikan dengan re-orientdsi dalam
strategi program penelitian.

Bagaimanakah Tarmizi atau siapa saja akan merumuskan tan-
tangan yang dihadapi Departemen Agama ketika kini, sejak bu-
lan Juli, 1997, Indonesia mengalami “badai yang enggan berlalu”?
Apakah yang harus dan bisa dilakukan oleh Menteri Agama, yang
urusan resminya hanyalah memberikan pelayanan bagi kelancar-
an kehidupoan keagamaan, dalam menghadapi krisis moneter
yang telah merembes jauh ke sendi-sendi yang paling mendasar
dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik kita ?.

Kesimpulan

Barangkali kumpulan biografi para Menteri Agama tak lebih
dari tumpukan dari riwayat beberapa orang yang telah ditakdir-
kan untuk mendapatkan nasib baik karena menduduki keduduk-
an yang terhormat dalam pemerintahan negara kita. Baragkali pula
riwayat hidup ini hanyalah sekadar menyenangkan hati anak cucu




dan keluarga mereka. Tetapi, barangkali pula biografi yang serba
ringkas ini tidaklah sekadar berkisah tentang “apa yang dikerja-
kan Alcibiades dan apa yang dideritanya”, sebagaimana Aristote-
les pernah merumuskan sejarah, tetapi pergulatan putra-putra
bangsa untuk memperjuangkan secercah impian bangsa. Barangka-
li pula kumpulan biografi memperlihatkan pahit getir putra-putra
dari sebuah masyarakat-bangsa yang pluralistik untuk memba-
ngun sebuah tatanan sosial yang rukun dan maju. Kalau sete-
ngah saja kemungkinan terakhir ini bisa diberikan oleh kumpulan
biografi ini, maka kita telah mendapatkan pelajaran yang berhar-
a.

5 Tetapi kumpulan ini lebih dari sekadar berkisah tentang orang
perorang. Kumpulan biografi ini adalah riwayat hidup dari para
pemangku peran sosial-politik yang strategis. Dengan begini, maka
kita tidak sekadar berhadapan “apa yang dikerjakan Alcibiades”
dan juga bukan pula hanya mengenai pergumulannya dengan
nasib serta perjuangannya untuk mencapai cita-cita, tetapi juga,
dan tak kurang pentingnya, struktur kontektual yang dihadapi
oleh pemiangku peran itu. Maka, liwat biografi, yang hanya meru-
pakan “sebagian” dari “keseluhan” sejarah, kita dimungkinkan
juga untuk memahami dinamika perjalanan bangsa, sejak masa
awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan, sebagai sejarah, dari
biografi pun kita tidak hanya akan mendapatkan sekadar “hibur-
an”—penanti beduk berbunyi di kala petang beranjak senja—teta-
pijuga pengetahuan tentang perjalanan bangsa serta kearifan dari
“pengelana” dalam dimensj waktu,
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Posisi Departemen Agama

Muljanto Sumardi

Agama dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Sejarah yang menjelaskan pemelukan agama-agama oleh pen-
duduk di berbagai bagian Nusantara sebelum kedatangan orang-
orang Eropa tidak banyak. Namun bukti yang sedikit itu mem-
berikan informasi awal bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara cen-
derung memperlihatkan corak pemerintahan agama, sebagaima-
na umumnya pola pemerintahan masa itu di mana pun. Dalam
corak pemerintahan seperti itu, pemelukan suatu agama oleh raja-
raja yang berkuasa biasanya diikuti pemelukan agama tersebut
oleh rakyat mereka, sehingga pada tingkat tertentu diperlukan
seperangkat organisasi pemerintahan yang mengelola masalah-
masalah keagamaan.

Di kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kasta Brahmana (aga-
mawan) diketahui menempati posisi penting dalam kerajaan terse-
but karena raja-raja Kutai menerima pengaruh besar dari para Brah-
mana dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, di
kerajaan Sriwijaya, para rajanya bertindak sebagai pelindung aga-
ma Budha dan memberikan perhatian khusus bagi penyebaran
agama melalui lembaga pendidikan yang mereka dukung. Sekolah
tinggi agama Budha di Palembang sangat terkenal ke manca nega-
ra.’

'Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notesusanto, Sejarah Nasional
Indonesia, Jilid 11, edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 30-76.



Kerajaan Hindu Majapahit di Jawa juga menempatkan para
pemuka agama pada posisi yang tinggi. Raja-raja Majapahit me-
nempatkan diri sejajar dengan para dewata. Prabu Hayam Wu-
ruk, misalnya, adalah penjelmaan dewa di dunia yang memegang
otoritas tertinggi di seluruh kerajaan, termasuk bidang agama.
Untuk mengurus persoalan agama, raja-raja Majapahit dibantu
pejabat agama yang dihimpun ke dalam Dharmadhyaksa, yang
terbagi atas Dharmadhyaksa Ring Kasaiwan untuk utusan agama
Syiwa dan Dharmadhyaksa Ring Kasogatan untuk urusan agama
Budha. Kedua Dharmadhyaksa tersebut dibantu sekelompok pe-
muka agama yang secara hierarkhis diorganisasikan ke dalam
Dharma Upapati. Para pemuka agama yang tergabung dalam
Dharma Upapati tersebut biasa dipanggil Sang Pamuget.?

Baik selama berada dalam pengaruh agama Hindu maupun
sesudah penetrasi agama Budha yang semakin kuat, pemerintah-
an kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tradisi pe-
ngelolaan masalah keagamaan tersendiri—suatu tradisi yang masih
terus berlangsung ketika Islam mulai menanamkan pengaruhnya
di wilayah ini. Sejak kelahirannya, Islam mendorong kaum mus-
limin untuk memenuhi kebutuhan akan pengaturan tersendiri
masalah-masalah keagamaannya. Hukum-hukum yang terkan-
dung dalam ajaran Islam menyangkut tindak perdata dan pidana
yang menghendaki suatu organisasi pemerintahan yang melak-
sanakannya. Tuntutan inilah yang antara lain melahirkan jabatan
Qadli (hakim), Qadh al-Qudlat (Hakim Agung), dan Mufti (pem-
beri fatwa) di berbagai kerajaan Islam.?

Meskipun administrasi bidang agama pada kerajaan-kerajaan
Islam di Nusantara tidak banyak diketahui secara rinci, para raja
yang memeluk Islam umumnya menggunakan gelar Sultan dan
memiliki kekuasaan yang juga mencakup wilayah agama. Tidak
jarang para raja sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang telah
mendalami ajaran Islam sehingga dalam diri mereka tergabung

‘Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarak ..., hal.
30-76. )

*Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam al-Siyasiyyah wa al-Diniyyah wa al-
Taqafiyah wa al-litima'iyyah, Jilid 10, edisi ke-9 (Kairo: Maktabah al-Nahdliyyah,
(1964), hal263-300.
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dua fungsi, yaitu sebagai penguasa sekaligus ahli agama. Hal ini
antara lain tampak pada diri Sunan Giri sehingga penguasa Pa-
jang meminta gelar Sultan kepadanya. Demikian pula penguasa
Cirebon, Panembahan Ratu, yang disebut sebagai seorang guru
susuhunan yang dipercayai memiliki kekeramatan. Walaupun
pada saat itu Cirebon telah dinyatakan sebagai negara taklukan
Mataram, penguasa Mataram memperlakukannya dengan istime-
wa.t

Di kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Hamzah Fansuri,
Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Ramiri permnah men-
duduki jabatan Syekh al-Islam, jabatan tinggi kerajaan di bawah
Sultan. Posisi sebagaimana diduduki Ar-Ramiri sebagai pemban-
tu dan penasehat utama Sultan juga pernah diemban Syekh Yusuf
al-Maqassari di kesultanan Banten semasa Sultan Agung Tirtayasa.’

Pengaruh para pemuka agama di kerajaan seperti Demak dan
Mataram sudah umum diketahui. Sunan Kudus, salah seorang
dari sembilan wali penyebar agama Islam di Jawa, diketahui sa-
ngat dekat dengan Sultan Demak dan mempunyai andil dalam
penyerangan terhadap kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri, wali
penyebar Islam yang lain, memiliki kekuasaan luas di Gresik dan
pengaruhnya sampai ke Ambon, Lombok dan Makassar dan ha-
nya ditundukkan oleh penguasa Mataram di kemudian hari de-
ngan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Sebagaimana telah dialami kedua ajaran pendahulunya—Hin-
du dan Budha—agama Islam juga dijadikan sumber legitimasi bagi
raja-raja beragama Islam yang baru memperoleh kekuasaan atau
yang ingin memperluas pengaruh. Ketika Ki Ageng Pamanahan
melantik puteranya sebagai penguasa Mataram, ia memberikan
gelar Senopati Ingalaga Sayidin Panatagama. Gelar Sayidin Panata-
gama memberikan legitimasi kepadanya sebagai pemimpin kero-
hanian. Demikian pula Sultan-Sultan Mataram selanjutnya selalu
menambah gelar dengan Susuhunan. Sultan Agung-raja Mataram
terbesar selain bergelar Prabu Anyakrakusuma, juga bergelar Susu-

‘Hoesien Djajadiningrat, Tinjauan Kristis tentang Sejarang Banten, edisi Indo-
nesia (Jakartay Djambatan, 1983), hal. 110, 200.

*Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad
XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), hal. 166-177 ; 223-226.
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hunan Ingalaga Mataram. Gelar susuhunan bermakna kerohanian
karena pada umumnya digunakan para wali penyebar Islam yang
biasanya dipendekkan menjadi Sunan, seperti Sunan Kudus, Su-
nan Giri, dan seterusnya.b

Tradisi pengelolaan masalah keagamaan di tingkat pemerin-
tahan tersebut terus bertahan sejalan dengan timbul tenggelam-
nya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa, yakni kerajaan
Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya di Surakarta dan Yog-
yakarta. Fungsi Sultan Mataram sebagai Sayidin Panatagama di-
lakukan melalui sebuah lembaga yang dipimpin seorang Penghu-
lu Agung atau biasa disebut Kanjeng Penghulu. Selain di tingat
pusat, ada pula lembaga agama tingkat kabupaten, Kawedanan,
serta di tingkat desa.”

Agama pada Masa Penjajahan

Penyatuan kekuasaan politik dan agama pada kerajaan di Jawa,
khususnya Mataram, bukan hanya terjadi di tingkat pusat me-
lainkan juga di tingkat lebih bawah. Kedatangan orang Eropa tidak
dengan sendirinya mengubah-pola hubungan kekuasaan politik
dan agama, karena pada awalnya kedatangan mereka lebih me-
nitik beratkan pada perdagangan. Salah satu institusi warisan masa
lalu yang justru tumbuh di masa penjajahan adalah yang apa dike-
nal dengan kepenghuluan. Penghulu adalah seorang ahli agama
Islam yang diangkat oleh pemerintah untuk secara terbatas melak-
sanakan ketentuan agama di tengah masyarakat. Jabatan Penghu-
Iu memang mengalami proses penertiban administratif selama
kurun waktu penjajahan. Sebelumnya tidak ada pembakuan.
Meskipun Islam tidak mengenal hierakhi keulamaan, jabatan peng-
huly, khususnya di Jawa, mengenal tingkatan yang mengikuti
penganturan kewilayahan pemerintah Hindia Belanda. Penghulu
Kepala, misalnya, ada di tingkat Kabupaten, di bawahnya ada Peng-
hulu Distrik dan di tingkat lebih bawah lagi ada Penghulu Onderdis-

*H.J. de Graaf Pincak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung ( Jakar-
ta: Pustaka Grafiti Pers, 1986), hal. 131-133, 221.

"Departemnen Agama Rl, Amal Bakti Departemen Agama Rl, Eksistensi dan De-
rap Langkahnya (Jakarta: 1987), hal. 5-6.
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trik.® Selain memiliki wewenang mengawasi pernikahan, percera-
ian dan pembagian warisan menurut hukum Islam, penghulujuga
mempunyai kewenangan di bidang peradilan. Seorang penghulu
menangani berbagai persoalan masyarakat yang diputuskan ber-
dasarkan hukum Islam dan untuk itu ia juga menjabat ketua peng-
adilan agama.

Pada dasarnya politik Hindia Belanda adalah sekuler dengan
alasan untuk menjamin kebebasan warganya untuk memeluk aga-
manya masing-masing, Namun karena sebagian besar rakyat ber-
agama Islam sedangkan ajaran Islam mengandung unsur-unsur
yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerin-
tah Hindia Belanda terpaksa mengatur dan mengawasi bidang
agama derni menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan
rakyat, meskipun dalam kenyataannya kebijaksanaan Kolonial
Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara
kolonial. Demikianlah secara sesingkat politik keagamaan yang
dirumuskan Snouck Horgronje.

Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola
masalah agama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai
berikut: (1) Pemerintah menjamin kemerdekaan setiap orang un-
tuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing dan
ibadah diselenggarakan di rumah-rumah sepanjang tidak meng-
ganggu ketertiban umum. Ibadah yang diselenggarakan di luar
rumah harus mendapat izin. (2) Bagi golongan Nasrani dijamin
hak hidup dan kedaulatan organisasi dan gereja, walaupun ada
keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas missi/zen-
ding dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. (3) Bagi
penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua
urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya ke-
pada raja, bupati, dan kepala bumiputra lainnya. (4) Pelajaran aga-
ma tidak diberikan pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-
sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi dalam pen-
jabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah
dengan “Guru Ordonantie” yang mengharuskan guru-guru aga-
ma meminta izin atau memberitahu dalam memberikan pelajaran

*Departemen Agama RI, Amal..., hal. 16.
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agama.’

* Kalau urusan agama di tingkat pusat saat ini ditangani satu
departemen, di masa penjajahan Belanda urusan tersebut ditangani
beberapa instansi. Misalnya, urusan peribadatan umum, teruta-
ma bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen Peng-
ajaran dan Ibadah. Urusan pengangkatan pejabat agama pribumi,
urusan perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain menjadi urus-
an Departemen Dalam Negeri melalui para Residen dan Kepala
Pemerintahan Swapraja lain. Soal politik dan gerakan agama di-
tangani Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammed-
ansche Zaken, sedangkan soal Mahkamah Islam Tinggi menjadi
wewenang Departemen Kehakiman. :

Adapun pengurusan bidang agama di daerah, para raja, bu-
pati dan kepala pribumi lainnya melakukan tugasnya menurut
tata-cara dan kebiasaan yang berlaku, yaitu tata aturan masyarakat
serta tata pemerintahan pribumi sejak pra-Kolonial di mana bidang
agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerin-
tahan. Sampai akhir masa penjajahan Belanda susunan dan tata
pemerintahan di daerah di bawah tingkat keresidenan pada dasar-
nya masih merupakan bentuk-bentuk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berhu-
bungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak
mengalami perubahan selain penghapusan Kantoor der Adviseur
voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken. Sebagai gantinya
Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan Shumubu (Kantor
Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Guber-
nur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shurmuka (Kantor
Agama Daerah) sebagai bagain dari Pemerintah Karesidenan (Shu).

Pemerintah pendudukan Jepang mula-mula bermaksud men-
jadikan Shumubu sebagai pengganti Adviseur voor Inlandsche en
Mokammedansche Zaken, dengan tugas (1) memberikan nasehat-
nasehat dalam soal Islam, dan-(2) menjalankan penyelidikan dan
pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-perge-
rakan Islam. Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak dapat

*Departemen Agama R1, Amal Bakti Departemen Agama RI. Eksistensi dan De-
rap Langkahnya, edisi ke-II (Jakarta: 1996), hal, 7-8.

xlvi



sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut karena iklim politik dan
perkembangan Perang Dunia II tidak menguntungkan Jepang.
Sehingga, bala tentara Jepang membutuhkan bantuan dari bangsa
Indonesia dalam berperang menghadapi Sekutu.

Di masa pendudukan Jepang yang relatif singkat ini sejumlah
tokoh agama pribumi mendapat kesempatan menduduki jabatan
di Shumubu dan Shumuka, seperti Dr. Husein Djajadiningrat dan
K.H. Hasyim Asy’'ari. Keduanya pernah menjadi kepala Shumu-
bu. Dr. Abdul Karim Amrullah, K.H. Abdul Kahar Muzakkir dan
K.H. Mas Mansur sebagai penasehat. Ulama terkemuka yang per-
nah duduk di Shumuka, antara lain, adalah K.H. Abu Dardiri se-
bagai kepala Shumuka Karesidenan Banyumas."

Agama pada Masa Kemerdekaan

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani
berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan
masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga, yaitu
DepartemenAgama. Keberadaan DepartemenAgama dalam struk-
tur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Se-
bagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia Depar-
temen Agama (awalnya bernama Kementerian Agama) didirikan
pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan
Pemerintah tahun 1946 Nomor 1/5D tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan
Jepang, masalah-masalah Agama, terutama Islam, menjadi bagi-
an dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami
jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lem-
baga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama
dalam bentuk Kementerian Agama. Persoalan ini pertama kali
muncul dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
pada Agustus 1945, Pada waktu itu komite yang diketuai Achmad
Subardjo mengusulkan berdirinya kementerian tersebut. Latuhar-
hary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada
rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendi-

“Departesnen Agama R, 50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan
Pengabdian (Jakarta, tt.), hal, 10-11.
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dikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, men-
dukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendi-
dikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat,
setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pe-
merintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus ke-
menterian khusus. Ta sependapat dengan pikiran Latuharhary: Ki
Hadjar Dewantoro, tokch pendidikan Taman Siswa, lebih suka
urusan-urusan agama mejadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pendirian
Kementerian Agama akhimya ditolak. Hanya enam dari 27 Ang-
gota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang setuju didi-
rikannya Kementerian Agama.!

Meski Kementeria Agama belum ada dalam Kabinet Republik
Indonesia pertama (2 September 1945 - 14 Nopember 1945), K. H.A.
Wahid Hasyim yang diangkat sebagai Menteri Negara bertugas
menangani urusan politik, terutama yang berhubungan dengan
Islam dan umat Islam. Dalam kabinet Syahrir yang pertama, HM.
Rasjidi diangkat sebagai Menteri Negara dengan tugas yang sama.
FLM. Rasjidi inilah yang kemudian diangkat sebagai Menteri per-
tama saat Kementerian Agama lahir pada 3 Januari 1946.

Para pemimpin Islam seperti K.H. A. Wahid Hasyim, K.H. Mas
Mansur, KH. Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Ki Bagus
‘Hadikusumo dan Abikusno Cokrosujoso mempunyai andil besar
atas kehadiran Departemen Agama. Demikian pula halnya para
utusan delegasi KNI'(Komite Nasional Indonesia) Banyumas yang
dipimpin K.H. Dardiri dengan Anggota M. Sukoso Wiryosaputro
dan M. Saleh Su‘aidy yang menyampaikan usul didirikannya Ke-
menterian Agama dalam sidang pleno KNIP (Komite Nasional
Indonesia Pusat) pada 26 Nopember 1945 di Jakarta.

Sistem politik yang berlaku waktu itu menyebabkan kabinet
sering berganti. Pergantian Kabinet berarti pula pergantian men-
teri. Dalam periode 1946-1950, misalnya, Kementerian Agama di-
pimpin 11 orang menteri yang bergantian seirama dengan per-
gantian Kabinet, yang terbentuk dan jatuh berulang kali dalam
tempo yang sangat singkat. Dalam Kabinet Syahrir II, misalnya,

"Departemen Agama RI, 50.., hal. 16.

xlviii



HLM. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama hanya menjabat se-
lama kurang lebih enam bulan (12 Maret s/d 2 Oktober 1946).12

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kita kepada
paramenteri yang telah memimpin Departemen Agama pada masa
pra-Orde Baru, pergantian Kabinet dan Menteri yang sering terja-
di mustahil akan dapat menghasilkan program dan kinerja yang
baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa K.H. Wahid Hasyim dan H-M.
Rasjidi sebagai Menteri Negara yang bertanggung jawab atas urus-
an agama pada awal kemerdekaan telah meletakkan dasar organi-
sasi Departemen Agama dan seperangkat aturan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi pokok Departeman Agama yang kemu-
dian dikembangkan dan disempurnakan oleh menteri-menteri
agama berikutnya.

Kesulitan untuk menilai kinerja dan keberhasilan program se-
orang menteri sulit dilakukan, bukan hanya terlalu seringnya per-
gantian kabinet dan menteri di zaman Orde Lama tetapijuga karena
pada waktu itu orieantasi masing-masing kementerian lebih pada
politik dari pada program. Kalau Kementerian Penerangan dan
Kementerian Dalam Negeri didominasi PNI (Partai Nasional In-
donesia), tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa Kementeri-
an Agama pada waktu itu didominasi NU. Ini bisa dilihat dari
nama-nama seperti K.H.R. Fathyrrahman, K.H. Masjkur, K.H.
Wahid Hasjim, KH. Mohammad Ilyas, K.H. Wahib Wahab, dan
K H. Saifuddin Zuhri. Hanya K.H. Fakih Usman dan H.M. Rasjidi
yang berasal dari Muhammadiyah—meskipun HM. Rasjidi keti-
ka diangkat sebagai menteri tidak atas nama organisasi tetapi pri-
badi.

Dari sekian banyak Meteri Agama yang berasal dari NU
barangkali idak salah kalau dikatakan K.H. Saifuddin Zuhri yang
paling kental orentasi politiknya. Pada masa jabatan Menteri Aga-
ma inilah terjadi “NU-nisasi” di pusat maupun di daerah-daerah.
Namun kita patut berterima kasih kepadanya karena dengan da-
lih untuk membendung pengaruh komunisme ia mendirikan IAIN
sampai ke pelosok tanah air; tidak hanya di tingkat propinsi tetapi
juga di tingkat kabupaten, terlepas dari soal mutunya.

"*Departemen Penerangan , Susunan Kabinet RI 1945-1970 (Jakarta: Pradmya
Paramita, (1970), hal. 4.
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Dari modal dasar dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu PTAIN
(Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta dan ADIA
(Akademni Dinas Ilmu Agama) di Ciputat, Jakarta, yang kemudian
digabungkan menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri),
dikembangkanlah menjadi 13 (sekarang 14) IAIN di Ibu Kota
propinsi dan hampir 100 IAIN cabang di kota-kota Kabupaten di
seluruh Indonesia.

Pada waktu Mukti Ali tampil sebagai Menteri Agama meng-
gantikan K.H. M. Dachlan, salah satu yang dilakukan adalah mem-
benahi JAIN, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif.
Menurut MuktiAli ada tiga kelemahan pokok IAIN, yaitu kelemah-
an di bidang sistem, metode, dan bahasa asing. Untuk mengatasi
masalah ini diadakan rasionalisasi IAIN, terutama IAIN-IAIN ca-
bang. Mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat akademik se-
caraberangsur-angsur ditutup. Sebaliknya, sebuah IAIN baru, yaitu
IAIN Sumatera Utara didirikan di Medan. Kurikulum tidak ha-
nya dirampingkan tetapi juga berorientasi pada masa depan dan
kebutuhan masyarakat.

Untuk melanjutkan studi, dosen-dosen IAIN tidak hanya
dikirim ke perguruan tinggi di Timur Tengah tetapi juga ke Amerika
Serikat, Kanada dan Belanda. Karena jumlah guru besar di IAIN
masih sangat terbatas—yakni Sunarjo, Hasbi Ashiddiqi, MuktiAlj,
dan Mochtar Yahya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Su-
nardjo, Mahmud Yunus, dan Bustami Abdul Gani di IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta—Direktorat Perguruan Tinggi Agama yang
mengelola IAIN seluruh Indonesia membentuk Steering Cormumit-
tee Program Doktor IAIN yang anggotanya tidak hanya terdiri
dari para guru besar tersebut di atas melainkan juga para cendi-
kiawan dari luar jajaran Departemen Agama, seperti Taufik Ab-
dullah, Harsja Bachtiar, H.M. Rasjidi, dan Bustanul Arfin. Steering
Committee ini merupakan embrio lembaga-lembaga yang kemu-
dian dikenal dengan Program Pasca-Sarjana di IAIN Syarif Hida-
yatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berbagai terobosan ain dilakukan Mukt Ali, seperti peningkat-
an pelajaran ketrampilan di madrasah dan pondok pesantren, peng-
gunaan mahasiswa IAIN sebagai pramugara dan pramugari haji.
Hikmah hari-hari besar Islam tidak lagi hanya diisi tokoh-tokoh
dari organisasi-organisasi Islam tetapi juga dari departemen dan
organisasi lain. Pada masa jabatan Mukti Ali lahirlah Undang-



Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Majlis Ulama Indone-
sia (MUT),

Biarpun berbagai prestasi telah dicapai MuktiAlj, ia memimpin
Departernen Agama hanya satu periode karena dindlai terlalu “kom-
promistis” dengan umat Islam. Kebenaran masalah ini masih di-
ragukan, tetapi yang jelas pada Pemilu 1971, suara Golkar di De-
partemen Agama kalah dari suara parpol. Dari pengalaman ini
lalu ditampilkan Alamsyah Ratu Perwiranegara, seorang perwira
tinggi ABRI yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Departe-
men Agama dipercaya memimpin departemen ini.

Misi Alamsyah terutama menghilangkan citra negatif hubung-
an antara [slam sebagai agama dan Pancasila sebagai dasar nega-
13, serta membuka peluang bagi perkembangan aliran kepercayaan
yang selama menjelang Pemilu 1977 banyak ditentang umat Is-
lam. Karena banyak kecaman akhirnya aliran kepercayaan yang
selama periode Mukti Ali menjadi salah satu tugas Badan Litbang
Agama (lembaga baru setara Direktorat Jenderal) tidak lagi bera-
da dalam binaan Departemen Agama tetapi berada di bawah De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keluamya aliran keper-
cayaan dari Departemen Agama melegakan umat Islam karena
hal ini menegaskan bahwa aliran kepercayaan bukan agama me-
lainkan kebudayaan. Namun sebagian pihak justru berpendapat
bahwa keluarnya aliran kepercayaan dari Depertemen Agama
menimbulkan kesulitan pembinaannya untuk kembali ke agama
masing-masing.

Alamsyah ditugaskan meyakinkan umat Islam bahwa Pancasila
tidak bertentangan dengan Islam. Tugas yang diberikan kepada
Alamsyah tentu saja tidak terlepas dari kebijakaan pemerintah
untuk meratakan jalan, terutama di kalangan organisasi-organisa-
si Islam, untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas
bagi semua organisasi politik maupun sosial di Indonesia. Alam-
sjah, dengan demikian, membendung arus radikalisme agama
yang cenderung meningkat dalam tubuh umat Islam.

Dalam pengarahaannya pada Musyawarah Nasional If Majelis
Ulama Indonesia, Mei 1980, Alamsyah mengemukakan delapan
masalah yang dihadapi umat Islam, yaitu (1) partisipasi umat ber-
agama dalam pembangunan, (2) sikap dan pandangan umat Islam
terhadap Pancasila dan P4, (3) kerukunan hidup antar umat ber-
agama, (4) aliran kebatinan dan aliran kepercayaan, (5) pendidikan
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agama, (6) representasi umat Islam dalam lembaga-lembaga ek-
sekutif dan legislatif, (7) isu sekularisasi dan Kristenisasi, dan (8)
isu kebangkitan Islam di Indonesia.*

Dengan berbagai kebijakan yang dinilai memperkuat kembeali
posisi Islam, Alamsyah “dipromosikan” menjadi Menteri Kordi-
nator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet berikut-
nya dan posisi Menteri Agama digantikan Munawir Sjadzali, yang
sebelumnya menjabat Dirjen Politik Departemen Luar Negeri.
Munawir tidak memiliki basis dukungan Islam karena memang
belum pernah menginjakkan kaki membina komunitas Islam ter-
tentu. Latar belakang pendidikan dan pengalaman Barat yang di-
milikinya selain menjadi diplomat tentu saja mempengaruhi kebi-
jakannya selama memimpin Departemen Agama. Kepada para
intelektual Muslim berkali-kak ia menganjurkan untuk melaku-
kan peninjauan ulang (re-aktualisasi) terhadap berbagai ajaran Is-
lam agar tetap kontekstual. Ja mencoba meyakinkan umat Islam
melalui berbagai pidatonya bahwa pemerintah tidak pernah ber-
maksud mengurangi peran politik Islam, bahkan sebaliknya hak-
hak politik umat Islam diberikan secara penuh dan dilindungi pe-
merintah.

Selain itu, ia juga mengirimkan lebih banyak lagi dosen-dosen
muda IAIN untuk belajar ke negara-negara Barat, seperti Kanada,
Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Pada masa
kepemimpinannya lahirlah ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia) di mana ia ikut serta dalam proses pendiriannya. Misi
pemerintah dinilai lebih berhasil di bawah kepemimpinan Mu-
nawir Sjadzali. Tidak mengherankan jika ia kemudian diangkat
menjadi Menteri Agama untuk periode kedua.

Dalam kabinet berikutnya, kedudukannya digantikan Tarmizi
Taher seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Tarmizi bukan orang
baru di lingkungan Departemen Agama karena selama Munawir
Sjadzali menjadi Menteri Agama, ia adalah Sekretaris Jenderal de-
partemen ini. Selain melanjutkan apa yang telah dirintis ketiga
menteri pendahulunya, ia sangat menonjol dalam usahanya me-
ningkatkan mutu pendidikan agama, mulai dari tingkat Ibtidaiyah

®Himpunan Pidato Mneteri Agama RI, Buku ke-9, hal. 192,
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sampai perguruan tinggi agama. Dosen-dosen muda IAIN terus
dikirim ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk meraih
gelar magister dan doktor. Kerja sama dengan berbagai perguru-
an tinggi di luar negeri ditingkatkan. Selain program Pasca-Sarja-
na di IAIN Jakarta dan Yogyakarta, program Pasca-Sarjana juga
dibuka di IAIN Aceh, Ujung Pandang, Surabaya dan Padang. Dia-
log antarumat beragama lebih ditingkatkan tidak hanya pada taraf
nasional dan regional, tetapi juga internasional. Pelayanan ibadah
haji terus ditingkatkan dan disempurmnakan dari tahun ke tahun.

Terobosan baru di tingkat perguruan tinggi adalah di berlaku-
kannya Kurikulum baru IAIN tahun 1997, yang terdiri dari 60%
kurikulum nasional dan 40% kurikulum lokal yang ditentukan
sendiri oleh masing-masing IAIN. Disamping itu, IAIN cabang
yang berada di kabupaten-kabupaten diubah menjadi STAIN
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) berdasarkan Keppres No.
11 tahun 1997.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa gerak langkah Departemen
Agama sebagai salah satu bagian pemerintah Republik Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari sejarah republik kita. Keberadaan
Departemen Agama mempunyai latar-belakang sosial-politik yang
kuat sebagaimana telah dikemukan di atas. Secara yuridis latar
belakang kelahiran Departemen Agama dapat ditelusuri baik dalam
Pembukaan UUD 1945, yang mengandung falsafah negara Pan-
casila, maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945 sendiri, khusus-
nya Bab XI pasal 29 ayat (1) dan (2) yang semuanya mengandung
aspek-aspek kehidupan bangsa yang erat hubungannya dengan
keagamaan. Demikian pula penjabarannya dalam pelaksanaan
tugas dan struktur organisasi Departemen Apgama sebagai bagian
dari pemerintah.,

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan Departemen
Agama dalam negara Republik Indonesia merupakan salah satu
ciri dari sistem pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila.
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan departemen ini juga
tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan negara
Republik Indonesia secara keseluruhan, Kehadiran departemen
ini dalam struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila merupakan suatu kebutuhan dan berakar
dalam konsensus nasional sejak perjuangan untuk kemerdekaan
bangsa Indonesia.

Liji
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Pembentukan Kementerian
Agama dalam Revolusi

Azyumardi Azra

“Ada tiga hal yang selalu diingat orang bila nama Pak Rasji-
di disebut. Perfama, ialah peranan beliau sebagai salah seorang
pejuang bagi adanya pengakuan kedaulatan Indonesia merde-
ka dari negara-negara Islam. Kedua, beliau adalah Menteri Ag-
ama pertama negara kita. Kefiga, pengembaraan intelektual be-
liau ke negara-negara Barat” (Madjid, 1985: 216)

“Aku ini seorang warganegara Indonesia, dari suku Jawa.
Keluargaku adalah keluarga yang biasanya disebut “Keluarga
Abangan”, artinya yang beragama Islam tetapi tidak melaku-
kan ibadat sehari-hari... Aku belajar agama Islam. Berat bagiku
untuk melakukan sembahyang lima kali sehari. Sering aku
meninggaikan, sering aku merangkap sembahyang, ini nama-
nya “Qadha”. Orang Jawa menamakan “Kolo”. Baru setelah
aku menjadi tua, aku dapat menunaikan ibadat sehari-hari pada
waktunya...Dalam jiwaku terdapat Islam Abangan, Islamnya
orang-orang yang tak mengetahui seluk beluk pengetahuan
Islam. Islam yang dipeluk oleh almarhum bapakku, Atmosu-
digdo. Aku dapat nembang pangkur, mijil, kinanti, aku dapat
menulis huruf Jawa; waktu aku kawin, aku memilih memakai
blankon dan wiron. Aku senang sekali mendengar gamelan,
menonton wayang orang dan tari serimpi...Dalam jiwaku ter-
dapat Islam orthodox; aku menghafal ai-Qur’an, aku mengha-
fal Alfiyah Imam Malik, Matan Rahbiyyah dan lain-lain... Tetapi
aku ini juga seorang Muslim yang moderen. Walaupun aku
tidak pernah mengunjungi sekolah Belanda, tetapi aku paham
membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Di samping itu
aku lancar berbahasa Inggris dan Prancis” (Rasjidi, 1968: 9, 10,
1).



Menteri-menteri Agama RI

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal H.M. Rasji-
di adalah sebagai Menteri Agama pertama RI. Tetapi sebenar-
nya, Rasjidi pernah menjadi Menteri Negara dalam Kabinet sebe-
lumnya (Kabinet Sjahrir I, 14 Nopember 1945-12 Maret 1946).
Dalam jabatan Menteri Negara ia bertugas menangani permas-
alahan ummat Islam. ]a diangkat menggantikan Wahid Hasjim
sebagai Menteri Negara pada kabinet sebelumnya, yakni Kabi-
net Presidensil I yang berusia sangat singkat (2 September 1945-
14 Nopember 1945) di bawah Presiden Soekarno (lihat, Departe-
men Penerangan R.], 1965: 1, 197-200).

Menurut rekaman Soebagijo LN. yang kelihatan mencatatnya
langsung dari Rasjidi sendiri (1985: 31-35), Rasjidi tidak tahu menahu
mengenai pengangkatannya. Cuma kebetulan pada hari pemben-
tukan Kabinet Sjahrir I itu, ia membeli suratkabar Merdeks, yang
antara lain memuat daftar nama-nama menteri kabinet tersebut, ter-
masuk namanya. Mengetahui hal ini, Rasjidi tidak melakukan apa-
apa, karena ia memarng tidak pernah dihubungi Sjahrir tentang peng-
angkatannya. Beberapa hari kemudian barulah datang utusan resmi
kabinet untuk menjemputnya menghadiri sidang pertama kabinet.
Dalam sidang inilah Sjahrir secara “resmi” meminta dia untuk men-
gurusi “soal peribadatan” di republik ini.

Tetapi, sebagaimana kabinet sebelumnya, Kabinet Sjahrir I juga
berumur sangat singkat. Dan kelihatannya tidak banyak yang bisa
dilakukan Rasjidi sebagai Menteri Negara [bidang “ibadat”] ini.
Menurut penuturan Rasjidi, seperti disampaikannya kepada Soe-
bagijo LN., Kabinet Sjahrir I tidak pernah dilantik oleh kepala nega-
13, tegasnya Presiden Soekarno; dan tidak ada pula surat keputusan
pengangkatan. Sjahrir dalam sidang pertama tadi hanya menyata-
kan bahwa menteri-menteri kabinet ini bekerja di kantor Sekretariat
Kabinet di Jalan Cilacap Jakarta. Selebihnya, menteri-menteri kabi-
net ini bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada kejelasan tentang tugas-
tugas mereka.

Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama RI pertama pada masa
Kabinet Sjahrir II, yang bertugas sejak 12 Maret sampai 2 Oktober
1946. Ia merasa tidak diangkat atas nama Masjumi. Seperti peng-
alamannya dalam pengangkatannya sebagai Menteri Negara, Rasjidi
tidak mengetahui bahwa ia telah ditunjuk menjadi Menteri Agama RI
pertama. Karena dia sudah terlibat langsung dalam Kabinet Sjahair I,
bukan tidak mungkin bahwa pengangkatannya justru diketahuinya
dari Sjahrir sendiri atau anggota-anggota kabinet lainnya.
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Kontroversi Kementerian Agama

Tidak begitu jelas sebenarnya bagaimana kronologi rinci pem-
bentukan Kementerian Agama. Deliar Noer (1978: 8) dengan
mengutip sebuah artikel yang dimuat dalam majalah Panji
Masyarakat menyatakan, proposal atau usulan pembentukan
Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP
(Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal
11 Nopember 1946 oleh KH. Abudardiri, K.H. Saleh Su‘aidy,
dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan ang-
gota KNIP dari Karasidenan Banyumas. Usulan ini mendapat
dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi,
dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota
KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam
sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertem-
pat di Fakultas Kedokteran [UI] Salemba: Wakil-wakil KNIP
Daerah Karesidenan Banyumas daiam pemandangan umum
atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain;
“Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini ja-
nganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan
dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebu-
dayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi_hendak-
nya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri” (Depar-
temen Penerangan, 1965, VII: 358-9).

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-
tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu.
Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat
kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian me-
nyatakan, bahwa “adanya Kementerian Agama tersendiri
mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji terse-
but, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan
No. 1/8.D. yang antara lain berbunyi: “Presiden Republik In-
donesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja
Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departe-
men Agama”. Keputusan dan penetapan pemerintah ini diku-
mandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiar-
kan oleh pers dalam dan luarnegeri, dengan H. Rasjidi BA se-
bagai Menteri Agama yang pertama (Ibid, VII, 359; Departe-
men Agama, 1965: 104).
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Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan
kontroversi di antara berbagai pihak masyarakat Indonesia.
Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Ke-
menterian Agama merupakan suatu keharusan sejarah; ia meru-
pakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kan-
tor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang meng-
ambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kan-
tor untuk Urusan Pribumi [Islam]) pada masa kolonial Belan-
da. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian
Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau
kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan
fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tetapi argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diter-
bitkan pemerintahan Soekarno. Dalam buku 20 Tahun Indonesia
Merdeka, jilid VII, dinyatakan sebagai berikut:

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa di zaman kolonial Belanda dulu,
soal-soal yang bertalian dengan urusan agama diurus terpencar-pencar
dalam beberapa departemen. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawin-
an, pengajaran agama tersebut diurus oleh Departement van Binnenland-
sche Zaken [sic, atau Departemen urusan-urusan Dalam Negeri]. Soal Mah-
kamah Islam Tinggi, Raad Agama [peradilan agama] serta penasihat Peng-
adilan Negeri diurus oleh Departement van Justitie. Soal Pergerakan Aga-
ma diurus oleh Kantoor v /d Adviseur voor Inlandsche en Mohammedaan-
sche Zaken. Soal peribadatan diurus oleh Departement van Onderwijs en
Eerendienst...[}

Dan di zaman penjajahan Jepang, urusan agama itu dipe-
gang oleh Shumubu, sebagai bagian dari Gunsei kanbu, sedang
di daerah-daerah diurus oleh Shumuka sebagai bagian dari pe-
merintah keresidenan” (h. 358).

Setelah menguraikan panjang lebar tentang sifat negara In-
donesia yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada
masalah-masalah ketuhanan, atau tegasnya agama, dokumen
resmi ini menyimpulkan:

“Oleh sebab itu, kalau diperhatikan dengan seksama, maka Departe-
men Agama adalah suatu departemen yang baru, yang tidak ada hubung-
annya dengan zaman penjajahan, karena ia dilahirkan seiring dengan
Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. la ditampilkan
ke tengah-tengah forum perjuangars oleh rakyat yang berjuang itu sendi-
ri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar yang setia
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kepada ajaran-ajaran agamanya yang revolusioner...[] Kalau dilihat selin-
tas pandang, walaupun sebagian tugas kewajiban Departemen Agama
dengan Kantoor v/d Adviseur voor Inlandsche en Mohammedaansche
Zaken tampak persamaannya di sana sini, tetapi hakekat dan tujuannya
secara prinsipil amat berbeda sekali. Yang satu menjalankan tugas kewa-
jibannya untuk pengabdian kepada kolonialisme dan imperialisme, dan
yang satu lagi berfungsi sebagai pembimbing dan penjamin azas kemer-
dekaan beragama untuk menunaikan dharma-baktinya bagi kepentingan
Rakyat Indonesia Merdeka dan berdaulat” (Ibid, VII, 360-1).

Sebagaimana tersirat, pembedaan itu lebih pada “ideologi”
Kementerian Agama daripada masalah fungsi. Dengan demiki-
an, argumen ini bertitiktolak dari posisi yang berbeda dengan
argumen-argumen yang dikutip lebih dulu.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian
Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pernah ada di
masa sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pem-
bentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi
Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari
kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misal-
nya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan
Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk
Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementeri-
an khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mere-
ka (Anwar, 1985: 154)

Pada pihak lain, sejumlah pémimpin Indonesia, terutama dari
kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementeri-
an Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik
yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir,
bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim
dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-
urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada
di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang
menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah per-
tama kaum Muslimin untuk mewujudkan “negara Islam” di
Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk
menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Bentuk tipikal oposisi kalangan non-Muslim terhadap eksis-
tensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan J. WM.
Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Se-
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bagaimana dikutip Boland (1982:106-7), Bakker menyatakan, bah-
wa sejak semula Kementerian Agama merupakan “kubu Islam
dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam”. Dia
lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya ke-
menterian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan
sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda [Is-
lam] melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagi-
an propaganda [penyiaran/penerangan Islam?] dari Kementerian
Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wa-
hid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri
Agama pada 1950-52 menyatakan, adalah pantas bagi Kementeri-
an Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada
masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh
lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Karena itu,
ujarnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam
dan kaum Muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan
masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah
didasarkan pada diskriminasi agama (lihat Noer, 1987: 347).*

Kementerian Revolusi

Kementerian Agama di masa Rasjidi adalah “kementerian re-
volusi”. Sejak dikeluarkannya keputusan pembentukannya di
seluruh Indonesia, Kementerian Agama mulai 12 Maret 1946 ber-
kantor di ibukota revolusi, Yogyakarta, ketika Belanda kembali

. menguasai Jakarta. Dalam Maklumat Kementerian Agama No. 1

tanggal 14 Maret 1946 diumumkan bahwa alamat sementara
Kantor [pusat] Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran 9
Yogyakarta. Kemudian dalam surat No. 187/VII tanggal 8 Mei
1946, alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro 10
Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik K.H. Abu Dardiri
dan K.H. Muchtar (Departemen Agama, 1980/81: 28).
Memandang kontroversi tentang eksistensi Kementerian
Agama itu, dengan mudah bisa dipahami, bahwa Rasjidi se-
bagai Menteri Agama pertama, mencurahkan banyak perhatian
dan enerji untuk memberikan penjelasan di seputar raison d'etre

*Lebih lanjut lihat bab tentang Wahid Hasyim.
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Kementerian ini. Dalam Konperensi Kementerian Agama selu-
ruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta pada
17-18 Maret 1946, misalnya, Rasjidi menjelaskan bahwa Kemen-
terian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 28
UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecahbelah-
an ummat beragama akibat penjajahan Belanda dan penduduk-
an Jepang (lihat, Departemen Agama, 1996a: 19-20; 1987: 20).

Menteri Agama Rasjidi juga menegaskan bahwa negara—
melalui Kementerian Agama—tidak akan campur tangan dalam
urusan agama. Kementerian Agama memberikan tempat yang
sewajarnya kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Pene-
gasan ini dikemukakan Rasjidi, kelihatannya dalam upaya men-
jawab usulan kalangan Katolik dan Protestan tentang perlunya
pemisahan antara kekuasaan agama dan negara; dan bahwa
negara seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Keterang- .
an itu sekaligus untuk “menenangkan” ummat Kristiani, yang
khawatir bahwa Kementerian Agama akan memberikan per-
hatian hanya kepada penganut agama Islam. _

Dalam saat yang sama, Rasjidi juga melakukan konsolidasi
ruanglingkup tugas-tugas dan wewenang KementerianAgama.
Karena Kementerian Agama adalah sebuah kementerian baru,
maka belum jelas benar batas-batas ruang gerak, tanggungjawab
dan wewenangnya. Karena itulah diperlukan konsolidasi, yang
melibatkan pengambilalihan beberapa bidang tugas yang sebe-
lumnya ditangani kementerian-kementerian lain. Sesuai dengan
Penetapan Pemerintah No. 5/5SD tanggal; 25 Maret 1946, Men-
teri Agama, Rasjidi mengambilalih tugas-tugas keagamaan dari
beberapa kementerian, yakni: pertama, dari Kementerian Dalam
Negeri tugas dan urusan yang berkenaan dengan masalah
perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji;
kedua, dari Kementerian Kehakiman tugas dan wewenang
yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT); keti-
ga, dari Kementerian P&K, berkenaan dengan pengajaran aga-
ma di sekolah-sekolah (Departemen Agama, 1980/1: 26; 1996:
20).

Untuk melaksanakan pengalihan tugas dan wewenang terse-
but, Kementerian Agama mengeluarkan Maklumat No. 2 ter-
tanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa: Pertama, Shumuka
yang dalam zaman Jepang termasuk ke dalam kekuasaan resi-
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den menjadi Jawatan Agama Daerah yang selanjutmya ditem-
patkan di bawah Kementerian Agama; kedua, hak untuk meng-
angkat penghulu atau landraad (sekarang pengadilan negeri),
ketua dan raad agama yang ada dalam tangan residen, selanjut-
nya diserahkan kepada Kementerian Agama; ketiga, hak un-
tuk mengangkat penghulu mesjid, yang dahulu berada di ta-
ngan bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Aga-
ma (Departemen Agama, 1965: 105).

Dalam upaya konsolidasi tersebut Menteri Agama Rasjidi
melakukan penempatan kembali bagi tenaga-tenaga ahli yang
dulu pernah bertugas pada Het Kantoor voor Inlandsche Zak-
en. Atas usulan dan bantuan K.H. Abudardiri, Menteri Rasjidi
mengambil kebijaksanaan merekrut beberapa pegawai tinggi
Kementerian Agama dari kalangan tenaga ahli yang dulu per-
nah bekerja sebagai pegawai Het Kantoor voor Inlandsche Zak-
en di masa kolonial Belanda; mereka selanjutnya juga pernah
bertugas pada Shumubu di masa Jepang. Di antara tenaga-tena-
ga ahli yang direkrut sesuai dengan kebijaksanaan ini adalah:
pertama, R. Subagio yang ditugaskan menjadi Sekretaris/Ke-
pala Bagian Umum; kedua, R. Sunarjo, mantan Ketua Mahka-
mah Islam Tinggi (MIT) yang dipercayai menjadi Kepala Bagi-
an Mahkamah; ketiga, J. [brahim, yang ditugaskan sebagai Ke-
pala Bagian Kepegawaian; keempat, R.A.C. Djaelani, yang di-
percayai sebagai Kepala Bagian Keuangan; dan kelima, H.
Abubakar, ahli dalam bidang penyiaran, penelitian dan kebu-
. dayaan. Tenaga ahli lainnya yang juga direkrut adalah Huson
Iskandar, Suwirjo, S. Siswopranoto, dan M. Supardi.

Kementerian Agama, tegasnya Menteri Agama Rasjidi tidak
sepenuhnya berhasil melaksanakan seluruh pengambilalihan
tugas dan wewenang tersebut. Hal ini disebabkan bukan hanya
karena masa jabatan Rasjidi yang demikian singkat, tetapi juga
karena situasi nasional yang masih berada dalam suasana revo-
lusi. Akibatnya, pengalihan tugas dan wewenang khususnya
dari Kementerian P&K yang disebutkan di atas tidak bisa ter-
laksana. Kepanitiaan yang dipimpin Ki Hadjar Dewantoro dari
BP-KNIP yang ditugaskan untuk merealisasikan tujuan itu gagal
menyelenggarakan pengalihan kepada Kementerian Agama
(Ibid).
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Pengembaraan Religio-Intelektual

Muhammad Rasjidi, Menteri Agama pertama ini, adalah
tokoh multi-dimensi, yang secara selintas bukan tanpa kon-
tradiksi, seperti tercermin dalam kutipan langsung dari penu-
turannya sendiri pada awal tulisan ini (cf. Azra, 1994). Ia lahir
di Kotagede pada 20 Mei 1915 M/4 Rajab 1333 H. Muhammad
Rasjidj adalah nama yang diberikan oleh Ahmad Syurkati, tokoh
reformis Persatuan Islam (Persis). Nama kecilnya adalah Sari-
di, yang kedengarannya sedikit tipikal nama Jawa. Ia memang
dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga “abangan”.
Dan Rasjidi tidak malu dengan latarbelakang ini dan, karena
itu ia tidak menyembunyikannya. Dengarlah penuturannya le-
bih lanjut:

“Semenjak kecil saya hidup dalam suasana Jawa Islam. Rumah kelu- .
arga saya berbentuk rumah joglo, dengan ruang amben tengah, sentong
kulon, sentong wetan, emper, pendapa, di samping kulon omah dan wetan
omah. Kalau hari Kemis sore apalagi Jumat kliwon dan Selasa kliwon,
ibu saya selalu menyuruh beli kembang untuk ditaruh di pojok rumah,
dekat pintu dan sebagainya” (Rasjidi, 1967, cetak ulang 1992: 1)

Penuturan ini mengindikasikan tentang kehidupan keagama-
an yang cenderung sinkretis di kalangan kaum Muslimin Jawa.
Tetapi, di tengah lingkungan sinkretis seperti itu, jelas bahwa
Saridi dididik ayahnya secara Islam. Ayahnya mendatangkan
guru untuk mengajar Saridi membaca al-Qur’an. Selanjutnya
ia dikirim ayahnya belajar ke sekolah “Ongko Loro”, sekolah
Belanda yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa peng-
antar. Tetapi belakangan, agaknya atas permintaan ayahnya, ia
melanjutkan pelajarannya di sekolah rakyat [dasar] Muham-
madiyah. Pada waktu-waktu itu, Muhammadiyah yang didiri-
kan di Yogyakarta pada 1912 menemukan momentumnya pula
di Kotagede (Cf. Nakamura, 1983). Bagi Saridi, sekolah-sekolah
Muhammadiyah lebih baik, karena murid-murid mempelajari
tidak hanya matapelajaran-matapelajaran umum, tetapi juga
matapelajaran-matapelajaran agama.

Setelah menamatkan pendidikannya pada Sekolah Rakyat
Muhammadiyah, Saridi melanjutkan pelajarannya ke Kweek-
school Muhammadiyah, sekolah pendidikan guru model Be:
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landa. Meski kurikulum sekolah ini cukup komprehensif, Sari-
di merasa tidak puas dengan metode pengajarannya yang tidak
jauh berbeda dengan metode yang digunakan di langgar; yang
lebih menekankan kepada murid untuk menghapal teks, bu-
kan memahaminya.

Ketidakpuasan Saridi merupakan awal dari pengembaraan
intelektual dan spiritualnya. Ia tidak puas dengan apa yang
diperolehnya dari sekolah. Karena itu, ia mulai membaca surat-
kabar yang dilanggan ayahnya, termasuk Swara Oemoem, dan
Kedjawen. Melalui suratkabar inilah ia mengetahui bahwa Ah-
mad Syurkati, pimpinan al-Irsyad, sebuah organisasi reformis,
telah mendirikan sekolah di Lawang, Jawa Timur (Cf. Affandi,
1976). Berkat bacaannya, Saridi kelihatan menjadi tertarik ke-
pada Ahmad Syurkati, sehingga ia ingin belajar darinya. Saridi
lalu mengirim surat, yang kemudian dibalas Syurkati yang
menyatakan bahwa ia bersedia menerimanya sebagai murid-
nya. Saridi berangkat ke Lawang dengan meninggalkan kedua
orangtuanya untuk pertama kalinya.

Semula Saridi seolah menemukan apa yang selama ini dicari-
nya; pendidikan agama yang lebih berorientasi kepada pema-
haman daripada sekedar hapalan. Tetapi, ia segera merasa tidak
puas, karena apa yang ia pelajari di sekolah al-Irsyad hanyalah

‘pengulangan dari apa yang pernah ia pelajari di sekolah Mu-
hammadiyah. Karena itu, sekali lagi ia berpikir untuk mencari
sekolah lebih baik, yang lebih sesuai dengan keinginannya. Teta-
pi, sebelum ia meninggalkan sekolah al-Irsyad ia diberkahi oleh
Ahmad Syurkati dengan nama baru “Muhammad Rasjidi”. Se-
petti banyak Muslim Jawa lain yang mendapat nama baru, nama
“Muhammad Rasjidi” baru dipakai secara resmi oleh Saridi sete-
lah ia menunaikan ibadah haji beberapa tahun kemudian. Seperti
lazim dalam anggapan Muslim Jawa, penggantian nama sete-
lah menunaikan ibadah haji mencerminkan “transformasi spi-
ritual”, sehingga pemilik nama baru itu menjadi lebih relijius
" baik lahir maupun batin.

Meski Rasjidi merasa tidak puas dengan sekolah Muham-
madiyah dan al-Irsyad, hampir bisa dipastikan bahwa secara
intelektual ia berhutang banyak kepada kedua organisasi refor-
mis ini. Jelas bahwa semangat reformis yang menyala-nyala
dalam dirinya nanti berasal dari lingkungan Muhammadiyah
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dan al-Irsyad. Begitu kuatnya semangat reformis dalam diri
Rasjidi, sehingga ia terkenal sebagai salah seorang tokoh uta-
ma reformisme Islam di masa kontemporer.

* Bibit-bibit reformisme yang diperoleh Rasjidi dari Muham-
madiyah dan al-Irsyad tumbuh lebih subur lagi ketika ia melan-
jutkan pelajarannya ke Kairo; dengan tujuan pertama masuk
Universitas al-Azhar. Pada 1931 ia bersama temannya Tahir Ibra-
him menumpang sebuah kapal ke Kairo. Seperti kebanyakan
calon mahasiswa Indonesia lainnya, Rasjidi pertama kali ma-
suk ke Qism ‘Am, sekolah persiapan sebelum memasuki Uni-
versitas al-Azhar. Tetapi, lagi-lagi Rasjidi merasa tidak puas.
Bahkan, menurut Soebagijo, Rasjidi merasa tidak puas terhadap
Universitas itu sendiri. Dalam pandangan Rasjidi, sistem pen-
didikan al-Azhar tidak lebih baik daripada pesantren. Pengajar-
an masih berlangsung secara tradisional, tidak secara moderen .
(Soebagijo, 1985: 12). .

Jelas bahwa hal inilah yang kemudian membuat Rasjidi mem-
batalkan niatnya melanjutkan pendidikan di al-Azhar. Ia malah
memilih Universitas Kairo, terutama atas pengaruh teman ter-
dekatnya, Kahar Muzakkir, yang juga sama-sama berasal dari
Kotagede (Cf. Nakamura, 1977). Muzakkir kelihatannya bukan
hanya memberikan saran-saran kepadanya dalam hal-hal aka-
demis, tetapi juga memperkenalkannya kepada Sayyid Quthb,
yang kelak menjadi pemimpiri besar organisasi al-Ikhwan al-
Muslimun. Rasjidi mengakui bahwa ia juga belajar banyak dari
Sayyid Quthb (Ibid, 14).

Pada Universitas Kairo, Rasjidi belajar di Fakultas Filsafat.
Salah seorang temannya di Fakultas ini adalah Mustapha ‘Abd
al-Raziq, murid Muhammad ‘Abduh, yang kemudian menjadi
Rektor Universitas al-Azhar. Agaknya aneh bahwa Rasjidi me-
milih belajar filasafat, karena mayoritas kaum Sunni masih
menganggapnya sebagai subyek tabu untuk djpelajari. Tidak
populernya filsafat dapat juga dilihat dari jumlah mahasiswa
Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Selain Rasjidi terdapat ha-
nya enam mahasiswa; dan ia adalah satu-satunya mahasiswa
asal Indonesia. Nampaknya Rasjidi adalah mahasiswa Indone-
sia yang pertama kali mempelajari filsafat sehingga mendapat-
kan gelar akademis (BA) dalam bidang ini dari Universitas Kairo.
Pengalaman akademis dalam bidang ini kemudian memben-
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tuk salah satu kecenderungan intelektual pokok Rasjidi; bela-
kangan ia menerjemahkan beberapa buku penting tentang fil-
safat Barat ke dalam bahasa Indonesia (Cf. Rasjidi, 1965; 1984).

Karir Rasjidi selama di Kairo tidak terbatas pada bidang aka-
demis. Selama di Kairo ia juga menceburkan diri ke dalam or-
ganisasi pemuda-kemahasiswaan. Ia adalah aktivis organisasi
Jam'iyyah al-Khayriyyah al-Thalabiyyah al-Jawiyyah yang didi-
rikan pada 1931 di bawah kepemimpinan Djanan Thaib, maha-
siswa Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademis dari
Universitas al-Azhar. Belakangan ketika Jam‘iyyah al-
Khayriyyah al-Thalabiyyah al-Jawiyyah diubah menjadi Perpin-
dom (Persatuan Pemuda Indonesia-Malaya), Rasjidi dipilih se-
bagai salah seorang wakil ketua (Roff, 1970; Abaza, 1994; 1993
4-11; Azra, 1995: 210-12).

Roff dan Abaza secara meyakinkan telah memperlihatkan
bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia semasa Rasjidi di Kairo
pada umumnya cenderung kepada modernisme atau reformis-
me Islam, yang agaknya lebih tepat disebut sebagai “neo-Salafis-
me” sebagaimana dianjurkan al-Afghani, Abduh, dan Ridha.
Tema pokok neo-Salafisme adalah kembali kepada al-Qur’an
dan Hadits Sahih, atau kepada “Islam yang murni” sebagaima-
na diamaikan kaum Salaf, dan penolakan terhadap bid ah,
‘khurafat dan takhyul. Dengan demikian, secara ideologis, ge-
rakan neo-Salafi adalah revivalis; modernismenya terletak lebih
pada pendekatan dan metodologi. Mereka menawarkan peng-
adopsian pendekatan dan metodologi moderen dalam gerakan
Islam seperti organisasi moderen, sistem persekolahan moderen,
dan sebagainya.

Semua tendensi ini cocok dalam pengalaman Rasjidi.
Lingkungan intelektualnya di Kairo menyumbang banyak ke-
pada semangat revivalis yang dimilikinya setelah ia kembali ke
Indonesia dan menjadi aktivis Islam. Inilah latar belakang yang
menghasilkan pembentukan salah satu ciri personal yang sa-
ngat distingtif, yang pada gilirannya membuat ia dianugerahi
julukan “pembela keimanan” (guardian of faith), seperti akan kita
lihat lebih jauh di bawah.

Pendidikan dan lingkungan intelektual Rasjidi di Kairo me-
nyempurnakan pengembaraan religio-intelektualnya. Ia kini
bukan lagi pewaris “Islam Jawa Abangan”; tetapi adalah seo-
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rang “ortodoks”. Hal ini terlihat jelas dalam penolakan keras-
nya terhadap “Aliran Kepercgyaan”, atau “Kebatinan Jawa”.
Tetapi, ia menolak untuk tidak mengakui para pengikut Aliran
Kepercayaan sebagai “bukan Muslim”. Menurut dia, mereka
adalah Muslim, tetapi tidak mengerti sepenuhnya tentang Is-
lam. Karena itu adalah tugas mereka yang lebih paham tentang
Islam untuk mengajar dan menjelaskan Islam kepada mereka.
Sikap Rasjidi seperti ini kelihatannya berbeda dengan sikap
tokoh-tokoh revivalis neo-Salafi lainnya, seperti Sayyid Quthb
atau Abu al-A’'la al-Mawdudi yang sering menuding orang-
orang seperti itu sebagai “kafir”. Rasjidi tidak pernah menu-
dingkan telunjuknya seperti itu kepada orang-orang Islam yang
belum mengamalkan Islam dengan benar karena ketidaktahuan
atau ketidakpahaman mereka. Tetapi, penting dicatat, Rasjidi
sangat keras terhadap orang-orang Muslim yang dipandang-
nya mengerti tentang Islam, namun memegangi paham atau
pendapat yang menurutnya tidak sesuai dengan doktrin mur-
ni Sunni. '

Karir Politik dan Diplomatik

Pada 1938, setelah tujuh tahun di Kairo, Rasjidi kembali ke
Kotagede dan menikah. Dengan beban keluarga di pundaknya,
Rasjidi diharapkan mertuanya untuk mengelola usaha dagang
kecil-kecilan. Tetapi ia merasa tidak memiliki bakat dagang;
karena itu ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada karir
keilmuan. Langkah pertama yang ditempuhnya adalah
menjadi guru pada Madrasah Ma‘had al-Islami di Kotagede.
Belakangan, ketika sejumlah tokoh Muslim, termasuk Satiman
Wiryosanjoyo, mengambil inisiatif mendirikan Pesantren Lu-
hur di Solo, Rasjidi diminta untuk mengajar tentang Islam dan
bahasa Arab. Pesantren Luhur ini, pendidikan tingkat universi-
tas, merupakan usaha untuk memodernisasi pesantren. Tetapi
eksperimen Pesantren Luhur ini berakhir dengan invasi Jepang
pada 1941 (Azra, 1994: 97).

Selain menekuni kegiatan mengajar, Rasjidi juga menerjun-
kan diri ke dalam gerakan nasional untuk mencapai kemerde-
kaan. Untuk itu ja memasuki Partai Islam Indonesia (PII) yang
baru dibentuk. Dalam kongres pertama PII pada 1940 di Yogya-
karta, Rasjidi terpilih sebagai anggota Komite Nasional partai
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ini. Selain itu, Rasjidi juga aktif dalam Islam Studie Club, yang
bertujuan mengkaiji Islam dalam konteks perkembangan mo-
deren. Tak kurang pentingnya, Rasjidi juga adalah anggota Mu-
hammadiyah. Belakangan, dalam masa penjajahan Jepang, Rasji-
di menjadi salah seorang pemimpin Masyumi. Selain itu, Jepang
juga menawarinya untuk menjadi kepala Perpustakaan Islam
di Jakarta. Dalam kenyataannya, Perpustakaan Islam lebih dari-
pada sekadar perpustakaan; ia juga adalah tempat pertemuan
banyak pemimpin Islam dari berbagai wilayah di Indonesia, yang
sebagiannya datang ke Jakarta untuk mengikuti latthan militer
yang diselenggarakan Jepang. Rasjidi semakin sibuk, karena ia
juga bekerja menerjemahkan berita-berita ke dalam bahasaArab
untuk disiarkan melalui radio yang dikuasai Jepang.
Berakhirnya penjajahan Jepang, dan tercapainya kemerde-
kaan Indonesia menguak karir baru bagi Rasjidi. Karir puncak
Rasjidi dalam pemerintahan adalah sebagai Menteri Agama,
sebagaimana dibahas di atas, dan tidak perlu lagi diulangi di
sini. Yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa mengingat
banyaknya tantangan terhadap eksistensi Kementerian agama,
maka tugas Rasjidi sebagai Menteri Agama sangat berat. Tetapi
tugas berat itu tidak lama dipikulnya, karena oposisi keras ter-
hadap Kabinet Syahrir II memaksa Perdana Menteri Syahrir
‘mengundurkan diri pada 2 Oktober 1946. Rasjidi digantikan
Kiyai Fathurrahman Kafrawi sebagai Menteri Agama.* Dan
Rasjidi kembali ke Kotagede; tetapi seminggu kemudian ia di-
angkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementeriani Agama.
Namun, revolusi Indonesia memanggil Rasjidi untuk tugas
penting lainnya. Belanda yang mencoba untuk kembali menja-
jah Indonesia mendapatkan perlawanan keras dari bangsa In-
donesia. Tetapi Republik yang masih muda ini memerlukan
bukan hanya perlawanan bersenjata, namun sekaligus perjua-
ngan diplomasi untuk memenangkan pengakuan internasion-
al terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Karena itu,
pemerintah RI memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi
ke Timur Tengah. Rasjidi diangkat sebagai sekretaris missi di-
plomatik RI yang dipimpin H. Agus Salim ke beberapa negara

*Lihat bab tentang Fathurrahman Kafrawi.
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Arab. Selain kedua tokoh ini, missi diplomatik tersebut juga
mencakup Nazir Pamuntjak, Abdul Kadir dan A.R. Baswedan.
Mereka meninggalkan Indonesia pada 17 Maret 1947, pertama
menuju Bombay untuk menghadiri Konperensi Hubungan
Antar-Asia. Konperensi ini memutuskan untuk mendukung
kemerdekaan Indonesia sepenuhnya.

Missi diplomatik yang lebih melelahkan dilakukan di nega-
ra-negaraArab. Titik fokus missi itu adalah Kairo, di mana mere-
ka berhasil mendapat dukungan sepenuhnya dari Raja Faruk
dan seluruh rakyat Mesir, yang mengakui kemerdekaan Indo-
nesia secara resmi pada 2 Juni 1947. Delapan hari kemudian,
Agus Salim atas nama pemerintah Indonesia menandatangani
perjanjian persahabatan dengan pemerintah Mesir. Missi di-
plomatik ini kemudian melanjutkan perjuangannya ke Yorda-
nia, Syria, Lebanon dan Iraq. Karena Agus Salim kemudian di-
angkat sebagai Wakil Indonesia di PBB, Rasjidi ditunjuk sebagai
perwakilan Indonesia di Mesir, yang bertanggungjawab me-
menangkan missi diplomatik di Arab Saudi. Untuk mencapai
tujuan ini, Rasjidi menuju Saudi, di mana ia berhasil mendapat-
kan pengakuan pemnerintah Saudi atas kemerdekaan Indonesia.

Setelah Konperensi Meja Bundar 1949, yang diselenggara-
kan di Den Haag, Rasjidi ditugaskan Wakil Presiden Moham-
mad Hatta untuk mengambilalih bekas Kedutaan dan Konsu-
lat Belanda yang masing-masing terletak di Jeddah dan Mek-
kah. Selain itu, secara resmi ia diangkat sebagai Duta Besar In-
donesia untuk Mesir dan Arab Saudi dengan kedudukan di
Kairo. Pada 1953 ia dipindahkan ke Teheran, sebelum kembali
ke Jakarta 13 bulan kemudian, di mana dia ditugaskan pada
jabatan-jabatan administratif yang tidak penting. Ini pada
akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan tugas pemerin-
tahan dan birokrasi guna mencapai pengembaraan akademis
dan intelektualnya yang tertunda.

Karir Akademis dan Keagamaan

Rasjidi adalah orang yang penuh dengan etos intelektual.
Meski ia sibuk dengan tugas-tugas diplomatik pada masa Revo-
lusi Indonesia, ia tidak bisa melepaskan diri dari mengejar tujuan-
tujuan keilmuan. Begitulah, ketika ia menjalankan missi diplo-
matik, ia “mencuri” waktu mengunjungi Universitas Paris di
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Sorbonne untuk menjumpai Louis Massignon, yang telah dike-
nalnya sejak ia berada di Kairo. Massignon, sarjana terkemuka
dalam Sufisme, menurut Rasjidi adalah salah seorang di antara
sedikit Orientalis yang simpati kepada Islam. Dengan dukung-
an moral Massignon dan bantuan keuangan Yayasan Rockefeller,
Rasjidi dapat melanjutkan studinya di Sorbonne. Hasilnya, pada
23 Maret, 1956, Rasjidi mempertahankan disertasi doktornya yang
berjudul “L'evolution de I'Islam en Indonesie ou consideration
critique du livre Tjentini” (“Perkembangan Islam di Indonesia
atas dasar kajian kritis terhadap Kitab [Serat] Centini”). Lulus
dengan nilai cum laude, Rasjidi menjadi orang Indonesia pertama
menerima gelar “docteur” dari sebuah universitas Prancis.

Disertasi Rasjidi itu kemudian diterbitkan dengan judul Doc-
uments pour servir a I'histoire de I'lslam a Java (Dokumen untuk
Kajian Sejarah Islam di Jawa, Paris, 1977). Bagian pertama buku
ini membahas Serat Centini yang mengandung sejumlah ajar-
an kerohanian dan mistik Jawa. Rasjidi berhujjah, bahwa ajaran-
ajaran ini pada kenyataannya bersumber dari Sufisme. Penting
dicatat, Rasjidi tidak menuduh ajaran-ajaran kerohanian dan
mistik Jawa itu sebagai sesat. Ia malah menganggapnya tidak
relevan bagi kehidupan kaum Muslim di masa moderen. Bagi-
an kedua buku ini membahas kebangkitan dan perkembangan
berbagai organisasi Muslim dan peranan mereka sampai masa
pendudukan Jepang.

Tetapi, lagi-lagi karir akademis-ilmiah Rasjidi terganggu. Ia
sekali lagi diangkat sebagai Dutabesar Indonésia untuk Pakis-
tan. Setelah kurang dari dua tahun di Pakistan, ia terbelah di
antara dua pilihan yang muncul sebagai akibat dari pemberon-
takan PPRI/Permesta masing-masing di Sumatera Tengah dan
Sulawesi Selatan. Pada satu pihak adalah para pendukung PRRI
yang dipimpin oleh sejumlah mantan pemimpin Masyumi, seperti
Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara yang merupa-
kan teman-temannya. Mereka memintanya untuk mendukung
PRRI. Pada pihak lain adalah pemerintah pusat di Jakarta yang
mengharapkannya untuk tetap setia kepada Republik. Tetapi,
akhimya paling tidak secara formal Rasjidi tidak harus memilih
salah satu pihak. Sebaliknya ia menerima tawaran mengajar dari
Institute of Islamic Studies, McGill University di Montreal, Kana-
da, yang pada waktu itu dipimpin Wilfred Cantwell Smith, gu-

18



H. M. Rasjidi, BA

rubesar terkemuka modernisme Islam dan perbandingan agama.
(Cf. Smith, 1957). Mulai musim gugur 1958, Rasjidi mulai menga-
jar beberapa matakuliah tentang sejarah Islam dan hukum Islam.

Secara restrospek, masa Rasjidi selama lima tahun di McGill
merupakan saat-saat pertukaran intelektual yang sangat intens
baginya. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga mengikuti bebera-
pa matakuliah, khususnya tentang Kristianitas. Selain itu, Rasji-
dijuga terlibat dalam pertukaran intelektual dengan dosen-dosen
McGill sendiri seperti Smith, Izutsu, dan Niyazi Berkes, dan do-
sen-dosen tamu yang diundang memberikan ceramah di McGill.
Salah seorang dosen tamu itu adalah J. Schacht, seorang ahli dalam
hukum Islam, yang ketika itu bertugas tetap di Columbia Uni-
versity, New York. Schacht, tentu saja, terkenal dengan pendapat-
pendapatnya yang kontroversial bagi sarjana Muslim tentang
asal-usul dan perkembangan hukum Islam. Hal ini juga jelas bagi
Rasjidi ketika Schacht memberi ceramah di McGill.

Argumen pokok yang dimajukan Schacht dalam ceramah di
McGill itu adalah bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki
kekuatan legislatif dan hukum; ia memiliki hanya kekuasaan
keagamaan. Schacht bersikeras bahwa Muhammad tidak mem-
bangun suatu entitas politik yang utuh; ia hanya mendirikan
ummah Muslimin, yaitu komunitas keagamaan yang dibangun
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Muhammad tidak
memiliki otoritas legislatif dan hukum, ia harus menyelesaikan
berbagai masalah secara arbitrase, yang diadopsinya dari tra-
disi Arab pra-Islam. Dalam masa ini, seorang arbiter biasanya
adalah orang bijak, atau bahkan filosof. Jadi, Muhammad lebih
memiliki kebijaksanaan daripada otoritas dan keahlian hukum.
Karena itu, menurut Schacht, istilah Arab yang digunakan dalam
al-Qur’an adalah hakim yang berarti “arbiter”, “penengah”, atau
bahkan “juri”, daripada gadi yang berarti “hakim”, atau “pe-
mutus hukum” yang mempunyai otoritas hukum untuk menye-
lesaikan kasus-kasus hukum atau bahkan menetapkan hukum.

Argumen Schacht tidak diterima Rasyidi, satu-satunya orang
dari kalangan audiens yang mempersoalkan validitasnya.
Menurut Rasjidi, argumen Schacht berdasarkan salah penger-
tiannya terhadap kedua istilah tadi dan terhadap al-Quran se-
cara keseluruhan. Rasjidi menyatakan, kedua istilah itu di-
gunakan al-Qur’an secara sinonim. Hanya pada satu tempat
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atau ayat al-Qur’an menggunakan istilah hakama sebagaimana
dipahami Schacht. Lebih jauh, Rasjidi memandang bahwa ar-
gumen Schacht lebih daripada sekedar salah pengertiannya ter-
hadap istilah-istilah Islam. Argumen Schacht bahkan merupa-
kan ancaman terhadap kenabian Muhammad, karena argumen
tersebut membawa kepada teori bahwa Muhammad hanyalah
seorang tokoh agama, bukan pemimpin politik yang bertekad
untuk membangun sebuah “negara Islam”. Ini berarti mengu-
rangi Islam menjadi agama yang hanya peduli terhadap
masalah-masalah keagamaan, tidak terhadap masalah-masalah
politik. Implikasi lebih lanjut dari argumen Schacht adalah bah-
wa seluruh ketentuan hukum Islam yang menggunakan hadits
tidak mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sendiri
karena hadits hanyalah fabrikasi kaum Muslimin pada masa
awal Islam (Cf. Schacht, 1950; 1984; Rahman, 1966; Azami, 1977).

Argumen tandingan yang dikemukakan Rasjidi menimbul-
kan kehebohan di Institute of Islamic Studies McGill. Schacht
sendiri membalas dengan marah sambil menuduh Rasjidi tidak
memahami masalah. Lebih jauh, Niyazi Berkes, (Cf. Berkes,
1964) dikenal sebagai sarjana sekuler tipikal Turki, melancar-
kan kampanye fitnah terhadap Rasiidi; ia menuduhnya sebagat
“sangat ortodoks” dan, karena itu, haruslah tidak dibiarkan meng-
ajar di McGill. Smith, Direktur Institute, membatalkan seluruh
perkuliahan dan menyelenggarakan pertemuan khusus untuk
membahas masalah. Rasjidi pertama-tama diminta untuk men-
jelaskan pendapatnya; tetapi Rasjidi sendiri merasakan bahwa
pertemuan itu merupakan pengadilan terhadapnya. Tetapi ia
berhasil keluar dari situasi sulit ini ketika Izutsu mendukungnya
dengan menyatakan bahwa argumen Rasjidi sepenuhnya be-
nar (Soebagijo, 1985: 62-4. Cf. Izutsu, 1966/ 1933).

Rasjidi memang tidak terpesona dan gentar kepada nama
besar seperti yang dimiliki Schacht, Ia kembali menunjukkan
sikap ini ketika ia menjabat Direktur Pelaksana Pusat Islam
Washington D.C. yang dipegangnya pada 1963. Atas nama Pu-
sat Islam ia menghadiri sebuah Konperensi bertajuk “Islam and
Peace” yang diselenggarakan University of North Carolina.
Salah seorang pembicara adalah Majid Khadduri, ahli tentang
Islam dan perdamaian. Pada konperensi itu Khadduri berargu-
men bahwa Islam (atau tepatnya Dar al-Islam) memandang du-
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nia dalam keadaan perang abadi melawan Dar al-Harb. Cara
satu-satunya untuk mengakhiri situasi itu adalah melalui keke-
rasan dan perang. Argumen Khadduri ini sebenarnya tidaklah
baru. Ja merupakan pengulangan saja dari argumen lebih rinci
dalam bukunya War and Peace in the Law of Islam (Baltimore:
1955). .

Rasjidi tanpa ragu-ragu lagi segera menyatakan keberatan-
nya terhadap teori Khadduri. Menurut dia, adalah benar jika
orang-orang kafir yang ingin hidup damai, dapat memeluk Is-
lam atau membayar jizysh sebagai imbalan atas perlindungan
yang diberikan negara Muslim. Selama mereka tidak bersikap
bermusuhan terhadap kaum Muslimin atau mengancam sta-
bilitas negara, tidak ada alasan bagi kaum Muslimin untuk
melancarkan perang (jihad) terhadap mereka. Al-Qur‘an tidak
membenarkan kaum Muslimin memerangi orang-orang kafir
guna memaksa mereka masuk Islam.

Argumen Rasjidi tentu saja juga tidak baru. Sejak awal
perkembangan hukum Islam, sejumlah ulama telah merumus-
kan secara rinci hukum damai dan perang dalam Islam. Apa
yang dikemukakan Rasjidi pada intinya adalah sama dengan
apa yang telah ditetapkan para ahli hukum Islam di masa silam
(Cf. Azra, 1994A; Peters, 1979; 1977).

Dalam kenangannya terhadap masa lima tahun bertugas di
McGill, Rasjidi mengingatkan bahaya mengritik Orientalis terke-
muka semacam Schacht atan Khadduri. Pengritik bukan hanya
- dapat dituduh sebagai “ortodoks” atau bahkan “fundamentalis”,
tetapi juga bisa menyebabkan ia kehilangan pekerjaan. Tetapi keli-
ru menganggap bahwa Rasjidi menentang seluruh Orientalis. Ia
jelas memiliki penghargaan yang tinggi kepada Massignon. Ia
bahkan membela Snouck Hurgronje dengan menyatakan bah-
wa Orientalis terkemuka Belanda ini adalah teman kaum Mus-
limin Indonesia karena memberikan sumbangan bagi kemajuan
Islam. Pembelaan Rasjidi terhadap Snouck yang dikritik banyak
ahli itu menimbulkan kontroversi hebat dalam media massa
Indonesia.

Kritik kerasnya terhadap Schacht dan Khadduri merupakan
polemik-polemik pertama yang dilakukan Rasjidi. Selanjutnya,
sebagaimana akan kita lihat, Rasjidi kemudian juga terkenal
sebagai seorang polemikus ulung di Indonesia. Dari polemik-
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polemik yang dilakukannya, terlihat bahwa concern pokok Rasji-
di adalah melindungi kemurnian ajaran Islam dan sekaligus
membela keimanan ummat. Menjadi seorang polemikus sering
tidak mudah. Polemik akan membuka batas-batas yang jelas
dari pendapat-pendapat yang berbeda, Polemik juga dapat
menyulitkan kehidupan polemikus, khususnya jika lawan ber-
polemiknya berada dalam posisi yang kuat untuk membalas.
Rasjidi bukanlah pengecualian dalam hal ini. Keberaniannya
untuk bersuara lantang menimbutkan perlawanan dari pengu-
rus Islamic Center Washington D.C., yang sebenarnya telah ter-
cabik-cabik konflik internal yang berkepanjangan jauh sebelum
Rasjidi diangkat sebagai Direktur Pelaksana. Rasjidi akhirnya
disingkirkan secara halus dari jabatannya.

Dengan demikian mulailah babak baru dalam kehidupan
Rasjidi. Kembali ke Indonesia, ia menemukan situasi politik
tahun 1965 telah didominasi PKI. Tidak ragu lagi, Rasjidi meru-
pakan salah seorang penentang komunisme vang paling gigih.
Ia bahkan menulis sebuah buku khusus berjudul Islam Menen-
tang Komunisme yang mengungkapkan kekeliruan komunisme
baik pada tingkat konseptual maupun praksis. Tetapi, mem-
pertimbangkan kelantangannya, kelihatan agak aneh kalau
Rasjidi tidak secara terbuka mengungkapkan penentangannya
kepada PKI. Kenyataan bahwa kekuasaan Presiden Soekarno
dan PKI begitu nampaknya memaksa Rasjidi untuk diam. Pe-
nindasan PKI terhadap Islam dan para pemimpin Muslim agak-
nya menyebabkan Rasjidi memilih untuk mengadakan perjalan-
an ke luarnegeri, ke Arab Saudi, di manaia dipilih sebagai anggo-
ta Rabithah al-’Alam al-Islami. Belakangan ia ditunjuk sebagai
Direktur Perwakilan Rabithah di Jakarta.

Jadi, ketika PKI melancarkan Kudeta yang gagal pada 30 Sep-
tember 1965, Rasjidi sedang berada di Arab Saudi mengadakan
pertemuan dengan pemimpin-pemimpin puncak negara itu,
termasuk Raja Faisal. Menjawab pertanyaan Raja Faisal tentang
situasi politik Indonesia yang kacau waktu itu, Rasjidi mene-
geaskan: “Adalah kegagalan Soekarno menguasai' PKI yang
membawa Indonesia ke dalam kesulitan-kesulitan politik dan
ekonomi”.

Kembali ke Indonesia, Rasjidi menganggur. Tetapi dalam
waktu yang tidak terlalu lama, pada September 1966, ia diangkat
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sebagai gurubesar hukum Islam pada Fakultas Hukum Uni-
versitas Indonesia. Dan pada 20 April 1968 ia dipromosikan
kepada posisi gurubesar hukum dan institusi Islam. Pada
kesempatan promosi itu, Rasjidi menyampaikan orasi ilmiah
berjudul “Islam dan Indonesia dalam Masa Moderen”. Sayang
ia tidak memberikan pembahasan sistematik tentang subyek
penting ini. Ja mulai dengan mengritik banyak Muslim Indo-
nesia yang menurutnya tidak memiliki pengetahuan memadai
tentang Islam. Meski mereka percaya pada kebenaran syari‘ah,
mereka melanggar ketentuan-ketentuannya dalam kehidupan
sehari-hari. Tetapi Rasjidi segera menemukan apologi: “Ini ada-
lah tingkat religiusitas bangsa Indonesia umumnya, termasuk
para penganut Kristen” (Cf. Ananda, ed. 1985, 86-92).

Rasjidi kemudian terus mengritik para missionaris Kristen
dan etnografer yang cepat menemukan kelemahan religiusitas
kaum Muslimin, sementara melupakan peranan negatif Kris-
tHanitas dalam sejarah Eropa. Ia dengan fasih mengutip Snouck
Hurgronje yang menyatakan, meski Kristianitas telah memiliki
sejarah panjang di Eropa, masih banyak orang Eropa yang
menyembah patung. Lebih jauh, ujar Rasjidi, mereka tidak per-
nah membaca Injil; mereka bodoh dan percaya takhyul. Kon-
sekuensinya, orang-orang Kristen tidak punyak hak moral un-
tuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Inilah
salah satu alasan kenapa ia percaya bahwa Snouck Hurgronje
merupakan pembela Islam dan kaum Muslimin dari usaha te-
rus menerus pihak misionaris Kristen untuk mengkristenkan
orang-orang Islam.

Memelihara keimanan kaum Muslim dari Kristenisasi me-
mang merupakan salah satu tema paling distingtif dari wacana
Rasjidi. Menjelang akhir 1960an hubungan antara Muslim-Kris-
ten di Indonesia cukup terganggu.* Pada 1967 sebuah gereja
dihancurkan orang-orang Islam karena seorang pemimpin gere-
ja dianggap telah menghina Nabi Muhammad; di Aceh menen-
tang penggunaan sebuah gereja baru yang dibangun di wilayah
yang tak memiliki seorangpun penganut Kristen. Selain itu, para

*Lihat bab tentang Mohammad Dachlan.
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missionaris sangat ekspansif dan agresif, yang menjalankan
usaha Kristenisasi door-to-door ke rumah orang-orang Islam.
Padahal, sebelumnya pada saat-saat penumbangan PKI banyak
orang yang takut dituduh PKI masuk ke dalam agama Kristen.
Menghadapi semua perkembangan yang tidak sehat ini, pe-
merintah berusaha menetapkan ketentuan-ketentuan yang le-
bih fair dalam aktivitas-aktivitas penyiaran agama. Ini dilaku-
kan dengan mengumpulkan para pemimpin agama-agama, ter-
masuk Rasjidi. Dalam pertemuan ini, mayoritas peserta meng-
usulkan agar penyiaran agama tidak dilakukan di wilayah yang
penduduknya telah menganut agama tertentu. Pertemuan in
gagal menghasilkan kesepakatan karena para pemimpin Kris-
ten menolak menyetujui proposal tersebut.

Jelas bahwa kegiatan penyiaran Kristen merupakan salah satu
concern pokok Rasjidi. Untuk tujuan itu, ia menghabiskan ba-
nyak enerji guna mengungkapkan tidak hanya penyimpangan
doktrin-doktrin Kristen sepanjang sejarah Eropa, tetapi juga
tentang berbagai tricks yang dipakai para missionaris untuk
mengkristenkan orang-orang: Islam. Tidak mengherankan ka-
lau Rasjidi menulis sejumlah karya tulis tentang masalah ini,
antara lain: Mengapa Saya tetap Memeluk Islam; Sikap Ummat Is-
lam terhadap Ekspansi Kristen; Kasus RUU Perkawinan dalam
Hubungan Islam dan Kristen, yang akhirnya dilarang beredar oleh
pemerintah; Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Jakarta 1975:
Artinya bagi Dunia Islam; dan Dari Rasjidi dan Maududi kepada
Paus Paulus VI.

Kini orang bisa lebih memahami kenapa Rasjidi tanpa ragu-
ragu membawa kasus ekspansi Kristen di Indonesia ke dalam
seminar antar-agama yang diselenggarakan di Tokyo pada 28
Oktober 1968. Ketika berbicara pada seminar ini, Rasjidi perta-
ma-tama mengutip kode etik yang panjang bagi kegiatan-kegiat-
an missionaris sebagaimana ditulis Daniel J. Fleming, profesor
pada Union Theological Seminary, New York. Kode Etik ini anta-
ra lain menyatakan, konversi keagamaan janganlah dilakukan
dengan cara-cara yang tidak beradab (uncivilized), misalnya
dengan menghina tokoh-tokoh dan kepercayaan agama orang
lain. Lebih lanjut, konversi haruslah tidak melibatkan peng-
gunaan ancaman fisik atau politik; rayuan imbalan materi atau
pendidikan. Akhirnya, konversi haruslah tidak dilakukan di
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antara anak-anak atau yang menyebabkan pertikaian dan per-
pecahan di antara keluarga atau suku.

Setelah mengutip ini, Rasjidi terus bercerita tentang aktivi-
tas missionaris di Indonesia. Menurut orbservasinya, gereja-
gereja di Indonesia telah mengeksploatasi kemiskinan rakyat.
Para missionaris membagi-bagikan beras, pakaian dan uang di
kalangan petani miskin atau buruh yang menganggur dengan
syarat bahwa mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah-
sekolah missionaris. Orang-orang Kristen membangun gereja-
gereja atau sekolah-sekolah di perkampungan Muslim. Untuk
tujuan ini mereka, kalau perlu, membeli tanah dengan harga
dua kali lipat dari harga sebenarnya. Kadang-kadang mereka
membeli tanah melalui orang lain yang tidak punya hubungan
dengan gereja, tetapi kemudian harus menjual tanah itu kepa-
da gereja. Atau mereka membeli toko atau rumah yvang kemu-
dian diubah secara tidak sah menjadi gereja. Lebih jauh, ujar
Rasjidi, anak-anak muda Kristen, baik laki-laki maupun perem-
puan, secara sengaja disebarkan untuk menggoda anak-anak muda
Muslim. Akhirnya, para missionaris Kristen mendatangi rumah-
rumah Muslim tanpa izin dan mendesak untuk mendengarkan
penjelasan tentang agama mereka (Anwar, 1985; 158-61).

Rasjidi selanjutnya menyatakan, para missionaris Kristen
sering menggunakan prinsip “toleransi beragama” untuk men-
capai tujuan-tujuan mereka. Mereka menekankan bahwa kaum
Muslimin, sebagai mayoritas penduduk Indonesia, harus tole-
ran kepada ummat Kristiani yang merupakan kelompok mi-
noritas. Mereka juga menggunakan isyu hak asasi manusia
untuk mengabsahkan kegiatan-kegiatan penyiaran agama mere-
ka. Mereka bahkan mengidentikkan Kristianitas dengan mo-
dernitas dan, sebaliknya mengindentikkan agama lain, khusus-
nya Islam, dengan tradisionalisme dan keterbelakangan.

Akhirnya Rasjidi mengingatkan audiens Seminar, bahwa ren-
cana pembangunan nasional yang dilancarkan Jenderal Soeharto
setelah Orde Baru mengkonsolidasikan kekuasaannya akan
berakhir dengan kegagalan jika aktivitas misionaris seperti itu
tidak diselesaikan. Negara manapun yang terbelah oleh konf-
lik keagamaan tidak akan mampu membangun ekonominya.
Dan jika pembangunan Indonesia gagal, ini akan memberikan
kesempatan emas kepada komunis untuk bangkit. “Kadang-
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kadang kita menangis melihat kenyataan ini”, ujar Rasjidi.

Apa reaksi pemimpin Kristiani terhadap pernyataan Rasjidi
ini? Sulit mengetahui dengan pasti, karena bahan-bahan ten-
tang ini sulit diperoleh. Thromi, seorang pemimpin Protestan
yang hadir dalam seminar antar-agama tersebut bersama Rasji-
di kelihatannya menahan diri untuk membalas atau mengritik
Rasjidi. Dalam artikelnya yang termasuk dalam buku Feeschrift
bagi Rasjidi, ia hanya menyatakan bahwa ia [Ihromi] juga tidak
menyukai cara-cara sebagian misionaris mengajak orang ma-
suk ke dalam agama Kristen. “Sangat memalukan mengkris-
tenkan orang dengan cara [membagikan] beras, obat-obatan,
penyekolahan dan [posisi-posisi} politik” (Ihromi, 1985: 167-71).

Keterusterangan Rasjidi membuka masalah yang sangat sen-
sitif ini bisa mencengangkan sebagian orang. Ia adalah seorang
intelektual yang memperoleh gelar PhD dari sebuah universi-
tas Barat yang dikenal dengan liberalismenya; ini seyogyanya
membuat ia secara intelektual dan keagamaan juga liberal. Kena-
pa Rasjidi tidak mewarisi tradisi Barat dalam liberalisme intele-
ktual dan keagamaan, atau tradisi Jawa tentang harmoni kea ga-
maan dan sinkretisme?

Jawaban atas pertanyaan ini agaknya lebih berkaitan dengan
lingkungan intelektual dan keagamaan yang dialami Rasjidi
pada waktu ia di Kairo. Ia kelihatan seirama dengan Sayyid
Quthb, temannya dan seorang Muslim moderen yang dibesar-
kan dalam sistem pendidikan Mesir yang telah mengalami
Westernisasi tetapi sangat terkenal karena sikap polemiknya
terhadap tradisi Barat, termasuk Kristianitas. Qutb, bersama
Mawdudi yang bersama Rasjidi menulis himbauan kepada Paus
Paulus VI, terkenal sebagai pemikir terkemuka “fundamental-
is”. Rasjidi juga pernah disebut sebagai “fundamentalis”. Ia
kelihatan tidak keberatan dengan julukan ini. Ia bahkan me-
mandangnya sebagai kehormatan; karena ia merasa memang
mengabdikan diri untuk menjaga fundamental keimanan Islam
(Anwar, 1985: 164-5).

Tetapi penting dicatat, walau Rasjidi begitu polemik terhadap
Kristianitas, ia mengakui pentingnya penghargaan terhadap
pluralitas keagamaan dalam dunia moderen. Karena itu, ia sa-
ngat mendukung gagasan toleransi beragama. Sebagai seorang
Muslim, tentu saja ia meyakini bahwa Islam adalah agama pa-
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ling benar, yang akan membawa para pemeluksiya kepada ke-
majuan dalam dunia moderen selama mereka memahami dan
menjalankan Islam secara benar.

Kontroversi dan polemik penting lain yang dilakukan Rasji-
di adalah berkenaan dengan gagasan dan gerakan pembaruan

-yang dilancarkan Nurcholish Madjid, yang terjadi pada 1971-
1972, Gagasan sentral pembaruan Nurcholish adalah bahwa
ummat Islam telah terjebak dalam kejumudan karena mereka
berpegang kepada penafsiran tradisional yang tidak mendorong
tumbuhnya sikap mental konstruktif bagi modernisasi Indone-
sia. Nurcholish menyatakan, pembaharuan sekarang ini meru-
pakan tugas mendesak, karena pembaruan yang dilancarkan
organisasi reformis seperti Muhammadiyah dan Persis telah
gagal. Dalam pandangannya, persoalan ini tidak bisa dipecah-
kan dengan pendekatan politik, karena partai politik Islam tidak
atraktif dan gagal membangun citra positif. Karena itu, pem-
baruan harus melibatkan gagasan yang disebut Nurcholish
Madjid sebagai “Islam yes, partai Islam no”, liberalisasi, dan
“sekularisasi” (cf. Madjid 1987; Hassan 1982).

Untuk kepentingan esei ini tidak perlu mengungkapkan lebih
jauh dan rinci gagasan pembaruan Nurcholish. Yang penting
adalah, bahwa Rasjidi termasuk, salah seorang tokoh terpen-
ting yang menentang gagasan-gagasan pembaruan tersebut.
Untuk kepentingan itu, Rasjidi bahkan menulis buku khusus
berjudul Koreksi terhadap Drs. Nurckolis{h] Madjid tentang Seku-
larisasi, di mana ia mengritik hampir setiap detil gagasan Nur-
cholish. Buku ini dalam banyak segi mencerminkan keahlian
Rasjidi dalam banyak bidang. Ia dengan fasih mengutip argu-
men-argumen keagamaan, filosofis, sosiologis dan historis guna
membuktikan “kekeliruan” Nurcholish.

Menurut Rasjidi, Nurcholish menggunakan istilah “sekulari-
sasi” dan “sekularisme” secara semena-mena dengan memisah-
kan makna kedua kata yang berkaitan erat ini. Sekularisasi
dalam pendangan Rasjidi identik dengan adopsi sekularisme,
yang berarti pemisahan antara urusan keagamaan dengan ke-
duniaan. Rasjidi, seperti juga Nurcholish, percaya bahwa seku-
larisme bertentangan dengan Islam, atau bahkan dengan aga-
ma manapun. Untuk menunjukkan bahaya sekularisme, Rasji-
di mengacu kepada perkembangan sekularisme di Eropa. Menu-
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rut dia, sekularisme mulai mendapatkan momentum pada masa
pertengahan, ketika ranah-ranah keduniaan dalam kehidupan
mulai dipisahkan dari agama, persisnya Katolik. Dengan ke-
bangkitan gereja-gereja reformis, seperti Protestan, pemisahan
antara kedua bidang ini menjadi semakin lebar. Menurut Rasji-
di inilah asal muasal ateisme (Rasjidi, 1972: 14-6).

Setelah beragumen panjang, Rasjidi menyimpulkan bahwa
gagasan pembaruan Islam yang dilontarkan Nurcholish meru-
pakan ancaman terhadap ummat Islam. Ia menilai Nurcholish
kebingungan dalam beberapa isyu keagamaan, karena ia be-
lum “cukup dewasa” dan, karena itu, tidak kualified untuk
menyinggung masalah-masalah serius tentang agama. Teori-
teorinya dangkal, dan tak seorangpun yang akan menerima-
nya (Ibid: 56, 85).

Rasjidi secara konsisten mempertahankan citranya sebagai

mbela terkuat keimanan Islam. Untuk tujuan itu, kembali ia
membuka polemik dengan: Harun Nasution, Rektor IAIN Jakar-
ta; almarhum Ahmad Wahib, dan AMW Pranarka, Ketua CSIS
Jakarta. Ia juga membuka polemik untuk membuktikan “keke-
liruan” Syi*ah (Rasjidi, 1984A).

Inti dari kritik keras Rasjidi terhadap Harun Nasution terle-
tak pada keteguhan Harun menyebarkan semangat Islam libe-
ral, khususnya di kalangan mahasiswa IAIN, melalui bukunya
Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Rasjidi menulis buku khusus
untuk mengritik Harun berjudul Koreksi terhadap Dr. Harun Na-
sution tentang “Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1977). Rasiji-
di tidak hanya fasih dalam mengritik hampir setiap aspek
pemikiran Harun Nasution, tetapi juga menuduhnya sebagai
“agen” Orientalis dan pembangkit kembali ajaran-ajaran rasional
Mu’tazilah. Setelah memberikan label-label ini kepada Harun
Nasution, Rasjidi menyimpulkan, gagasan-gagasan Harun Na-
sution mengancam Islam dan kaum Muslimin di Indonesia
(Rasjidi, 1977: 11-2, 107).

Ancaman terhadap Islam dan kaum Muslimin juga dilihat
Rasjidi dalam gagasan-gagasan Ahmad Wahib, seperti terdapat
dalam buku Pergolakan Pemikiran Islam yang disunting Djohan
Effendi dan Ismet Natsir (Jakarta, LP3ES: 1981). Buku yang ber-
asal dari catatan harian almarhum Ahmad Wahib ini sangat
kontroversial karena mencakup penolakan terhadap kemapan-
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an Islam baik segi doktrinal maupun ideologis. Tetapi berbeda
dengan kritik-kritik Rasjidi yang sebelumnya bersifat substan-
tif, kritiknya kali ini lebih tertuju kepada penerbitan buku itu
sendiri. Ia menyimpulkan, catatan harian itu merupakan sebuah
tragedi dalam kehidupan Islam pada masa Orde Baru. a juga
menyesalkan Mukti Ali, salah seorang pelanjutnya sebagai
Menteri Agama, yang memberi kata pengantar bagi buku itu.

Polemik terakhir Rasjidi yang penting dikemukakan di sini
adalah dengan Pranarka, tokoh CSIS yang merupakan think tank
kelompok Katolik dan sekuler, berkenaan dengan dua tema
pokok: nasionalisme dan agama, khususnya Islam; dan strate-
gi kebudayaan dalam hubungan dengan pendidikan nasional.
Perdebatan dimulai dengan penerbitan wawancara Pranarka
yang dimuat Harian Suara Karya (14 April, 1978). Gagasan pokok
Pranarka adalah bahwa nasionalisme Indonesia telah ada sejak
masa pra-sejarah, dan agama, khususnya Islam, merupakan
kendala terhadap nasionalisme.

Dalam membantah Pranarka, sekali lagi Rasjidi menunjuk-
kan penguasaannya yang mengesankan terhadap sejarah dan
filsafat nasionalisme dan hubungannya dengan agama. Karena
Pranarka mengutip Hegel sebagai titik awal pembahasannya,
Rasjidi memberikan analisis panjang tentang filsafat Hegelian
guna membuktikan bahwa Pranarka telah salah paham terhadap
filsafat Hegelian. Kemudian, mengutip salah seorang otoritas
paling menonjol dalam soal nasionalisme, Hans Kohn, Rasjidi
menyatakan adalah absurd untuk menyatakan bahwa nasional-
isme telah eksis di Indonesia sejak masa pra-sejarah. Kohn bah-
kan percaya bahwa nasionalisme baru mendapat landasan yang
kuat di Eropa pada abad 18.

Selanjutnya menurut Rasjidi, dalam pengalaman Indonesia,
tidak ada distingsi assosiatif antara nasionalisme dan Islam di
kalangan kaum Muslimin. Islam merupakan salah satu faktor
terpenting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Adalah
Islam yang menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia.
Karena itu, Rasjidi membantah argumen Pranarka bahwa Pan-
casila sebagai ideologi nasional negara-bangsa Indonesia tidak
mempunyai hubungan dengan doktrin agama tertentu. Di sini
Rasjidi mengutip Muhammad Yamin yang menjelaskan bah-
wa, misalnya, sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang
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Maha Esa, harus dipahami dalam kaitannya dengan ajaran aga-
ma monoteistik.

Sikap Rasjidi terhadap masalah hubungan antara Pancasila
dan Islam sekali lagi menunjukkan posisi politiknya. Ia adalah
seorang nasionalis, yang tidak pernah mempertentangkan an-
tara keimanannya dengan ideologi nasional Indonesia. Meski
ia kadang-kadang mengritik sejumlah kebijakan pemerintah
yang dipandangnya dapat mengancam kepentingan Islam dan
kaum Muslimin, ia tak pernah menunjukkan tanda-tanda
ketidaksetiaan kepada Republik.

Penutup

Biografi Rasjidi, sang Menteri Agama pertama, mencerita-
kan banyak hal: akomodasi dan konflik antara Islam dan pan-
dangan hidup Jawa; transformasi seorang Jawa dari keluarga
Abangan menjadi Muslim ortodoks; pengembaraan menuntut
ilmu (rihlah ilmiyah) ke negeri yang dipandang sebagai salah
satu pusat intelektualisme Islam yang lengkap dengan aktivis-
me politik mahasiswa; pembentukan Kementerian Agama dan
oposisi terhadap eksistensinya; encounters dengan tradisi keil-
muan dan akademis Barat; dan dinamika Islam pasca-Orde
Lama. Kehidupan Rasjidi dengan demikian adalah sebuah
“teks” sejarah sosial yang melukiskan tidak hanya lingkungan
keagamaan, sosial dan politik; tetapi juga dapat ditafsirkan ulang
dan bahkan menjadi obyek kritisisme.

Pengalaman kehidupan Rasjidi sebagai sebuah teks sosial
dapat membimbing kalangan kaum Muslimin Indonesia ten-
tang bagaimana cara memandang dan memahami Islam dan
dinamikanya di negeri ini. Dengan demikian “teks sosial” Rasjidi
telah ikut menyumbang dengan caranya sendiri kepada waca-
na dinamik tersebut. Teks itu sendiri pun belum sepenuhnya
selesai ditulis; karena itu re-assessment agaknya diperlukan di
masa datang.
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Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi:

Pengajaran Agama di Sekolah Umum

Akh. Minhaji
dan M. Athq Mudzhar

Prof. KHR. Fathurrahman Kafrawi adalah figur yang menarik
dan penuh kombinasi. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman pendidik-
an, perjuangannya melawan penjajah, dan upayanya ikut mem-
bangun bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Sayang, hingga
kini baru ada tiga tulisan tentang Fathurrahman yang diterbitkan
Departemen Agama Pusat, itupun merupakan tulisan yang amat
singkat.! Untuk menghadirkan informasi yang lebih lengkap, tu-
lisan berikut di samping didasarkan pada ketiga informasi tersebut
juga ditambah dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan
baik dengan keluarganya maupun kawan sejawatnya, antara lain
adalah Dr. Salladin,? Muhammad Fadlan Abdul Ghani,? Ny.Dr.M.

'Informasi dari Depag RI adalah Laporan Sejarah Departemen Agama (Jakarta:
Proyek Penelitian Keagamaan, 1980/1981), Armual Bakti Departemen Agama R.I: Eksis-
tensi dan Derap Langkahnya (Jakarta: Departemen Agarna R1, 1996) dan 50 Tahun
Departemen Agama; Perjuangan dan Pengabdian (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996).

“Ia adalah putra Fathurrahman yang sekarang tinggal di Malang dan menjadi
dosen tetap Pascasarjana IKIP Negeri Malang,

’la adalah kawan sejawat Fathurrahman yang perah mergabat sebagai Waliko-
taMadyaYogyakartadanjugapmnhmﬁadiSekrheﬁsHDemeengunmPagu—
ruan Tinggi Islam (sekarang Ul). Menurut pengakuan Fadlan, setelah Fathurrah-
manbertugasdiYogyakarta,dialahmangpMyangmpe:kma]kanFaﬂ\m-
rahman kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat di Yogyakarta seperti Adnan,
MuchtarYahya, HasbiAsh-Shiddieqy dan pihak KeratonYogyakarta. Fadlan sekarang
bausiaGBmhmdanﬁrlggaldiYogyakam.KmamFadlanmnumyasudahagak
uzur, maka ketika wawancara dilakukan ia banyak dibantu oleh Kalimin Rahmat
Tohari, seorang yang selalu mendampingi Fadlan
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Amin,* dan Drs. H. Tarmudji.?

Pendidikan dan Kepribadiannya

Fathurrahman Kafrawi lahir dari keluarga santri di Tuban, Jawa
Timur, pada 10 Desember 1901. Ibunya bernama Aisyah, mening-
gal dan dimakamkan di Surabaya. Sedangkan bapaknya, Kafrawi,
adalah seorang kiyai dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan
Penghulu pada masa penjajahan Belanda. Ia kawin dengan Buchai-
nah binti Hisyam dan dikaruniai anak lima orang;: Salladin, Latifah
Hanum, Kamal Hidayat, Djalaluddin Fuad, dan Liliek Amalia.®
Menurut M. Fadlan Abd. Ghani, Buchainah berasal dari lingkung-
an Muhammadiyah; namun setelah menikah dengan Fathurrah-
man dan pindah ke Yogyakarta, ia menjadi anggota NU dan salah
seorang pengurus Muslimat di Yogyakarta. Dari latarbelakang di-
rinya yang NU dan isterinya yang Muhammadiyah, bisa dipahami
jika Fathurrahman adalah orang yang terbuka tethadap berbagai
golongan dan kelompok umat Islam yang ada ketika itu, tanpa
melepaskan diri dari karakter ke-NU-annya.

Fathurrahman mempunyai latar belakang pendidikan yang bera-
gam. Ia pernah belajar di pesantren, di Timur Tengah dan juga di
Barat. Pertama, ia mondok di Pesantren Jamsaren, Solo, dibawah
pimpinan K.H. Umar—pondok yang dikenal telah melahirkan ba-
nyak ulama dan tokoh nasional” Setelah itu, ia melanjutkan pen-
didikannya di Mekkah dan kemudian di Al-Azhar (Mesir) selama
sekitar sepuluh tahun. Sewaktu di Mesir, ia aktif dalam berbagai
kegiatan termasuk dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Kairo,
Jamaah al-Khayriyah al-Talabiyah al-Azhariyah al-Jawiyah. Menjelang

#fa adalah isteri Dr. M. Amin, keponakan Fathurrahman, sekarang tinggal di
‘Yogyakarta. '

5la adalah Kabagset Kanwil Departemnen Agama Yogyakarta.

*Dr. Salladin bertempat tinggal di Malang dan kawin dengan Sri Sudarmi,
MSPD. Latifah Hanum kawin dengan Nursohib Hudan, SH. sekarang tinggal di
Surabaya. Kol. Djalahiddin Fuad (AL) kawin dengan Jeni Surjani tinggal di Jakar-
ta. Liliek Amalia kawin dengan Ir. Agus Sudiman (almarhum) dan tinggal di Bogor.
Sedangkan Kamal Hidayat, S.H. (almarhum) kawin dengan R-A. Kusumangastu-
ti sekarang tinggal di Jakarta.

7Antara lain adalah KH. Masjkur dan H. Munawir Sjadzali. Lihat bab ten-
tang K.H. Masjkur dan Munawir Sjadzali.
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1925, ia bahkan menjadi ketuanya? Selain itu, bersama Djanan
Thaib,’ ia juga turut melahirkandan mengelola jurnal Seruan Azhar1®

Dari Mesir, Fathurraman memperdalam pengetahuannya di
Leiden University, Belanda, hingga memperoleh gelar B.A. Kemu-
dian, selama satu tahun ia berada di Prancis dan Inggris untuk bela-
jar bahasa kedua negara tersebut. Dari sini, tidak aneh jika kemudi-
an ia dikenal menguasai banyak bahasa asing, seperti Arab, Belan-
da, Inggris, Prancis, dan Latin. Dengan latarbelakang pendidikan
seperti itu, jelas wawasan Fathurrahman cukup luas dan karena itu
dapat dimaklumi, jika kemudian ia terpilih untuk menduduki po-
sisi-posisi penting, antara lain Menteri Agama RI.

Fathurrrahman dikenal sebagai figur dan tokoh yang sederhana
dan hangat dalam pergaulan dan dekat dengan rakyat kecil. Kese-
derhanaannya antara lain terlihat ketika ia tidak mau menggunakan
fasilitas mobil yang diberikan pemerintah dengan alasan karena hal
itu akan menjauhkan hubungannya dengan rakyat kecil. Dr. Sa-
lladin menceritakan bahwa jika pulang dari Jakarta setelah mengikuti
sidang-sidang MPRS, Fathurrahman selalu ikut kereta api dan
menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para penumpang
lainnya bahkan sesekali juga dengan masinisnya, menyangkut
masalah-masalah sosial. Di samping itu, ia juga menghargai perbe-
daan pendapat dan terbuka akan kritik, baik yang datang dari ka-
langan Islam maupun dari koleganya yang non-Muslim. Bahkan
diceriterakan, seringkali pemimpin agama lain (misalnya pastor)
datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah sosial dan keaga-

*Organisasi ini merupakan organisasi mahasiswa Indonesia-Melayu di Uni-
versitas al-Azhar dan didirikan pada 1922, Ketua pertamanya adalah Djanan Thaib,
mahasiswa asal Minangkabau yang menjadi orang Indonesia pertama yang menda-
pat gelar akademis resmi dari Universitas Al-Azhar pada 1919. Lihat William Roff,
“Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920s,” Indonesia, 9 (1970), hal. 76,

"Selain sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademis
dari Al-Azhar, Djanan Thaib adalah salah satu anggota Konferensi Islam pertama
di Mekah 1926. Ia kemudian menetap di Mekah dan mendirikan Madrasah Indo-
nesia yang sempat bertahan selama 40 tahun. Di samping itu ia juga menjadi Ke-
tua Majlis Syuro Indonesia di Mekah. Lihat, Mona Abaza, Islamic Education Percep-
tions and Exchanges: Indomesian Studens in Cairo (Paris: Cahier d’Archipel 23, 1994),
hal. 76. Lihat juga pengalaman Rasjidi di Kairo dalam lingkungan intelektual
dan sosial yang sama.

UMona Abaza, Islamic Education, hal. 76.
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maan di Indonesia.

Fathurrahman juga dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan teliti.
Diceriterakan, misalnya, selama belajar ia mencari biaya sendiri.
Ketika di Mekkah dan di Mesir ia mengajar ngaji untuk menutupi
kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membiayai pendidikannya.
Sedangkan ketika di Belanda, Perancis, dan Inggris, ia main piano
(musik) di beberapa restoran. Ketika menjabat Menteri Agama, ia
amat teliti mengoreksi setiap surat yang akan dikirim. Kesalahan
ketik satu huruf, titik ataupun koma tidak pemnah lepas dari peng-
amatannya, apalagi menyangkut isi surat itu sendiri.

Selain itu, bersama-sama kawan sejawatnya ia juga aktif dalam
kegiatan menentang penjajah, baik pada masa penjajahan Belanda,
Jepang, ataupun ketika Belanda kembali lagi menyerang Indonesia.
Ia aktif mendukung berbagai organisasi yang memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.

Pada 2 September 1969, ia meninggal dunia pada usia enam pu-
luh delapan tahun dengan meninggalkan seorang isteri dan lima
orang anak, seperti disebutkan di muka, serta sejumlah cucu. Ia di-
makamkan di Karangkajen, Yogyakarta, di mana terdapat pula
makam tokoh ternama lainnya, seperti K.H. Ahmad Dahlan, pendi-
ri Muhammadiyah."

Karir

Selama hidupnya, dapat dikatakan bahwa Fathurrahman mem-
punyai dua karir yang berbeda tapi saling menunjang, yakni bidang
pendidikan dan politik. Sekembali dari Iuar negeri, ia mendirikan
Madrasah Hidayat Islamic School yang terdiri dari tingkat Ibtidaiyah,
Tsanawiyah, dan Aliyah. Karir Fathurrahman, dengan demikian,
dimulai sebagai guru dan profesi ini menyatu dalam dirinya hingga
akhir hayatnya. Selain sebagai pendidik, Fathurrahman juga seorang

"Untuk informasi tentang K.H. Dahlan, baca antara lain Munir Mulkhan, K.H.
Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990); idem, Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dav Amal Muhammad-
iyah (Yogyakarta: Percetakan Pustaka, 1990); M. Yusron, Kyai Haji Ahmad Dahlan:
Pemikiran dan Kepemimpinannya (Yogyakarta: Offset, 1983); Hamka, K.H.A. Dahlan
(Djakarta: Sinar Pudjangga, 1952); Solihin Salam, K.H. Achmad Dahlan: Reformer
Islam Indonesia (Djakarta: Djaja Murni, 1961); idem, K.H. Ahmad Dahlan: Tjita-Tjita
dan Perdjuangannja (Djakarta: Dep. Pengadjaran Muhammadijah, 1962).
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aktivis di NU."” Keaktifannya di organisasi inilah yang kemudian
membawanya terlibat dalam kegiatan politik, karena NU kemudi-
an menjadi salah satu unsur Masyumi.

Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka, partai-par-
tai politik didirikan. Masyumi saat itu dinyatakan sebagai satu-
satunya partai [slam. Dalam kepengurusan pertama (1945-1949) yang
diketuai Sukiman Wirjosandjojo, Fathurrahman menjadi salah satu
anggota Pimpinan Pusat, mewakili unsur NU. Dari sinilah karir
politik Fathurraman melesat cepat, karena dalam Kabinet Syahrir
III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), ia dipercaya sebagai Menteri Aga-
ma RI, menggantikan HM. Rasjidi. Setelah selesai menjabat Men-
teri Agama, karir politiknya tidak berhenti. Ia menjadi Wakil Ketua
Konstituante (1957-1959). Ia juga menjadi anggota MPRS sebagai
wakil Karya Ulama.

Karimya dalam dunia pendidikan juga tetap betlanjut. Pada
1947, ia diangkat sebagai Ketua Panitia Perbaikan Sekolah Tinggi
Islam di Yogyakarta.® Sejak November 1947, Sekolah Tinggi Islam
ini berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (Ull) dengan mem-
buka empat fakultas: Agama, Hukum, Pendidikan, dan Ekonomi.*
Sejak itu, Fathurrahman diangkat sebagai Ketua Badan Wakaf Ull
hingga akhir tahun 1963, dan diangkat sebagai Guru Besar Ul oleh
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selain itu, Fathur-
rahman juga ikut membidani lahitnya percetakan Ull, yang waktu
itu terletak di jalan Pasar Kembang Yogyakarta, Perpustakaan Is-
lam, dan Poliklinik NU Yogyakarta.

"Baca antara lain A. Farichin Chumaidy, “The Jam'iyyah Nahdlatul *Ulama:
Its Rise and Early Development (1926-1945)" (Tesis Master, McGill University, 1976}
dan Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: Er-
langga, 1992).

“Sekolah Tinggi Islam ini didirikan pertama kali oleh Masyumi pada masa
Jepang. Bermula dari keinginan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam
pada awal 1945, Masyumi kemudian membentuk panitia persiapan yang diketuai
Hatta. Secara resmi perguruan tinggi ini dibuka pada 8 Juli 1945 di Jakarta. Na-
mun pada Desember tahun yang sama, sekolah ini ditutup setelah kedatangan
tentara Sekutu. Ia dibuka kembali pada Juli 1946, namun tidak lagi di Jakarta me-
lainkan di Yogyakarta. Lihat, B]. Boland, The Struggle of Islam in Indonesia (The
Hague: Martinus Nijhoff, 1982) hal. 118-119.

“BJ. Boland, The Struggle, hal. 19. Lebih jauh tentang sejarah UII, lihat Dahlan
Thaib, 5.H. dan Moh. Mahfud MD, S.H.,, 5 Windu Ul (Yogyakarta: Liberty, 1984).
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UII dianggap sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia. Hal
ini karena ia didirikan pada 1945, sedang Universitas Gajah Mada,
yang sering dianggap universitas tertua di Indonesia, didirikan pada
1948. Ull ini juga mempunyai arti penting bagi sejarah IAIN karena
bermula dari sinilah IAIN lahir Pada Agustus 1950, keluar Peratur-
an Pemerintah No. 34 yang mengatur pengembangan Fakultas
Agama UIl menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)
yang kemudian diresmikan pembukaannya pada September 1951
di Yogyakarta. PTAIN ini kemudian digabung dengan Akademi
Dinas lmu Agama (ADIA) yang didirikan di Jakarta pada 1957 dan
diubah namanya menjadi Institut Agama Islamn Negeri (TAIN) yang
sampai sekarang telah mencapai 14 di seluruh Indonesia.’s

Dalam proses pengembangan Fakultas Agama Ull menjadi
PTAIN tersebut tadi, Fathurrahman ikut memiliki andil besar. Ia
adalah ketua Tim beranggotakan sebelas orang yang dibentuk Men-
teri Agama K.H. Wahid Hasyim untuk melakukan pengembangan
dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pem-
bukaan PTAIN tadi, mulai dari mempersiapkan gedung, peralatan,
sampai proses penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Menteri Agama RI

Fathurrahman menjabat Menteri Agama RI pada awal kemer-
dekaan ketika situasi politik belum begitu stabil. Walaupun Indone-
sia telah merdeka ternyata masih menghadapi agresi militer Belan-
da. Seperti diketahui, setelah terjadinya agresi militer tersebut, se-
cara de facto Republik Indonesia hanya meliputi wilayah Jawa/Ma-
dura dan Sumatera. Akibatnya, hanya pada dua wilayah tersebut
pula upaya pembenahan organisasi kantor-kantor Kementerian
Agama dapat dilaksanakan. Sedangkan sebagian pegawai Kemen-
terian Agama di daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda
(NICA), terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang masih dikua-
sai Republik. Karena kesulitan transportasi pada waktu itu, alat-alat
perlengkapan kantor terpaksa ditinggalkan di daerah pendudukan.

**BJ. Boland, The Struggle, hal. 119-120; Laporan Sejarah Departemen Agama (Jakar-
ta: Proyek Penelitian Keagamaan, 1980/1981), hal. 51; H. Aboebakar, Sedjarah Hidup
K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar (Jakarta: Panitya Buku Peringatan Alm.
K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 665-670.
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Perlu juga dicatat di sini tentang perubahan sistem kabinet yang
terjadi pada saatitu. Setelah dikeluarkannya Maklumat No. X Tahun
1945, kekuasaan Presiden semakin dibatasi dan tidak lagi tak terba-
tas sepertj pada masa sebelumnya. Kemudian, dikeluarkan juga
Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang mem-
berikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendi-
rikan partai politik. Sejak saat itu, kebebasan mendirikan partai politik
terbuka lebar dan Indonesia kemudian mengenal sistem multi par-
tai. Sejalan dengan ini, pada 14 Nopember 1945 dikeluarkan juga
Maklumat Pemerintah yang menetapkan adanya perubahan kabsi-
net dari presidensial ke parlementer. Pada dasarnya, berbagai lang-
kah ini membuka wacana demokratis yang pluralistik. Namun,
dalam waktu yang sama harus pula diakui bahwa sistem demikian
itu sering menggoyahkan pemerintahan, yang pada gilirannya
mempengaruhi stabilitas politik. Hal ini terlihat, misalnya, bahwa
dalam kurun waktu empat tahun (1945-1949); partai-partai politik
yang ada saling berkompetisi untuk mengendalikan pemerintahan
dan telah menyebabkan jatuh bangunnya pemerintahan yang ada.
Tercatat dalam sejarah bahwa hingga tahun 1947 saja telah terjadi
tiga kali perubahan kabinet, yakni Kabinet Syahrir I, II, dan ITI. Kabi-
net Syarifuddin yang mengganti Kabinet Syahrir I juga tidak bisa
bertahan lama.” Dalam suasana politik seperti itulah Fathurrah-
man menjabat Menteri Agama RI.

Fathurrahman sendiri menjadi Menteri Agama selama sepuluh
bulan saja, sejak 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947 pada masa Kabi-
net Syahrir III. Ia diangkat sebagai Menteri Agama mewakili
Masyumi dari unsur NU, menggantikan Menteri Agama pertama,

*Maklumat No. X tersebut pada dasarnya berisi penetapan fungsi legislatif
bagi KNIP dan juga pembentukan BP-KNIP yang ditugaskan untuk menjalankan
tugas sehari-hari KNIP

"Menurut catatan, dalam waktu yang amat singkat telah terjadi sejumlah pe-
merintahan yang jatuh bangun, bahkan ada diantara pemerintahan itu yang han-
¥a bisa bertahan selama dua bulan saja. Untuk diskusi masalah tersebut, baca
antara lain Moh. Mahfud, Denwokrasi dan Konstitusi di mdonesig (Yogyakarta: Liber-
ty, 1993); idem, “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Konfigurasi Politik
tethadap Produk Hukum di Indonesia” (Disertasi UGM, 1993); George T. Kahin,
Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca: Comell University Press, 1952).
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HM. Rasjidi. Yang menarik, ternyata K.H. Rasjidi kemudian di-
angkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Menteri Agama pada
masa kepemimpinan Fathurrahman. Namun, Rasjidi hanya me-
mangku jabatan tersebut selama kurang lebih dua bulan karena ia
kemudian menjadi anggota misi diplomatik RI di Timur Tengah.
Jabatan Sekjen kemudian dipegang Mr. R. Sunarjo.

Sebagai Menteri Agama kedua, kebijakan yang diambil Fathur-
rahman, antara lain, adalah membenahi struktur organisasi Kemen-
terian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1185/
KJ tanggal 20 November 1946, struktur organisasi Kementerian Aga-
ma peninggalan Rasjidi diperbarui. Terdapat sepuluh bagian yang
disebut Bagian A sampai dengan H, dengan bagian-bagian tertentu
dipecah dalam beberapa sub. Bagian A, misalnya dibagi dalam tiga,
AL A-TL, dan A-IIL Kesepuluh bagian tersebut masing-masing
menangani beberapa urusan. Bagian B, misalnya, menangani urus-
an Jawatan Agama Daerah, Penghulu, Hakim Agama, dan Wakaf.
Sementara, bagian H mengurusi arsip dan ekspedisi.

Kebijaksanaan dalam bidang organisasi seperti dijelaskan di atas
dilanjutkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain guna mem-
perlancar tugas-tugas seperti yang telah digariskan. Salah satunya
adalah dilahirkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak, dan Ruju’. Semula, UU ini dimaksudkan untuk me-
ngoreksi dan memperbaiki peraturan perkawinan yang berlaku pada
masa Pemerintahan Hindia Belanda. Yang ditugasi melakukan hal
tersebut adalah Mr. R. Sunarjo, yang pada waktu itu menjabat se-
bagai Kepala Bagian B. Rancangan UU tersebut kemudian diajukan
ke Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang
waktu itu dipimpin Mr. Asaat, untuk dibahas dalam sidang BP-KNIP
yang dilaksanakan di Purworejo. Namun, dalam sidang tersebut
diusulkan agar materi UU yang baru tersebut bukan hanya mem-
perbaiki peraturan yang ada, tetapi harus merombak aturan-aturan
yang lahir di alam penjajahan untuk kemudian disesuaikan dengan
alam kemerdekaan. Usul ini diterima baik oleh pihak pemerintah,
dan akhirnya pada 20 November 1946 ditetapkan UU No. 22 Tahun
1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
(NTR).

Sebelumnya, para pegawal yang mengurus masalah-masalah
nikah, talak, dan rujuk menerima bayaran dari pihak-pihak yang
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berurusan dengan mereka, Namun, sejak diberlakukannya UU terse-
but, semua biaya masuk ke kas negara, dan para pegawai meneri-
ma gaji setiap bulan dari pemerintah. Sebagai penertiban lebih lan-
jut, pemerintah mengadakan pengangkatan pegawai secara formal.
Tahap pertama, pemerintah menformalkan jabatan-jabatan yang
sudah ada sebelumnya. Misalnya, penghulu diserahi tugas untuk
tingkat kabupaten sedangkan naib-penghulu untuk daerah-daerah
kewedanan dan kecamatan.’®

Pada masa sebelumnya, penghulu bertugas rangkap, yakni Ke-
pala Kantor Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR); Ketua Raad
Agama; dan Penasehat pada Pengadilan Negeri. Setelah diberlaku-
kannya UU No. 22 Tahun 1946, penghulu hanya bertugas untuk
bagian nomor satu di atas, sedangkan tugas nomor dua dan tiga
diserahkan kepada petugas yang lain.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil, Menteri
Agama Fathurrahman mengambil langkah-langkah lebih lanju.
Misalnya, sebagian petugas masjid yang sudah ada diangkat se-
bagai pegawai negeri. Saat itu diangkat pula pegawai pemerintah
yang tugasnya membantu pegawai pencatat NTR. Sejalan dengan
itu, pada 30 April 1947 ditetapkan Maklumat Bersama Kementerian
Dalam Negeri (dibawah pimpinan Mr. Moh. Roem) dengan Ke-
menterian Agama (dibawah pimpinan Fathurrahman) No. 3 Tahun
1947. Maklumat ini berisi aturan-aturan yang bethubungan dengan
hak dan kewajiban para kaum, baik yang disebut modin, kayim,
atau lebai. :

Kaum adalah satu jabatan yang sudah ada sejak masa kesultan-
an, yakni perangkat desa yang khusus mengurusi masalah-masalah
keagamaan. Sejak dikeluarkannya Maklumat di atas, kaum mem-
punyai posisi, hak, dan penghargaan yang sama dengan pamong-

"Sebenarnya, jabatan Penghulu menjadi cikal bakal lahimya Departemen Ag-
ama di kemudian hari. Kebijaksanaan Snouck Hurgronje menyangkut posisi dan
peran penghulu membuat struktur kepenghuluan bersifat sentralisasi yang sangat
kuat dan hal ini tergambar pada struktur Depag yang berjalan hingga kini; baca
Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984), 213-33. Lihat juga “Penghulu” dalam Encyclopaedia of Islam
yang diterbitkan oleh EJ. Brill, Leiden.
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pamong desa lainnya. Sebagaimana pejabat-pejabat desa lainnya,
pengangkatan seorang kaum dilakukan secara pemilihan yang di-
awali dengan pengajuan calon minimal dua orang, dan dilanjutkan
dengan ujian resmi yang dilaksanakan oleh pihak kenaiban. Hasil
pemilihan dan ujian ini harus diterima oleh semua pihak termasuk
pamong praja setempat.

Kebijakan lain yang ditempuh oleh Fathurrahman adalah me-
nyangkut pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pada saat
itu berhasil diperjuangkan agar pendidikan agarna diberikan di se-
kolah-sekolah umum negeri dari tingkat Sekolah Rakyat (sekarang
SD) hingga Sekolah Menengah Atas (sekarang SMU). Namun pada
saat itu nilai pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas.
Usulan menjadikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di
sekolah-sekolah umum dan juga pentingnya perhatian terhadap
pelajaran agama pada umumnya memakan waktu yang cukup
Panjang. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha berikut:

Pertama, Ki Hajar Dewantoro, selaku Menteri Pendidikan, Peng-
ajaran dan Kebudayaan (PPK) dalam kabinet pertama RI, mengusul-
kan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Ke-
dua, berdasarkan keputusan BP-KNIP No. 15 Tahun 1945 tertang-
gal 22 Desember 1945, antara lain ditegaskan bahwa dalam rangka
memajukan pendidikan dan pengajaran yang ada, maka pendidik-
an yang ada di langgar-langgar dan madrasah-madrasah hendak-
nya mendapat perhatian dan juga bantuan dari pemerintah. Ketiga,
dalam rapatnya pada 27 Desemebr 1945, BP-KNIP mengusulkan
kepada pemerintah, melalui Menteri PPK, tentang perlunya pem-
baruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Usulan tersebut
antara lain meliputi dua hal berikut:

a. Pengajaran agama hendakiah mendapat tempat yang teratur,
seksama, dan mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak
mengurangi kemerdekaan’ golongan-golongan yang berke-
hendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara
melakukan hal ini, Kementerian diminta mengadakan perun-
dingan dengan Badan Pekerja.

b. Madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang pada
hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pen-
cerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam
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masyarakat Indonesia pada umumnya,” hendaklah mendapat
pethatian dan bantuan yang nyata, berupa tuntunan dan bantu-
an materiil dari Pemerintah.”

Usulan-usulan BP-KNIP tersebut mendapat respon positif dari
Menteri PPK. Berdasarkan SK Menteri PPK No. 104/Bhg,0 tanggal
1 Maret 1946, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran yang di-
pimpin Ki Hajar Dewantoro dan beranggotakan 51 orang. Panitia
tersebut bertugas: merencanakan susunan baru tiap-tiap macam
sekolah; menetapkan bahan-bahan pengajaran yang sifatnya prak-
tis dan tidak terlalu berat; dan menyiapkan rencana pelajaran untuk
tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas.

Di antara yang dibahas Panitia tersebut adalah masalah pendi-
dikan agama, budi pekerti, kewajiban belajar dan bahasa. Dalam
bidang pelajaran agama, panitia tersebut melahirkan keputusan-
keputusan sebagai berikut:

1. Hendaknya agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan
di Sekolah Rakyat (SR).

2. Guru agama disediakan oleh pihak Kementrian dan dibayar oleh
pemerintah.

3. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk
maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama
(PGA). -

4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

“Untuk informasi tentang madrasah dan pesantren baca antara lain Karel A,
Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen
{Jakarta: LP3ES, 1986); Kenneth Orr, M.M. Billah, dan Budi Lazarusli, “Education
for this Life or for the Life to Come: Observations on the Javanese Village Ma-
drasah,” Indonesia 23 (1977), 129-56; Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Chang-
ing Role of a Cultural Broker,” Comparative Studies in Society and History 2 (1959-
1960), 22849; Leonard Binder, “Islamic Tradition and Politics: The Kijaji and the
Alim,” Comparative Studies in Society and History 2 (1960), 250-6; Zamakhsyari Dhofi-
er, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982); Slamet Effendy Yusuf, Mohammad Ich-
wan Syam, dan Masdar Farid Mas"udi, Dinamika Kaum Santri (Jakarta: Rajawali,
1983},
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Berdasarkan hasil usaha Panitia tersebut, lahirlah peraturan ber-
sama Menteri PPK dan Menteri Agama No. 1142/BHG A (Pengajar-
an) tanggal 2 Desember 1946 dan 1285/KJ9 Agama tanggal 12 Desem-
ber 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1947

Sebenamnya, upaya-upaya menjadikan agama sebagai salah satu
mata pelajaran di sekolah umum telah dilakukan sejak masa pe-
merintahan Hindia Belanda. Dalam sidang-sidang Volksraad, usul-
an tersebut selalu disampaikan, namun tidak pernah membuahkan
hasil. Pada awal masa kemerdekaan, usulan tersebut diangkat lagi
dan disetujui, khususnya pada saat Fathurrahman menjabat Men-
teri Agama. Seperti diketahui, pemerintah Hindia Belanda menge-
luarkan kebijaksanaan tentang pelajaran agama seperti tertuang
dalam Bab I pasal 179 (2) IS yang menyatakan: “Pengajaran umum
(openbaar onderwijs) adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberi-
kan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Peng-
ajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah.”? Namun
perlu dicatat, bahwa pelajaran agama telah berjalan dengan baik di
sekolah-sekolah swasta, misalnya di sekolah-sekolah HIS met de
Quran, MULO met de Quran, dan juga sekolah Kristen (Bijzondere
scholen). Begitu pula, Staatsblad No. 68 Tahun 1924 menentukan; /et
godsdient-onderwijs is niet verplicht voor de leerlingen wier ouders daaren-
tegen gemoedsbeziwaren hebben, yakni tidak mewajibkan murid-murid
untuk mengikuti pelajaran agama jika orang tuanya menyatakan
keberatan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, berdasarkan keputusan
BP-KNIP di atas, madrasah dan pondok pesantren dan juga lemba-
ga-lembaga pendidikan lainnya yang sudah ada sejak masa kera-

¥Khusus tentang sejarah pendidikan agama pada sekolah umum, lihat M.
Atho Mudzhar, “Religious Education and Politics in Indonesia” (Tesis Master, Uni-
versity of Queensland, Australia, 1981).

“Kebijaksanaan pemerintah kolonial itu merupakan bukti jelas tentang pola
pikir sekuler, yakni memisahkan agama dengan yang disebut non-agama. Hal ini
merupakan kebijaksanaan yang didasarkan atas nasehat Snouck Hurgronje; baca
Amry Vandenbosch, resensi terhadap The Crescent and Rising Sun, oleh Harry J.
Benda, Compurative Studies in Society and History 2 (1960), 257; Ruth M¢Vey, “Faith
as the Qutsider: Islam in Indonesian Politics,” dalam Islam in the Political Process,
ed. James P. Piscatori (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 200; M.
Natsir, Capita Selecta, vol. 1 (Bandung: Penerbit W. Van Hoeve, 1954), 155.
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jaan dan kesultanan (seperti surau, langgar, dan rangkang)? mulai
mendapat perhatian secara baik. Misalnya, pemerintah memberi-

kan bantuan uang sebesar Rp 1.50 perbulan untuk setiap murid.

Kebijaksanaan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.
1 Tahun 1946.

Keferangan di atas menggambarkan betapa usaha menjadikan
pelajaran agama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan umum
telah melalui proses dan upaya yang cukup panjang. Saat ini,
kedudukan pendidikan agama di sekolah adalah wajib terutama
setelah dikeluarkannya TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dan TAP-
TAPMPR sesudahnya, dan telah menjadi bagian penting dari GBHN.
Jadi, kedudukan pendidikan agama di sekolah umum telah kuat.
Namun harus diakui bahwa peranan pendidikan agama di sekolah
umum hingga kini belum menunjukkan hasil yang maksimai, teru-
tama dari segi pembentukan akhlak dan kepribadian anak.”?

Selanjutnya, ada dua kebijakan lain yang diambil Menteri Fathur-
rahman. Pertama adalah menyangkut dihentikannya pelaksanaan
haji untuk sementara. Hal ini dilakukan karena pada saat itu masih
dalam keadaan perang, sehingga situasi keamanan tidak terjamin.
Kebijakan ini berawal dari fatwa K H. Hasyim Asy’ari, tokoh NU
yang amat disegani, yang mengatakan bahwa pergi haji pada masa
perang tidak wajib, apalagi mengingat situasi keamanan yang tidak
menentu. Isi fatwa itu kemudian dituangkan dalam Maklumat
Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yang menegaskan bahwa ibadah
haji dihentikan selama keadaan masih dalam keadaan genting dan
tidak menentu.

ZInfromasi menarik tentang asal-usul surau bisa dibaca dalam R.A. Kern, “The
Origins of the Malay Surauw,” journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Soci-
ety 29 (1956), 179-81.

P Ada sebagian kalangan yang secara ekstrim menilai pendidikan agamna terse-
but masih sebagai “anak tiri”; baca, misalnya, Muhammad Wajdi Rahman,
“Pengembangan Studi Keislaman di PTU,” Republika (26 September 1997), 6. Bela-
kangan ini mulaj dipertanyakan adanya pemisahan antara pelajaran agama dan
pelajaran non-agama {(umum) yang merupakan warisan penjajah yang menganut
paham sekularisme. Paling tidak, keinginan mengubah LAIN menjadi universitas
adalah contoh kongkrit akan fenomena perlunya menghilangkan dikotomi ilmu
dengan agama dan perlunya mulai mengaitkan studi agama dengan Iptek dan
sebaliknya.
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Kebijakan kedua berkenaan dengan upaya mengatasi perselisihan
intern umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah-
masalah khilafiyah. Salah satu persoalan yang sangat menonjol ke-
tika itu adalah masalah ru’yah dan hisab, yakni penentuan awal
dan akhir bulan, khususnya awal dan akhir puasa Ramadhan. Un-
tuk mengatasi masalah tersebut, dikeluarkanlah Maklumat Kemen-
trian Agama No. 5 Tahun 1947. Sebenarnya, masalah ru’yah dan
hisab ini hanyalah salah satu contoh perdebatan yang muncul di
kalangan umat-Islam saat itu. Seperti diketahui, tahun-tahun terse-
but merupakan saat-saat menjamurnya gerakan “pembaruan.” Ge-
rakan ini telah melahirkan berbagai respon, baik positif maupun
negatif, dari masyarakat ketika itu.* Tidak jarang masalah tersebut
bahkan melahirkan benturan fisik antara mereka yang berselisih ten-
tang hukum-hukum agama.

Fathurrahman menyadari masalah tersebut, dan sebagai Men-
teri ia berusaha menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam de-
ngan jalan mengetuarkan kebijaksanaan seperti tersebut di atas. Upa-
ya penyelesaian itu belum tuntas, bahkan hingga kini ru’yah dan
hisab ini masih menjadi masalah yang tidak berkesudahan dan
menjadi agenda cukup penting bagi Departemen Agama setiap
tahun khususnya menjelang awal atau akhir puasa Ramadan.

-Catatan Akhir
Dari kajian tentang sosok Fathurrahman di atas ada beberapa
hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pola pendidikan yang
dialami Fathurrahman cukup menarik untuk direnungkan dan dite-
ladani generasi sesudahnya, terutama kegigihannya dalam menge-
nyam pendidikan dari manapun asalnya. Fathurrahman belajar di
Barat dan di Timur, dan hal itu tidak menjadi persoalan baginya;
yang penting adalah bagaimana dapat memanfaatkan sebaik-baik.
nya dan hasil yang diperoleh bisa berguna untuk kepentingan umat

Islam bahkan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kedua, kepribadian Fathurrahman yang luwes membuat diri-
nya diterima oleh umat Islam dan non-Muslim sekaligus. Ketiga,

*Untuk berbagai respon tersebut baca Akh. Minhaji. “Ahmad Hassan and
Islamic Legal Reform in Indonesia” (Disertasi, McGill University, 1997), 292-32¢.
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kebijakan yang ditempuh Fathurrahman merefleksikan kondisi dan
situasi ketika itu, baik menyangkut politik, sosial, maupun keaga-
maan.

Keempat, melalui berbagai kebijakan strategis yang ditempuh,
Fathurrahman telah ikut menyumbang bagi kemajuan bangsa In-
donesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Meskipun ha-
nya memangku jabatan Menteri Agama selama sepuluh bulan, ia
telah berhasil meletakkan landasan-landasan penting untuk gene-
rasi Menteri Agama berikutnya.
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K. H. Masjkur;

Kementerian Gerilya dan Waliyul Amri

Ahmad Syafi'i

“Kerjakan sesuatu sampai tuntas. Sekecil apapun pekerjaan itu,
jika ditangani secara tuntas akan sangat berarti,” kata K.H. Masjkur.
Dan itulah prinsip yang dipegang teguh salah satu tokoh NU yang
permah menjabat Menteri Agama RI ini. Prinsip tersebut sangat
mempengaruhi sikap hidup KH. Masjkur sehingga secara konsis-
ten terlihat dalam peranannya di bidang kemiliteran, politik dan
pendidikan. Dengan memegang teguh prinsip tersebut KH. Masjkur
memulai pekerjaan dan karimya dari bawah.

Perjalanan hidup K.H. Masjkur penuh dinamika dan nuansa.
Kiyai yang berasal dari kota kecil Singosari ini memiliki kompeten-
si, kredibilitas, dan loyalitas dalam perjuangan menegakkan nilai-
nilai Islam. ]a sering berbeda pandangan dengan tekoh-tokoh lain-
nya karena memegang teguh prinsip yang dianggapnya benar. Ini
terlihat saat K.H. Masjkur mengikuti sidang-sidang BPUPKI, Kon-
stituante, dan sidang DPR.

K.H. Masjkur memulai karimya dari dunia pesantren. Ia me-
nimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya selama kurang
lebih 15 tahun, Di pesantrenlah, KH. Masjkur merasakan pahit-
getirnya kehidupan; di pesantren pula ia menyadari eksistensi di-
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rinya dan bangsanya. Ia bangkit untuk turut menegakkan kedaulatan
dan kemerdekaan bangsanya dari cengkeraman bangsa asing.
Modal dasar yang kuat ini dimanfaatkan dan disumbangkan K.H.
Masjkur kepada masyarakat dan bangsanya. Ia aktif dalam berba-
gai macam kegiatan, diawali dari pergerakan hingga puncak ka-
rimya menjadi Menteri Agama. KH. Masjkur adalah salah satu
Menteri Agama yang memimpin Kementerian Agama beberapa kali,
Dalam usianya yang panjang, kurang lebih 92 tahun, K.H. Masjkur
berjuang dan mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan
negara hingga akhir hayatnya. :

Masa Kecil

Masjkur lahir di Singosari, Malang, tahun 189¢ M /1315 H.! Ia
dilahirkan dari pasangan Maksum dengan Maemunah. Maksum
adalah seorang perantau yang berasal dari sebuah dusun di kaki
gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Ia datang ke Singosari me-
menuhi perintah ibunya untuk mencari ayahnya yang pergi me-
ninggalkan kampung halaman. Kemudian di Singosari, Maksum
tinggal di pesantren yang dipimpin Kiyai Rohim. Berkat kerajinan,
ketekunan, dan kejujurannya, akhimya Maksum dijadikan menan-
tu oleh Kiyai Rohim, dikawinkan dengan anak perempuannya,
Maemunah. Pasangan Maksum dan Maemunah ini melahirkan
enam saudara yaitu: Masjkur (tertua), Toyib, Hafsah, Barmawi, Toha,
dan Hasan. Ketika berusia sembilan tahun, Masjkur menyertai ke-
dua orang tuanya menunaikan ibadah haji.

Sepulang haji, Masjkur memulai proses pendidikannya di dunia
pesantren. Ia belajar pada tidak kurang dari tujuh pesantren terke-
muka di berbagai daerah dengan konsentrasi keilmuan yang berbe-
da-beda. Masjkur kecil diantarkan ayahnya ke Pesantren Bungkuk
Singosari, di bawah pimpinan Kiyai Thohir. Selesai belajar di Pe-
santren Bungkuk, Masjkur pindah ke Pesantren Sono, yang terletak

"Tahun kelahiran Masjkur terdapat perbedaan pendapat, didalam buku
K.H. Masjkur Sebuah Biografi karya Soebagijo disebutkan bahwa Masjkur la-
hir tahun 1900 M. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa
Masjkur lahir pada 1902 M. Dalam hal ini penulis mengambil tahun kelahi-
ran yang umumnya digunakan buku-bukuy referensi dari Departemen Aga-
ma RL
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di Bundaran Sidoarjo, untuk belajar ilmu sharaf dan nahwu. Empat
tahun kemudian, ia pindah ke Pesantren Siwalan Panji, juga di Si-
doarjo, untuk mendalami fikih. Selanjutnya, Masjkur pindah ke
Pesantren Tebuireng Jombang, pimpinan K. H. Hasyim Asy’ari, un-
tuk belajar ilmu hadits dan tafsir. Setelah menamatkan pelajaran di
Tebuireng, Masjkur berangkat ke Bangkalan Madura untuk belajar
giraatal-Qur’an pada Kiyai Kholil. Setahun kemudian, Masjkur pergi
ke Solo menuntut ilmu di Pesantren Jamsaren,

Pesantren Jamsaren memiliki makna tersendiri bagi Masjkur
karena waktu itu ia sudah mulai menginjak masa dewasa. Di sini
Masjkur bergaul dengan teman-temannya yang di kemudian hari
menjadi ulama terkenal dan pemimpin masyarakat di daerah ma-
sing-masing, seperti Kiyai Musta'in (Tuban), Kiyai Arwani (Kudus),
Kiyai Abdurrahim (adik Kiyai Abdul Wahab Chasbullah, Jombang).
Di pesantren ini pula Masjkur mulai mengenal jati dirinya dan me-
nyadari arti penting perjuangan. Hal ini muncul dalam diri Masjkur
sebagai hasil pengamatannya terhadap kehidupan gurunya yang
bersifat non-kooperatif terhadap Belanda dan kehidupannya di du--
nia pesantren.

Selain itu, di Pesantren Jamsaren ini perkembangan berpikir
Masjkur mengalami kemajuan pesat. Ia mulai menyadari, bahwa
kelemahan umat Islam selama ini antara lain karena mereka tidak
bisa tulis-baca latin. Para santri umumnya, termasuk ia sendiri, ha-
nya mengenal huruf Arab. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, ia
mempunyai keinginan kuat untuk bisa baca-tulis latin. Keinginan-
nya tersebut terpenuhi setelah ia belajar membaca dan menulis hu-
ruf latin kepada seorang janda tua keturunan Indo-Belanda. Pada-
hal tidak lazim pada saat itu seorang santri laki-laki belajar kepada
seorang wanita. Ini menunjukkan betapa besamya motivasi Masjkur
untuk menguasai ilmu yang bermanfaat, dari manapun dan dari
siapapun ilmu itu.

Menapaki Aktivitas Baru

Masjkur yang telah memiliki bekal yang cukup memadai dalam
bidang keislaman ingin mendirikan pesantren di kampung ha-
lamannya. Tetapi untuk lebih memperluas wawasannya tentang
dunia pesantren, setelah dari Jamsaren, ia mengunjungi pesantren
Kresek Penyosokan, Cibatu, Jawa Barat dan tihggal di sana selama
satu tahun; baru kemudian Masjkur kembali ke kampung halaman-
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nya, Singosari, Malang. Citacitanya mendirikan pesantren terwu-
jud pada 1923 dengan membuka pondok pesantren yang diberi
nama Misbahul Wathan (Pelita Tanah Air) di Singosari, Malang,

Pada tahun yang sama Masjkur melangsungkan pernikahannya
dengan cucu Kiyai Thahir, gurunya di Pesantren Bungkuk. Setelah
16 tahun hidup bersama, istrinya meninggal dunia tanpa member-
inya seorang anak. Pada 1939, atas saran dari Kiyai Khalil dari Gen-
teng, Masjkur menikahi adik almarhumah istrinya yang bernama
Fatimah. Setahun kemudian, pada 1940, pasangan itu dikaruniai
seorang putra yang diberi nama Syaiful Islam.

Ketika masih di Singosari, Masjkur sudah aktif di NU? sebagai
Ketua Cabang Malang, yang kala itu merupakan cabang ke-6. Awal
mula perkenalan Masjkur dengan NU terjadi ketika ia meminta
nasehat Kiyai Wahab Chasbullah (Surabaya) tentang adanya gang-
guan-gangguan dari pemerintah setempat terhadap pesantren yang
dipimpinnya. Kiyai Wahab menganjurkan agar Masjkur mengubah
nama pesantrennya menjadi Pesantren Nahdatul Wathan yang
merupakan cabang dari Nahdatul Wathan Surabaya. Sejak saat itu
Masjkur sering datang ke Surabaya untuk mengadakan pertemuan
dengan kelompok Taswirul Afkar yang membahas masalah aga-
ma, dakwah dan sosial.

Masjkur merasa memperoleh pengalaman baru dengan perte-

-muan tersebut. Ia berkenalan langsung dengan para pemimpin
Taswirul Afkar, seperti Kiyai Mas Alwi, Kiyai Mas Mansur, dan Kiyai
Ridwan. Kelompok inilah yang kemudian memprakarsai keikut-
sertaan beberapa ulama “tradisional” dalam kongres Islam se-du-

"Menurut K.H. Saifuddin Zuhri, berdirinya organisasi NU atas prakarsa
Kiyai Wahab Chasbullah dan K.H. Hasyim Asy’ari yang mengadakan perte-
muan antara para ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tanggal 16
Rajab 1344 H / 31 Januari 1926. Ada dua hal penting yang diputuskan dalam
pertemuan tersebut yaitu: Pertama, meresmikan berdirinya Komite Hijaz
untuk mengirim delegasi untuk berjumpa muka dengan Raja Ibnu Saud di
Mekkah dan mengikuti Kongres Islam se-dunia di Mekkah; kedua, mempen-
tuk suatu Jam'iyah untuk wadah persatuan para ulama di dalam tugas
memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita ‘zzul islam wal muslimin
(kejayaan Islam). Lihat KH. Saifudin Zuhr, Sejarah  Kebangkitan Islam dan
Perkembangannya di Indonesia (Bandung:-Al-Ma‘arif), hal. 473.
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nia di Hijaz dan membidani lahirnya NU. Karena Masjkur sering
terlibat dalam kelompok tersebut, Masjkur pun ditunjuk menjadi
ketua NU Cabang Malang. Aktivitas Masikur di NU semakin hari
semakin meningkat. Pada 1938 Masjkur diangkat sebagai salah se-
orang Pengurus Besar NU yang bermarkas di Surabaya. Sejak itu,
Masjkur selama hampir 12 tahun sering pulang pergi dari Malang
ke Surabaya.

Peran Perjuangan

Pada masa pendudukan Jepang, Masjkur terlibat dalam laskar
Hizbullah. Ia mengjikuti latihan kemiliteran yang diadakan di Cisarua
Bogor pada akhir Februari 1945. Selain itu, Masjkur juga ikut latihan
Khusus bagi ulama yang diadakan Jepang pada Juli 1945. Masjkur
saat itu menjadi utusan dari keresidenan Malang bersama dengan
Haji Nuryasin dan H. M. Kholil. Selepas latihan, Masjkur diangkat
menjadi anggota Syu Sangi-kai (semacam DPRD).

Menjelang kemerdekaan, Masjkur diangkat menjadi anggota
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPK]). Bersama-sara Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Wahid
Hasyim, ketika membahas rancangan Undang-undang Dasar,
Masjkur termasuk anggota sidang yang mengusulkan agar Islam
menjadi dasar negara yang akan dibangun.

Pada saat kemerdekaan diproklamasikan, Masjkur berada di
Malang. Ia mendengar berita proklamasi dari rekan-rekannya yang
datang ke rumahnya untuk memberitahukan perihal kemerdekaan
itu. Mereka mendapatkan berita proklamasi dari siaran radio yang
disebarluaskan Kantor Berita Domei di Pasar Baru Jakarta dan dite-
rima kantor cabang di seluruh Jawa. Berita proklamasi ini pada awal-
nya hanya diterima sebagjan kecil masyarakat. Pada saat itu
masyarakat pun belum menyadari apa yang harus diperbuat sete-
lah merdeka. Untuk menggalang dukungan kepada proklamasi,
diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 Septem-
ber 1945. Dari sinilah masyarakat mulai menyadari perlunya mem-
pertahankan kemerdekaan dengan cara apapun.

Bertepatan dengan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta, di
Surabaya terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Seorang Belanda
berusaha menaikkan bendera triwarna yaitu merah-putih-biru
di atas tiang hotel tersebut. Peristiwa ini menimbulkan reaksi keras
dari masyarakat Surabaya. Saat terjadi peristiwa tersebut, Masjkur
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berada di Wonokromo. Sekembalinya dari Wonokromo, Masjkur
tergugah hatinya untuk menggalang dan menggerakkan kembali
pemuda-pemuda yang tergabung dalam Hizbullah. Kelompok
paramiliter ini merupakan kelanjutan dari laskar Hizbullah yang
sudah ada pada zaman Jepang dan pada hakikatnya belum per-
nah dibubarkan. Dengan penggalangan kembali dan konsolida-
si, Hizbullah turut memainkan peranan penting dalam memper-
tahankan kemerdekaan RI.

Kelompok kelasykaran ini adalah salah satu bagian Ma-
syumi-—sebagai satu-satunya partai Islam yang ada saat itu. Par-
tai ini menyadari pentingnya mempunyai barisan senjata.* Karena
itu, Masyumi membentuk komandonya sendiri, yang disebut
bagian pembelaan. Pimpinan bagian ini dipercayakan kepada
Masjkur yang sudah punya pengalaman memimpin Hizbullah
pada masa Jepang. Belakangan, Masjkur juga diangkat sebagai
anggota Dewan Pertahanan Negara.

Selain melakukan perjuangan fisik, bangsa Indonesia pun
melancarkan petjuangan diplomasi yang pada gilirannya meng-
hasilkan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama yang dilaku-
kan antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati
yang sidangnya berlangsung pada 10-15 Nopember 1946, Dele-
gasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir, sedang-
kan delegasi Belanda dipimpin Dr. H. J. Van Mook. Penengah
dari pihak Inggris semula diwakili Lord Innverchapel, kemudi-
an diganti Lord Killearn. Namun perjanjian tersebut malah
menimbulkan perpecahan di kalangan tokoh politik Indonesia.
Sebagian mendukung dan sebagian lain menolak. Perjanjian terse-
but juga berdampak pada menurunnya reputasi kabinet Syahrir
dan menyebabkan pecahnya Partai Sosialis yang dipimpinnya.
Karena perpecahan itu sulit diatasi, pada Februari 1947 Syahrir
menyerahkan mandatnya kepada Presiden yang kemudian

*Masyumi adalah kependekan dari Majlis Syura Muslimin Indonesia yang
dibentuk pada tanggal 7 November 1945, Secara organisasi Masyumi meru-
pakan sebuah badan federasi atau gabungan dari organisasi-organisasi [s-
lam yang pada mulanya terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat
Islam dan Persatuan Umat Islam. Lihat Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, 1993) hal. 195.
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menunjuk Mr. Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet baru.

Tantangan berat yang dihadapi kabinet Amir Syarifuddin ada-
lah agresi Belanda Pertama pada 21 juli 1947. Belanda melanggar
Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama; Belanda
menduduki dan menyerang kota-kota di Indonesia. Aksi ini
mendapatkan kecaman Inggris dan Amerika. Kedua negara terse-
but mendesak Belanda untuk segera menghentikan agresinya ter-
hadap Indonesia. India dan Australia juga melakukan hal seru-
pa. Kedua negara terakhir ini mendesak Dewan Keamanan PBB
agar membahas masalah Indonesia.

Atas usul Amerika Serikat, PBB membentuk Komisi Tiga Nega-
ra (KTN) untuk membantu menyelesaikan persoalan Indonesia-
Belanda. Pada 29 oktober 1947 KIN yang baru dibentuk datang
ke Yogyakarta. Komisi yang datang terdiri dari: Australia diwa-
kili Richard C. Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeeland, dan Ameri-
ka Serikat diwakili Prof. Dr. Frank Graham.

Sementara itu di dalam negeri, pergolakan antarpartai terus
berlangsung. Selaku Perdana Menteri, Mr. Amir Syarifuddin di-
tuntut mampu menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang me-
nyangkut pertentangan antarpartai maupun tuntutan resolusi
Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan perundingan dengan
Belanda. Menghadapi situsasi seperti itu, Mr. Amir Syarifudin
berinisiatif mengadakan reshuffle dalam kabinetnya. Ia ingin me-
masukkan Masyumi dalam kabinetnya karena Masyumi adalah
partai besar dan satu-satunya partai Islam.

Pada saat itu, Masjkur sedang berada di markas besarnya di
Kediri sebagai anggota Dewan Pertahanan Negara. Dewan ini
dibentuk Presiden karena negara dinyatakan dalam keadaan ba-
haya. Dewan Pertahanan Negara terdiri dari Perdana Menteri,
Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil or-
ganisasi rakyat. Masjkur dalam Dewan tersebut adalah utusan
Masyumi.

Peran dalam Kabinet

Saat menjadi anggota Dewan Pertahanan Negara, tepatnya pada
November 1947 Masjkur dipanggil Bung Kamo untuk segera da-
tang ke Yogyakarta. Karena tanpa diberitahu untuk keperluan apa,
hati Masjkur bertanya-tanya apakah maksud panggilan Presiden
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itu. Setibanya di Yogyakarta Masjkur tidak langsung menuju ke
Gedung Agung, tetapi terlebih dahulu datang ke kantor pusat
Masyumi untuk melapor sekaligus mencari informasi tentang pang-
gilan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan informasi bahwa sebentar
lagi kabinet Amir Syarifuddin akan mengadakan reshuffle dan
Masyumi yang semula ditinggalkan akan diikutsertakan dalam
kabinet.

oleh Bung Karno dalam kabinet Amir Syarifuddin ke-2 yang mulai
bertugas sejak 11 November 1947, Dalam kondisi politik yang be-
lum stabil dan perekonomian yang masih terpuruk, sebagai Men-
teri Agama, K.H. Masjkur hanya mendapat gaji Rp 300,- Oeang Re-
publik Indonesia (OR]) sebulan—gaji yang hanya cukup dimakan
sekeluarga antara lima sampai enam hari, Tiap kali rapat kabinet,
jamuannya pun hanya teh belaka. Kadang-kadang saja, ketika harus
bersidang lama, para menteri disediakan makan siang atau makan
malam. Namun hal itu tidak mengurangi semangat anggota kabi-
net untuk terus memikirkan strategi perjuangan melawan Belanda
dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.4

Dengan kondisi seperti itu, dapat dimaklumi jika pada masa
kabinet Amir Syarifudin kedua, K.H. Masjkur belum dapat melaku-
kan pembenahan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Agama
seperti yang telah diamanatkan dalam Konperensi I (Rapat Kerja)
Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada 17-18
Maret 1946. Perhatian kabinet tercurah untuk menyiapkan perun-
dingan dengan Belanda yang dilaksanakan di atas kapal USS Ren-
ville milik Amerika Serikat, yang kemudian menghasilkan Perjan-
jfian Renville. '

Ironisnya, isi perjanjian Renville Justru memperlemah posisi Re-
publik Indonesia. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa
kedaulatan atas Hindia Belanda akan tetap di tangan kerajaan Be-
landa sampai pada saat nanti diserahkan ke Republik Indonesia
Serikat. Selain itu, dalam Perjanjian tersebut diakui pula adanya garis

‘Lihat Soebagijo, K.H. Masjkur Sebuah Biografi (Jakarta: GunungAgung,
1982), hal. 71.
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Van Mook yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan
yang diduduki Belanda. Dan yang lebih tragis lagi, pasukan dan
laskar Republik Indonesia yang masih beroperasi di daerah-daerah
haruslah hijrah ke daerah Republik Indonesia. Bila hal itu sudah
terlaksana barulah diadakan dasar-dasar baru untuk meneruskan
perundingan.

Perjanjian yang ditandatangani pada 17 Pebruari 1948 tersebut
mendapatkan reaksi keras dari berbagai golongan. Bahkan, anggo-
ta-anggota Masyumi dan PNI yang duduk di kabinet meletakkan
jabatannya, sambil mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak
ikut bertanggungjawab atas hasil perundingan Renville dan menun-
tut pergantian kabinet> Karena kabinet Amir Syarifuddin tidak
mendapat dukungan dari Masyumi dan PN, ia akhimya meletak-
kan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 23 Januari 1948. De-
ngan demikian Kabinet Amir Syarifuddin kedua hanya berjalan dua
setengah bulan.

Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Masjkur selaku Men-
teri Agama menghasilkan Peraturan Menteri Agama No. 5/1947
tentang biaya perkara Pengadilan Agama yang harus disetor ke kas
negara. Dalam masa itu pula berlangsung Konperensi Agama den-
gan Jawatan-Jawatan Agama seluruh Indonesia yang diselenggara-
kan di Yogyakarta pada 13 s/d 16 Nopember 1947. Salah satu kepu-
tusan penting dalam konperensi tersebut adalah ditambahkannya
bagian Penyiaran dan Penerangan Agama di setiap Jawatan Aga-
ma.®

Dengan mundurnya Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno
menunjuk Hatta untuk memimpin kabinet presidensial darurat yang
bukan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pu-
sat (KNIP) melainkan kepada Soekarno sebagai Presiden. Para ang-
gota kabinet berasal dari golongan tengah, terutama terdiri dari PNI,
Masyumi dan tokch-tokoh yang tidak berpartai.

Pada awalnya orang-orang Masyumi ragu untuk duduk di Ka-
binet Hatta ini karena trauma dengan perjanjian Renvilte. Di tubuh
Masyumi sendiri terjadi pertentangan antara yang pro dan kontra
untuk duduk di kabinet. Namun hal ini dapat diselesaikan berkat

*Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 76.
*Departemen Agama Rl, Sejarah Departemen Agama RI, hal. 34.
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usaha yang dilakukan K.H. Wahab Chasbullah, sehingga akhimya
Masyumi mendukung sepentuhnyaKabinet Hatta. Pada kabinet baru
ini, KH. Masjkur kembali ditunjuk sebagai Menteri Agama’

Dalam kabinet yang dikenal dengan Kabinet Hatta I ini KH.
Masjkur memberlakukan UU No. 19/1948 tentang Susunan dan
Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang salah satu
pasalnya, 35 (2), menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antar-
umat Islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum Islam oleh
pengadilan dengan formasi satu orang ketua hakim beragama Is-
lam, dan 2 orang anggota hakim yang ahli agama Islam. Demikian
pula halnya dengan peradilan tingkat kasasi, sebagaimana dinyata-
kan dalam pasal 53. Semua hakim yang dimaksudkan itu diangkat
oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Men-
teri Kehakiman

‘Dalam menjalankan programnya, Kabinet Hatta I mendapat-
kan tantangan cukup berat dari Front Demokrasi Rakyat (FDR)—
yang menjadi oposisi dan beraliran komunis, Kelompok FDR ini
mendapat dukungan Muso, seorang komunis berasal dari Rusia.
Kelompok ini berusaha keras untuk dapat kembali memegang ke-
mudi pemerintahan dengan berbagai cara. Di mana-mana mereka
mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi, meneriakkan tuntut-
an agar Amir Syarifuddin diangkat kembali menjadi Perdana Men-
teri. Puncak aksi mereka adalah terjadinya perebutan kekuasaan di
Madiun pada 19 September 1948, Pemberontakan ini telah merusak
dan membakar tempat-tempat ibadah dan pesantren-pesantren, ter-
utama di daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo.

Menteri Agama, KH. Masjkur, setelah pemberontakan berhasil
dipadamkan, lalu memerintahkan stafnya untuk membentuk se-
buah tim untuk mengadakan penyelidikan serta pencatatan jumlah
penghulu, naib, alim wlama dan pesantren yang menjadi korban

"Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik (fakarta: LP3ES, 1990) hal. 311.
®Lihat Sejarah Departemen Agama, hal. 35 dan 50 Tabun Departemen Agama, hal,
2425,
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Kediri. Tim ini juga memberi penjelasan dan penerangan kepada
berbagai organisasi kemasyarakatan mengenai peristiwa yang baru
terjadi, sekaligus menganjurkari ketahanan mental menghadapi ka-
sus tersebut.’

Di Kediri, K.H. Masjkur menemui Kiyai Abdul Kholik dan meng-
instruksikan kepadanya agar membentuk Kantor Urusan Agama
(KUA) di tingkat Kabupaten. Dalam sejarah Kementerian Agama,
KUA Kabupaten Kediri merupakan kantor pertama yang ada di
Indonesia, Sebagai kepala KUA Kabupaten Kediri ditetapkan Kiyai
Mohammad Makhin, yang waktu itu penghulu kabupaten, dan
dibantu beberapa tenaga muda.”’

Di samping itu, KH. Masjkur ditugaskan kabinet pergi ke Jawa
Barat untuk menemui Kartosuwiryo, yang telah melepaskan diri
dari Masyumi dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Usaha K.H.
Masjkur menemui Kartosuwiryo gagal, karena Kartosuwiryo tidak
ada di tempat dan sengaja menghindari pertemuan dengan Ment-
eri Agama.”

Tugas lain yang dijalankan K.H. Masjkur selaku Menteri Agama
adalah berkunjung ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan raha-
sia dengan orang-orang kepercayaannya di Jalan Cemara, Men-
teng. Pertemuan itu membahas cara-cara mendapatkan senjata,
membelinya, dan mengangkutnya ke daerah pedalaman. Kunjung-
annya ke Jakarta ini juga dimanfaatkan K.H. Masjkur urituk mela-
wat ke wilayah Serang dan Banten. Di daerah tersebut K.H. Masjkur
memberikan penjelasan perihal situasi saat itu, baik yang berkaitan
dengan jalannya perundingan maupun mengenai tugas dan kewa-
jiban rakyat untuk menjaga dan memperkokoh persatuan.??

Keberhasilan Republik Indonesia menumpas pemberontakan
kaum komunis mengubah simpati Amerika yang semula samar-
samar, yang didasarkan atas sentimen anti penjajahan, menjadi du-
kungan diplomatik yang di dasarkan pada strategi global. Hal ini
dapat dimaklumi karena pada saat itu mulai terjadi perang dingin

*Saifullah Ma'shum (ed.), Menapak Jejak , Mengenal Watak: Sekilas Biografi
26 Tokoh NU, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994) hal. 184.

“Saifullah Ma’shum (ed.), Menapak Jejak, hal 185.

"Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 83

HSoebagijo, K.H. Masjkur, hal. 84-85,

65




Menteri-menteri Agama Ri

antara Amerika dengan Uni Sovyet yang beraliran komunis. Keber-
hasilan Republik Indonesia menumpas pemberontakan PKI menun-
jukkan dirinya anti komunis dan karenanya patut mendapat du-
kungan Amerika.

Dukungan Amerika semakin terlihat nyata setelah Belanda
melakukan agresi militer kedua pada 18 Desember 1948. Amerika
menghentikan bantuan kepada Belanda yang dialokasikan untuk
keperluan di Indonesia. Selain itu, Kongres Amerika juga semakin
menekan agar semua bantuan ekonomi kepada Belanda dihenti-
kan.

Aksi militer kedua sebetulnya merupakan bencana militer dan
politik bagi Belanda, meski tampaknya mereka memperoleh ke-
menangan.” Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki
Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia sengaja membi-
arkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan
begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan ber-
balik menjadi kekalahan diplomatik. Soekarno, Hatta, Agus Salim,
dan seluruh anggota Kabinet ditangkap Belanda, kecuali beberapa
orang yang tidak ada di tempat.

K.H. Masjkur adalah salah seorang menteri yang lolos dari pe-
nyergapan Belanda. Ia meloloskan diri dari belakang rumahnya de-
ngan membawa putra tunggalnya, Syaiful, yang masih kecil. Sejak
saat itu, K.H. Masjkur mulai bergerilya. Mula-mula ia pergi ke
wilayah Kauman. Di sana ja menemui seorang pegawai Kementeri-
an Agama yang ditugaskan memberitahu orang di rumah bahwa
K.H. Masjkur dan Syaiful selamat dan hendak pergi ke luar kota
untuk bergerilya. Perjalanan dilanjutkan ke arah Solo, kemudian ke
Ponorogo. Setibanya di Ponorogo K.H. Masjkur diikuti oleh 12 ang-
gota tentara pelajar. Bersama dengan pasukannya K.H. Masjkur sing-
gah di Pondok Gontor selama beberapa hari untuk mencari infor-
masi mengenai tokoh-tokoh pemerintahan yang juga bergerilya. Di
Gontor, Masjkur bertemu dengan Menteri Susanto. Rencananya
mereka ingin bergabung untuk bergerilya, tetapi Masjkur agak ke-
beratan. Atas pertimbangan strategis, bergerilya dengan rombong-
an kecil akan lebih baik ketimbang rombongan besar.

BSoebagijo, K.H. Masjkur, hal. 347.
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Setelah beristirahat di Gontor, K.H. Masjkur dan pasukannya
meneruskan perjalanan ke daerah Trenggalek. Di daerah ini ia ber-
temu dengan Harsono Cokroaminoto, penasehat Panglima Besar
Sudirman waktu itu, yang akhirnya mempertemukan K.H. Masjkur
dengan Jenderal Sudirman. Sejak itu pasukan Masjkur bergabung
dengan pasukan Panglima Sudirman. Tiga hari setelah mengikuti
perjalanan Jendral Sudirman, di daerah Pacitan Menteri Agarna be-
serta pasukannya memisahkan diri. Kemudian, K.H. Masjkur pergi
ke arah Barat menuju kota Yogyakarta.¢

Selama menjadi Menteri Agama sampai masa gerilya tersebut,
ada beberapa kebijakan penting yang diambil K.H. Masjkur.®

1. Bidang Pendidikan
Dalam bidang ini K.H. Masjkur mengeluarkan Peraturan Men-
teri Agama No. 2/1948 tentang bantuan kepada perguruan aga-
ma.

2. Bidang Haji :
K.H. Masjkur mengirimkan misi haji ke tanah suci Makkah
di bawah pimpinan K.H. Adnan. Misi ini adalah misi haji perta-
ma setelah perang dunia kedua. Sebelumnya misi haji Indonesia
dihentikan pemerintah dengan keluarnya Maklumat Kemente-
rian Agama No. 4/1947 tentang penghentian ibadah haji di masa
perang.

3. Bidang Perkawinan.
Dalam bidang perkawinan ada dua kebijakan yang dikeluar-
kan oleh Menteri Agama K.H. Masjkur yaitu:
a. Penetapan Menteri Agama No. 1/1948 yang mencabut Pene-
tapan Menteri Agama No. 7/1947, tentang penambahan bia-
ya NTR Rp. 10,- untuk kas masjid (75%) dan kaum (25%).
b. Peraturan Menteri Agama No. 3/1948 tentang penyetoran

"Lebih jauh tentang rute gerilya K.H. Masykur, lihat Drs. H. Nur Sjams-
ju, Sejarah Gerilya Menteri Agama RI: KH.M. Masykur di Kabupatern Trenggalek
Tahun 1949, Laporan tidak diterbitkan.

"“Lihat Sejarah Departemen Agama, hal. 35-37
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biaya pencatatan NTR oleh naib kepada penghulu kabupa-
ten. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Agama No.
2/1947 pasal 2 (1).

Ketika Belanda melakukan agresi ke Yogyakarta pada 19 Desem-
ber 1948, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta mengirim
kawat ke Sumatera yang berisi pelimpahan kekuasaan, apabila
pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta ditangkap Belanda
dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Kawat itu diterima Mr.
Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang
mengadakan kunjungan ke Sumatera. Syafruddin segera mengam-
bil alih kekuasaan dan membentuk Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Menteri Agama dalam kabinet PDRI di Sumatera ini adalah Mr.
Teuku Muhammad Hasan. Waktu itu ia merangkap tiga kementeri-
ansekaligus, yakni Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Urus-
an Dalam Negeri; dan Agama. Perangkapan jabatan ini juga dilaku-
kan menteri-menteri lain, karena situasi yang serba darurat. -

Mt Teuku Muhammad Hasan yang lahir di Sigli, 4 April 1906,
sebelumnya menjabat Komisariat Pemerintah Pusat yang ada di
Sumatera. Tugas Komisariat ini adalah mengumpulkan bahan-bah-
an untuk pembentukan daerah otonom propinsi, meninjau semua

-program yang dulu dijalankan Gubernur Sumatera, dan mengaju-

kan usul kepada Pemerintah Pusat.'® Iajuga aktif dii Muhammadiyah
sebagai konsul daerah Clumpang Payong. Waktu itu di Aceh tidak
ada organisasi politik yang aktif, maka Muhammadiyah di bawah
pimpinan Mr. Teuku Muhammad Hassan menjadi organisasi yang
bergerak di bidang politik, sehingga pemerintahan Belanda
melarangnya. Selain itu ia pun berjasa membawa informasi tentang
kemerdekaan dari Jakarta ke Sumatera, sehingga daerah-daerah
Sumatera mendengar proklamasi pada tanggal 27 Agustus 1945.
Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 2 September 1945, Mr. Teuku
Muhammad Hassan diangkat sebagai Gubernur Sumatera.”

16A.H. Nasution, Sekitar Kemerdekaan RI {Bandung: Angkasa), Hal. 561.
""Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka Jakarta: PT Citra Lamtorogung Per-
sada, 1985), hal. 70.
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Kebijakan yang diambil Menteri Agama PDRI di Sumatera an-
tara lain adalah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 1/PDRI/
K.A tanggal 14 Juni 1949 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Ru-
juk yang diberlakukan untuk seluruh Sumatera. Penetapan ini ber-
dasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak, dan Rujuk yang telah disetujui oleh Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) selaku lembaga legisla-
uf.18

Sementara itu, di Jawa, para menteri yang lolos dari penangkap-
an Belanda kemudian membentuk komisariat PDRI1 di Jawa setelah
mengetahui bahwa Syafrudin Prawiranegara telah membentuk Pe-
merintahan Darurat di Sumatera. Komisariat yang berkedudukan
di Tawangmangu ini dikepalai Sukiman dan dilanjutkan Kasimo
setelah Sukiman ditangkap Belanda ketika ia kembali ke Yogyakar-
ta. Dalam masa PDRI inilah kemudian disepakati perjanjian Roem-
Royen pada 7 Mei 1949. Meski hasil perjanjian ini tidak memuaskan
banyak pihak, tapi prinsipnya ia telah mengembalikan pemerintah
RIdiYogyakarta, sekaligus berarti membebaskan Soekamo dan Hatta .
dari tahanan. Segera setelah Soekarno Hatta kembali ke Yogyakar-
ta, Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kepada
Kepala Negara.

Dengan Penetapan Presiden No. 6/1949, tertanggal 4 Agustus
1949, PDRI berarti bubar dan pemerintahan berada di tangan Kabi-
net Hatta, yang kemudian dikenal dengan Kabinet Hatta II. De-
ngan Penetapan Presiden tersebut, Kabinet Hatta mengalami ber-
bagai perubahan karena ada menteri yang direshuffle, mengun-
durkan diri, dan berpindah jabatan. Natsir adalah salah seorang men-
teri yang mengundurkan diri karena tidak setuju dengan hasil per-
janjian Roem-Royen. Sementara Syafrudin Prawiranegara yang
dalam Kabinet Hatta I menjadi Menteri Kemakmuran, dalam Ka-
binet Hatta Il menjadi Wakil Perdana Menteri. Dalam Kabinet Hatta
I ini, K.H. Masjkur tetap dipercaya menjadi Menteri Agama.”

Kabinet Hatta I tidak menyusun program khusus. Tampaknya
perhatian dan kegiatan dicurahkan untuk menggalang persatuan

850 Tahun Departemen Agama, hal. 76,
"Deliar Noer, Muhammad Hatta, hal. 352,
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Indonesia kembali dalam menyongsong pelaksanaan penyerahan
kedaulatan dari Belanda ® Dalam melaksanakan pemerintahannya,
Kabinet Hatta I belum sepenuhnya efektif karena masih menda-
patkan tekanan militer dari Belanda. Meskipun demikian, pemben-
 tukan kabinet ini memiliki makna politis penting yakni untuk mem-
buktikan kehadiran pemerintah Republik Indonesia ke dunia luar
dangunamelakukan persiapan mengikuti Konperens Meja Bundar
(KMB) di Den Haag pada 23 Agustus 1949 yang menghasilkan
pengembalian kedaulatan RI dan pembentukan Republik Indone-
sia Serikat (RIS). Pada 16 Desember 1949, para wakil negara-negara
bagian sepakat menunjuk Soekamo sebagai Presiden Republik In-
donesia Serikat. ,

Sejak Kabinet Hatta II ini, Kementerian Agama memasuki awal
periode restaurasi yaitu periode penyusunan kembali organisasi,
baik di pusat maupun di daerah, setelah mengalami kerusakan dan
pemusnahan.

Kabinet Hatta I ini kemudian diganti dengan kabinet Peralihan
pimpinan Perdana Menteri Mr. Susanto Tirtoprodjo berdasarkan
Keppres-RIS No. 2 tahun 1949 yang berlaku efektif mulai 20 Desem-
ber 1949 sampai 24 Januari 1950. Sekali lagi, dalam kabinet yang
hanya berusia sekitar satu bulan ini, K.H. Masjkur ditunjuk sebagai
Menteri Agama. Dalam periode yang singkat ini dikeluarkan per-
aturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 tentang lapangan pekerjaan
(tugas-tugas) Kementerian Agama? Berdasarkan peraturan pada
24 Desember 1949 ini, Kementerian Agama mempunyai program
kerja yaitu : '

a. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-
baiknya.

b. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beriba-
dat menurut agamanya dan kepercayaannya.

¢. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan
aliran-aliran agama yang sehat.

¥Deliar Noer, Muhammad Hatta, hal. 353
#Sejarah Departemen Agama RI, hal 38.
ZSejarah Departemen Agama RI, hal. 39-41
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d. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan aga-
ma di sekolah-sekolah negeri.

e. Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamat-amati
pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan pergu-
ruan-perguruan agama lain.

f. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan
pelajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asra-
ma, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipan-
dang perlu.

§ Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang
bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak
orang Islam.

h. Memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeli-
haraan tempat-tempat untuk beribadat (mesjid-mesjid, gereja-
gereja dan Jain-lain).

i. Mengerjakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang
bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Is-
lam Tinggi.

j- Menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeli-
haraan wakaf-wakaf.

k. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat
dan hidup beragama.

Guna mengantisipasi masalah kepegawaian yang mungkin tim-
bul sebagai akibat pendudukan wilayah RI oleh Belanda, Menteri
Agama mengeluarkan Instruksi No. 1/1950, tertanggal 13 Januari
1950, yang berkenaan dengan masalah kepegawaian. Dalam instruk-
si tersebut dinyatakan bahwa kedudukan pegawai berdasarkan
Maklumat Menteri Negara RI No. S/2 tahun 1949, yang bekerja
dan menerima sokongan dari pemerintah pendudukan dianggap
bukan pegawai lagi. Namun mereka masih dapat diterima kembali
sebagai pegawai RI jika berada di tempat, dengan jalan mengaju-
kan permohonan kepada Kementerian Agama di atas kertas ber-
materai Rp. 75,- dengan ketentuan tidak diberi kedudukan dan gaji
lebih tinggi dari kedudukan dan gaji sebelum tanggal 19 Desember
1949.

Sesudah kabinet peralihan itu, pemerintah R, sebagai salah satu
negara bagian Republik Indonesia Serikat, berada di tangan kabinet
baru yang dipimpin Perdana Menteri A. Halim. Dalam kabinet ini,
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Menteri Agama dijabat KH. Fakih Usman, menggantikan posisi
K.H. Masjkur yang telah sakit-sakitan akibat bergerilya. Pada saat
yang sama terbentuk pula pemerintahan Republik Indonesia Serikat
yang kabinetnya dipimpin Muhammad Hatta dengan Menteri Aga-
ma KH. Wahid Hasyim.

K.H. Masjkur yang pada saat itu telah sakit-sakitan beristirahat
di kampung halamannya hingga datang surat panggilan dari KH.
Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama dalam Kabinet Natsir. Surat
panggilan itu berisi perintah agar KH. Masjkur datang ke Jakarta
karena ada pembicaraan mengenai tugas yang sangat penting.

Setelah bertemu Menteri Agama, Wahid Hasyim, di Jakarta, K.H.
Masjkur ditugaskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke selu-
ruh Indonesia. Tujuannya adalah membuka kantor-kantor agama
di seluruh penjuru tanah air. Dalam menjalankan tugas ini K.H.
Masjkur ditemani K.H. Fakih Usman. Tugas KH. Masjkur dalam
hal ini bukan hanya mendirikan kantor-kantor agama, tetapi juga
mengangkat pegawai dan memberi petunjuk apa dan bagaimana
mengelola kantor agama.®

Selesai menunaikan tugasnya, K.H. Masjkur tidak kembali ke
Singosari, Malang, tetapi pindah ke Jakarta. Ini semata-mata karena
desakan K.H. Wahid Hasyim supaya ia dapat membantu tugas-tu-
gasnya.

Pada saat itu situasi politik dalam negeri diwarnai berbagai
perkembangan penting. Pertentangan antarpartai dan golongan
mulai bangkit kembali. Masyumi sebagai organisasi Islam terbesar
pada saat itu berselisih dengan NU. Pada awainya NU keberatan
dengan komposisi Pengurus Besar Masyumni karena wakil NU ha-
nya sedikit, padahal NU memiliki anggota paling besar. Kemudian
NU mengusulkan agar Masyumi dijadikan partai/badan federasi
semua partai Islam. Usul ini oleh Pengurus Masyumi tidak diteri-
ma. Puncak kekecewaan NU atas Masyumi adalah ketika K H. Fa-
kih Usman yang nota bene dari Muhammadiyah diangkat sebagai
Menteri Agama atas nama Masyumi dan menggantikan posisi K.H.
Wahid Hasyim. Akibat kekecewaan ini NU menyatakan keluar dari
Masyumi dan dalam Muktamar NU di Palembang, 1 Mei 1952, NU

BSaifullah Ma’shum (ed), Menapak Jejak, hal. 186
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secara restni menjadi partai politik tersendiri.® Dalam Muktamar
tersebut, ditetapkan pula komposisi kepengurusan PB NU di mana
K H. Wahid Hasyim menjadi Ketua Umum dan K.H. Masjkur se-
bagai Ketua L.

Di tengah perjalanan, komposisi kepengurusan PB NU meng-
alami perubahan karena pada 19 April 1953 K.H. Wahid Hasyim
meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dalam perjalanan antara
Jakarta dan Bandung. Posisi Ketua Umum PB NU kemudian di-
gantikan K.H. Masjkur hingga berakhir masa jabatannya.

Pada saat K.H. Masjkur menduduki posisi Ketua Umum PBNU,
ia ditunjuk Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjadi Menteri
Agama yang mewakili NU. KH. Masjkur menjabat Menteri Aga-
ma menggantikan K.H. Fakih Usman berdasarkan Keppres No.
123/1953, terhitung sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.

Usaha-usaha perbaikan dalam tubuh Kementerian Agama di
bawah pimpinan K.H. Masjkur terus dilanjutkan. Rencana-rencana
ke arah itu dituangkan dalam Konperensi Dinas Kementerian II di
Tretes Jawa Timur, pada 25-30 Juni 1955 Namun, tak lama kemudi-
an mengalami penggantian pimpinan, sehingga rencana-rencana
tersebut tidak dapat dijalankan.

Struktur organisasi Kementerian Agama tidak mengalami per-
ubahan. Struktur organisasi dan lapangan pekerjaan Kementerian
Agama masih sama dengan masa K.H. Fakih Usman, berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 jo Peraturan Menteri Aga-
ma No. 9, 10, 31, dan 39 tahun 1952.

Adapun beberapa kebijakan K.H. Masjkur sewaktu memimpin
Kementerian Agama dalam periode ini adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pendidikan.
Kebijakan Menteri Agama KH. Masjkur mengenai pendi-
dikan di antaranya berupa :
1. Perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi
dua:
a. Bagian pertama, dari kelas I s/d IV : 4 tahun.
b. Bagian atas, dari kelas V's/d VI : 2 tahun.

USejarah Departemen Agama, hal. 62 dan Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 155-156.
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2. Dengan penetapan Menteri Agama Np. 109 tanggal 19 Mei
1954, terhitung mulai 1 Juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan
Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (ilmu pasti) dan
bagian C (agama) berangsur-angsur dihapus. Sedang bagian
D (Hukum Agama) dijadikan PHIN (Pendidikan Hakim Is-
lam Negeri) di Yogyakarta. Perubahan terakhir ini dilakukan
atas dasar penetapan Menteri Agama No. 14/1954,

3. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun
1954 tentang pendidikan maka dilakukan:

a. Usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar di lingkungan
Kementerian Agama.

b. Pelaksanaan pengajaran Agama pada sekolah-sekolah
umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan
Menteri Agama.

¢. Menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan
yang perlu dipertahankan.

B. Bidang Perkawinan
1. Mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa
danMadura, dengan Penetapan Menteri Agama No., 14/1955.
2. Semua petugas PANTR diwajibkan untuk melaksanakan UU
No. 22/1946 jo UU No. 32/1954, yang diatur dengan Peratur-
an Menteri Agama No. 1/1955.

C. Bidang Haji.
Mengenai bentuk paspor haji, diatur dengan penetapan Men-
 teri Agama No. 3/1955 dan mengenai cara-cara penyetoran ong-
kos haji serta perubahan-perubahan akomodasi penumpang
kapal dengan Penetapan Menteri Agama No. 4/1955 dan No. 5/
1955.
Mengenai tugas dan kewajiban MPH dan kedudukan pena-
sehat MPH diatur dengan Penetapan Menteri Agama No. 8/
1955. Sedangkan mengenai susunan rombongan haji diatur den-
gan penetapan Menteri Agama No. 13/1955.

D. Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.
Bersama dengan Departemen Dalam Negeri KH. Masjkur
mengeluarkan pemnyataan tentang berlakunya maklumat bersa-
ma Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Mak-
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lumat bersama tersebut berisi tentang Peraturan Kaum dan Rois
(PKR) di luar Jawa.®

Di samping mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang penting,
K.H. Masjkur juga memprakarsai Konperensi Ulama di Cipanas,
Jawa Barat. Dalam konperensi tersebut, para ulama, umumnya
NU, menetapkan “gelar” Presiden Republik Indonesia selaku
Waliyul Amri Dharuri bis Syaukah (pemegang pemerintahan dalam
keadaan darurat dengan kekuasaan penuh). Penetapan tersebut
sering dipandang sebagian penentang NU sebagai sikap politik
NU yang oportunistis agar bisa berlindung secara aman di bawah
Presiden Soekarno.®¥ Penetapan itu sendiri didasari pertimbang-
an syara’ dan untuk memenuhi ketentuan dalam hukum figh.

Waktu itu ada penilajian bahwa syarat-syarat sultan menurut
pengertian syara’ belum sepenuhnya terpenuhi oleh presiden RI
saat itu—antara lain belum memperoleh bai'at dari rakyat kare-
na tidak dipilih melalui pemilihan umum. Untuk memenuhi ke-
tentuan berdasarkan hukum figh itulah disepakati perlunya me-
netapkan presiden Rl sebagai Waliyul Amri Dharuri bis Syaukah.
Kesepakatan itu juga untuk menghapus kecurigaan golongan ter-
tentu, apakah umat Islam Indonesia itu pro Republik Indonesia
atau DI/TII; mengakui kepemimpinan Nasional Presiden Soekar-
no atau Kartosuwiryo.

Setelah tidak lagi menjadi Menteri Agama karena Kabinet Ali
Sastroamidjojo I jatuh, ada satu kasus yang belum diselesaikan
K.H. Masjkur. Semasa dia menjabat Menteri Agama, diberitakan
di media ibukota bahwa Menteri Agama K.H. Masjkur melaku-
kan manipulasi kain kafan sebanyak satu juta yard. Berita itu
menggegerkan masyarakat. K.H. Masjkur sendiri menanggapi
berita tersebut dengan tenang dan sabar karena ia yakin bahwa
berita itu disiarkan dengan tujuan menjelekkan pribadinya dan
menjatuhkan partai yang diwakilinya, bahkan menjatuhkan Ka-

ZKebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Pedjabat Kan-
for-Kantor Agama, jilid II(Jakarta: Kementerian Agama bagian D); dan juga
dapat dilihat dalam Amal Bhakti Departemen Agama RI, hal. 50-51.

#Saifullah Ma'shum (ed), Menapak Jejak, hal. 187.
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binet Ali Sastroamidjojo 1.7

Sampai Kabinet Ali jatuh, kasus itu belum dapat diselesaikan
tuntas. Baru pada awal Desember 1955 pihak Kejaksaan Agung se-
cara resmi mengumumkan bahwa “setelah diadakan pemeriksaan-
pemeriksaan teliti dan mendalam di sekitar soal pembagian kain
kafan dalam Kementerian Agama sebanyak lebih kurang satu juta
yard dan menurut berita-berita yang tersiar telah terjadi kekusutan
dan kecurangan di dalamnya, maka pihak Kejaksaan Agung kini
telah mengambil keputusan, menganggap tidak ada alasan untuk
mengadakan sesuatu tuntutan terhadap diri mantan Menteri Aga-
ma, KH. Masjkur.”#

Kiprah Pasca Kabinet

Tidak lama setelah tidak menjabat Menteri Agama, K.H. Masjkur
mendapatkan tugas dari Sekretariat Negara untuk menyertai Ibu
Haryati Soekarno menunaikan ibadah haji bersama dengan rom-
bongan ibu-ibu lainnya. Sebelum menjalankan tugas, K.H. Masjkur
mengajukan syarat agar istrinyajuga diizinkan menyusul ke Tanah
Sudi. Istri dan anaknya menyusul bersama rombongan di bawah
pimpinan Kiyai Wahab. Di sanalah K.H. Masjkur bertemu keluarg-
anya. Selesai menunaikan ibadah haji, rombongan Ibu Haryati pu-
lang ke Indonesia, sedang K.H. Masjkur dan keluarganya tinggal
beberapa hari di Mekkah kemudian mengunjungi Mesir, Libanon,
Irak dan Iran. Selesai melakukan perjalanan ia pulang ke Indonesia
melaiui Hongkong, Jepang dan Filipina.

Setibanya di Indonesia, kondisi politik mengalami perubahan
besar Kabinet Buthanuddin Harahap yang menyelenggarakan Pemi-
lu pertama tahun 1955 telah jatuh dan digantikan kabinet Ali Sas-
troamidjojo II. Kabinet Ali II adalah kabinet pertama hasil Pemilu
1955. Susunan kabinet ini intinya terdiri dari tiga partai besar yaitu
PNI, Masyumi, dan NU. Sedangkan PKI yang merupakan partai
besar keempat dalam Pemilu sengaja ditinggalkan.

Pada masa Kabinet Ali I diadakan pemilihan anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Konstituante) yang akan menetapkan

“Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 178
*Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 178
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Undang-Undang Dasar Negara. KH. Masjkur adalah salah satu
-anggota Konstituante. Sebagaimana diketahui, terjadi perdebatan
sengit dalam sidang Konstituante mengenai masalah dasar negara.
Sebagian anggota, yakni kalangan Islam, mengusulkan agar dasar
negara Indonesia adalah Islam mengingat mayoritas penduduknya
adalah Muslim; sebagian lain, kalangan nasionalis, menolak usulan
tersebut dengan alasan heterogenitas agama yang dipeluk
masyarakat Indonesia—perdebatan yangsama pernah terjadi sepu-
luh tahun sebelumnya ketika BPUPKI bersidang.

K.H. Masykur adalah salah seorang yang memper]uangkan Is-
lam sebagai dasar negara. Meski ia pernah menjadi menteri dalam
beberapa kabinet sebelumnya, tapi ia tetap memperjuangkan agar,
paling tidak, Piagam Jakarta dapat diterima. Untuk memutuskan
perdebatan ini, akhimya dilakukan pemungutan suara. Dalam pe-
mungutan suara, golongan Islam ternyata kalah.

Selanjutnya, sidang-sidang Konstituante yang diadakan untuk
menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, menggan-
tikan UUD 1945, mengalami kemacetan. “Kegagalan” Konstituante
melahirkan UU baru menyebabkan situasi politik sernakin tegang,.
Pada 3 Juli 1959, Presiden mengadakan sidang kabinet di mana dia
menyatakan akan mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945,
danitu terbukti ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presi-
den pada 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit ini, berarti Idonesia kembali menggunakan UUD
1945, Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dibubarkan,
dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Untuk menggantikan
Konstituante yang dibubarkan, pemerintah mengeluarkan Peneta-
pan Presiden No. 1 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 yang mene-
tapkan bahwa sementara DPR belum tersusun menurut UUD 1945,
maka DPR yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 men-
jalankan tugasnya sesuai UUD 1945. DPR ini dibubarkan Presiden
Soekarno lewat Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, setelah terja-
di perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan DPR mengenai
penetapan Anggaran Belanja Negara tahun 1960. Presiden Soekar-
no kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden No. 4/1960 yang
mengatur susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPR-GR). Di dalam DPR-GR ini KH. Masjkur dan Ny. Wahid
Hasyim ikut serta sebagai anggota.

Setelah terbentuknya DPR-GR situasi politik di dalam negeri se-
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makin parah. Banyak peristiwa penting dan membahayakan terja-
di, seperti munculnya berbagai pemberontakan di daerah, perco-
baan pembunuan atas diri Presiden Soekarno, berhentinya Hatta
sebagai Wakil Presiden, persengketaan dengan Malaysia, inflasi yang
cukup tinggi, dan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Me-
lihat kondisi tersebut Presiden Soekarmo membentuk suatu badan
yang dinamakan Kotrar, yakni Komando Retuling Aparatur Revo-
lusi. Di dalam Kotrar ini KH. Masjkur duduk sebagai anggota staf
biro politik.

Ketika terjadi pemberontakan G 30 S/PKI, K.H. Masjkur juga
ikut berperan dalam menghadapi aksi PKI. Sebagai Ketua Serikat
Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), organisasi yang berafiliasi
ke NU, KH. Masjkur mengeluarkan instruksi agar seluruh anggota
Sarbumusi di seluruh daerah ikut menguasai sarana komunikasi,
jaringan kereta api, pabrik-pabrik dan lain-lain.®

Pada masa Orde Baru KH. Masjkur aktif di DPR. Ia pernah
menjadi Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada masanya ter-
jadi perdebatan keras tentang RUU Perkawinan. Umat Islam ba-
nyak melakukan demonstrasi dan protes terhadap RUU yang di-
anggap bertentangan dengan hukum Islam tersebut. RUU tersebut
akhirnya disyahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974, setelah meng-
alami perubahan penting di sana-sini.

Aktivitas Menjelang Akhir Hayat

Memasuki usia senja, KH. Masjkur masih tetap aktif di NU. Ia
konsisten dengan cita<cita dan perjuangan NU. Ketika terjadi kon-
flik dalam tubuh NU, K.H. Masjkur berusaha ikut mencari jalan
keluar memecahkan masalah tersebut. Konflik dalam tubuh NU telah
berlangsung lama, terutama perebutan kepemimpinan. Benih-be-
nih konflik, khususnya dalam masalah kepemimpinan antara K.H.
Idham Chalid dan KH. Mohammad Dachlan, telah muncul sejak
Kongres di Bandung tahun 70-an. Konflik ini semakin jelas ketika
memasuki masa Pemilu 1982. Waktu itu NU mengajukan daftar
calon anggota DPR kepada Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP). Namun, usul tersebut diubah Pimpinan PPP tan-

#Soebagijo, K.H. Masjkur, hal. 189.
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pa sepengetahuan NU; akibatnya, NU menolak perubahan terse-
but. Sejak itu, NU terpecah menjadi dua golongan, yakni yang pro
masuk ke PPP dan yang kontra. K H. Masjkur berusaha ikut menye-
lesaikan perpecahan ini dengan menemui beberapa tokoh yang di-
anggapnya dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi usaha
K.H. Masjkur tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembi-
rakan; bahkan konflik tersebut tidak pernah selesai.

Selain aktif di NU, K.H. Masjkur juga aktif dalam membentuk
dan mengelola Forum Ukhuwah Islamiyah yang berusaha me-
nyatukan barisan Islam yang tercerai berai karena fanatisme kelom-
pok. Ketika Sri Paus hendak berkunjung ke Jakarta, beberapa or-
mas Islam menyatakan keberatan. Tetapi K.H. Masjkur berpenda-
pat lain. Ja menyatakan bahwa kunjungan kenegaraan Paus tidak
mungkin ditolak. Karena itu, ia justru harus dimanfaatkan untuk
membeberkan adanya Kristenisasi di Indonesia yang tidak sesuai
dengan Konsili Vatikan. Akhirnya forum setuju, sehingga ditulislah
surat berisi informasi mengenai hal tersebut dan harapan umat Is-
lam yang disampaikan kepada Sri Paus.

Selain itu, K.H. Masjkur juga menjabat Ketua Yayasan Universi-
tas Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi
IImu Al-Quran (PTIQ), yang diembannya hingga akhir hayat. Pada
18 Desember 1992, KH. Masjkur dipanggil menghadap Sang Pen-
cipta dalam usia 92 tahun.













K. H. Wahid Hasyim;

Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi

Saiful Umam

Kementerian Agama terutama bekerja menyelenggarakan hidup
keagamaannya masing-masing golongan agama yang berhubungan
dengan negara dan antara satu golongan agama dengan golongan
agama lainnya.'

Dalam pandangan Islam, bahwa ilmu pengetahuan tidaklah di-
anggap sebagai satu syarat hidup yang dapat berdiri sendiri. Di sam-
ping pengetahuan, diletakkan syarat lain, yaitu taqwa... Dua Syarat
hidup tadi, ilmu pengetahuan dan tagwa, dalam pandangan Islam
tidak mungkin dijauhkan dan harus sama-sama cukup lengkap.?

Usia K.H. Wahid Hasyim memang relatif pendek, sependek
jalan yang mengabadikan namanya di Jakarta.® Tapi dia selalu
dikenang orang karena kepribadian dan pengabdiannya pada
negara. Dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren,
menjadikan Wahid Hasyim sangat kental dengan nilai-nilaj Is-

"Bagian ini diambil dari tulisan Wahid Hasyim berjudul “Sekitar Pembentu-
kan Kementerian Agama RIS,” yang dimuat pertama kali dalam Mimbar Agama,
No. 3-4, Maret-April 1951, dan dimuat kembalj dalam H. Aboebakar, Sejarak
Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan
Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 859, Kutipan di sini menujuk pada sum-
ber t ir.

‘Pidato Wahid Hasyim pada acara peresmian Perguruan Tinggi Agama Is-
lam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, 26 September 1951, H. Aboebakar, Sejarah
Hidup, hal. 815,

*Analog ini dibuat Zamakhsyari Dhofier dalam tulisannya “K.H.A. Wahid
Hasyim, Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indone-
sia Modem,” Prisma, No. 8, 1984, hal. 73.
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lam. Namun, kecerdasannya yang luar biasa dan didukung oleh
kegemarannya membaca, membuat dunia Wahid Hasyim tidak
hanya terbatas dalam lingkungan pesantren. Dia tampil menja-
di tokoh nasional yang turut berjasa besar dalam melahirkan
negara Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila. Dengan
demikian, Wahid Hasyim semasa hidupnya menjalani dua tra-
disi sekaligus; tradisi pesantren yang telah mapan dan tradisi
Indonesia moderen yang sedang diupayakan. Dalam konteks
inilah Zamakhsyari Dhofier menyebutnya sebagai mata rantai
paling kukuh yang menghubungkan tradisi pesantren dengan
peradaban Indonesia moderen.*

Aktivitas Wahid Hasyim dalam skala nasional telah dimulai
ketika Belanda masih menjajah Nusantara dan makin aktif se-
lama masa penjajahan Jepang. Hal ini terkait dengan kebijakan
pemerintah militer Jepang yang memilih bekerjasama dengan
kalangan Islam. Pada masa itu Wahid Hasyim tercatat pernah
menduduki jabatan-jabatan penting dalam Majelis Syura Mus-
limin Indonesia (Masyumi) dan Shumubu (Kantor Urusan Aga-
ma Pusat). Karena peran itulah Benda menyebutnya sebagai
“wakil Islam Indonesia yang paling berpengaruh pada masa
Jepang.”?

Peran Wahid Hasyim terus berlanjut pada masa Indonesia
‘menjelang merdeka. Perannya sebagai anggota Badan Penye-
lidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUP-
KI) dan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
berhasil turut menyelamatkan persatuan bangsa Indonesa dari
perpecahan karena perbedaan aspirasi tentang dasar negara.
Karena itu, penilaian Benda bahwa Wahid Hasyim adalah “salah
satu pemimpin umat Islam yang paling berpengaruh selama
dan setelah masa penjajahan,”® tidak berlebihan.

Wahid Hasyim melanjutkan aktivitas kenegarawannya sete-
lah kemerdekaan. Peran sangat penting yang diembannya ada-
lah ketika menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet berturut-

1Zamakhsyari Dhofier, "K.H.A. Wahid Hasyim," hal. 75.

Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the
Japanese Occupation 1942-1 945, {The Hague: W. van Hoeve, 1958), hal. 189.

Harry ]. Benda, The Crescent, hal. 278 (16).
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turut (1949-1952). Jabatannya ini dapat juga dianggap sebagai
puncak kariernya dalam pemerintahan, karena tidak lama sete-
lah dia tidak menjadi Menteri Agama dia meninggal dunia
dalam sebuah kecelakaan mobil. Dua kutipan di atas dapat di-
anggap mewakili dua concerns utama Wahid Hasyim ketika ia
menjabat Menteri Agama. Pertama, pemantapan peran lemba-
ga ini dalam konteks negara dan bangsa, sehingga ia tidak di-
curigai sebagai departemen orang Islam dan sekaligus menjadi-
kannya sejajar dengan departemen-departemen teknis lainnya.
Kedua, peningkatan apresiasi terhadap pentingnya menguasai
ilmu pengetahuan umum dan Islam secara seimbang. Dari per-
hatian kedua ini, kita dapat melihat dari lahirnya Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)—yang di kemudian hari
berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)—se-
bagai lembaga pendidikan tinggi agama yang modern; dan peng-
ajaran pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Selain kedua
hal tersebut tentu masih banyak kebijakan-kebijakan penting
Wahid Hasyim selaku Menteri Agama.

Restrukturisasi Kementerian Agama

Menjadi Menteri Agama bukanlah jabatan pertama bagi
Wahid Hasyim. Sebelumnya dia pernah menjadi menteri, yak-
ni Menteri Negara pada Kabinet Soekarno 1945 dan Sjahrir [l
1946-7. Dengan demikian, Wahid Hasyim bukan orang baru lagi
dalam pemerintahan. Dalam urusan kementerian ini pun, pa-
ling tidak dia sudah punya pengalaman pada masa Jepang.
Namun, keberadaan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama
pada masa kemerdekaan menjadi khusus, jika dilihat dari kon-
teks situasi saat itu dan apa yang telah dihasilkan Wahid Hasyim
dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama.

Wahid Hasyim diangkat Menteri Agama untuk pertama kali
pada 20 Desember 1949. Ketika itu, usia kemerdekaan Indone-
sia masih muda dan baru saja diakui Belanda dalam bentuk
negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Usia Wahid Hasyim
juga masih relatif muda, sekitar 35 tahun. Tapi dia sudah men-
jadi tokoh nasional berkat aktivitasnya sebelum dan sesudah
kemerdekaan, seperti akan dibahas di bawah. Wahid Hasyim
juga pernah menjabat jabatan serupa pada masa Jepang, yakni
Wakil Kepala Shumubu. Meski jabatan formalnya sebagai Wak-
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il, tapi dialah sebetulnya yang menjalankan tugas sehari-hari,
karena K.H. Hasyim Asy‘ari, yang menjabat Kepala, memilih
tinggal di Jawa Timur dan menyerahkan tugas pimpinan ke-
padanya.

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar di Den
Haag, Belanda, dibentuklah negara Republik Indonesia Serikat
(RIS} dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hat-
ta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri. Dalam
kabinet baru ini, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama untuk
pertama kali. Ketika itu, dapat dikatakan ada dualisme pemer-
intahan. RIS dengan Perdana Menterinya Mohammad Hatta
berkedudukan di Jakarta dan Rl yang berkedudukan di Yogya-
karta dengan Perdana Menterinya A. Halim. Kementerian Aga-
ma pun ada dua, di dalam RIS dan dalam RI yang Menterinya
adalah K.H. Faqih Usman. Dalam kondisi politik seperti itu,
Wahid Hasyim dapat dikatakan membangun Kementerian Aga-
ma dalam RIS ini dari nol, karena Kementerian Agama yang
dibentuk pada 1946 saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Bah-
kan kantor milik sendiri pun belum punya. Karena itu dia diha-
dapkan pada tantangan untuk mengembangkan lembaga ini.

Langkah pertama yang diambil Wahid Hasyim sebagai Men-
teri Agama adalah menentukan di mana kantor kementerian
tersebut. Karena memang belum punya gedung, dia akhirnya
menyewa ruangan di Hotel Des Indes di J1. Gajah Mada Jakarta
(yang sekarang menjadi Duta Merlin). Di kamar No. 4 hotel
tersebut, Wahid Hasyim memulai tugasnya sebagai Menteri
Agama. Sekitar sebulan kemudian, berkat jasa Menteri Dalam
Negeri, Anak Agung Gde Agung, kantor kementerian ini pin-
dah ke sebuah paviliun di Jl. Merdeka Utara No. 7. Meski ruang-
annya tidak besar, ia cukup memadai mengingat personil Ke-
menterian Agama RIS waktu itu hanya tujuh orang, termasuk
Menteri.’ '

Dalam masa-masa awal, Wahid Hasyim selalu mengadakan

"Ketujuh orang tersebut, selain Wahid Hasyim, adalah R.M. Kafrawi se-
bagai Sekjen, H. Abubakar sebagai Kepala Penerangan dan Penerbitan, K.H.M.
Djunaedi sebagai Kepala Kantor, R.A K. Djaelani sebagai Kepala Keuangan,
dan dua orang pembantu sebagai sopir dan pesuruh.
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koordinasi dengan Kementerian Agama di Yogyakarta. Dualis-
me kementerian ini memang cukup menjadi hambatan bagi
pengembangan peran Kementerian Agama. Karena itulah ke-
mudian diadakan pembicaraan diantara kedua Menteri yang
juga menyertakan para pejabat di lingkungan masing-masing
dalam usaha menyatukan kedua kementerian ini. Upaya ini
semakin intensif dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersa-
ma antara Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan A. Halim se-
laku Perdana Menteri RI untuk membentuk Negara Kesatuan
pada 19 Mei 1950.

Akhirnya, lewat Surat Keputusan No. A II/2/2175 tertang-
gal 7 Juni 1950 yang ditandatangani Wahid Hasyim dan Faqih
Usman, dicapailah kesepakatan untuk menyatukan kedua Ke-
menterian tersebut dan pegawai kedua kementerian pun dile-
bur menjadi satu. Meski status pemerintahan RI di Yogyakarta
adalah bagian dari RIS, keberadaan KementerianAgama di sana
dijadikan modal dasar untuk pengembangan Kementerian ini,
mengingat ia sudah lahir lebih dulu dan telah mempunyai ber-
bagai perangkat serta menghasilkan berbagai keputusan. Na-
mun kantor pusat kementerian ini berkedudukan di Jakarta,
dengan bagian-bagian tertentu tetap di Yogyakarta, seperti Ja-
watan (setingkat Direktorat) Urusan Agama, Jawatan Pendidik-
an Agama dan Jawatan Penerangan Agama.

Dengan penyatuan Kementerian Agama, Wahid Hasyim mu-
lai melakukan restrukturisasi kementerian ini, baik struktur
organisasi maupun lapangan pekerjaan. Kebijakan ini dapat
dilakukan dengan baik karena didukung dua hal: pertama mulai
stabilnya negara, setelah Belanda mengakui kemerdekaan In-
donesia dan tidak melakukan agresi; kedua, Wahid Hasyim
secara berturut-turut menduduki jabatan ini dalam dua kabinet
berikutnya, Kabinet Natsir ( 1950-1951) dan Sukiman (1951-1952),
sehingga kontinyuitas program tersebut dapat dijaga. Dalam
struktur organisasi, Kementerian Agama mempunyai 8 bagian,
di luar Menteri dan Sekjen, yakni: Sekretaris Umum, Hukum,
Urusan Haji, Kristen Protestan, Katolik, Pergerakan Agama,
Politik, Kepegawaian, dan Perbendaharaan. Selain itu, ia juga
mempunyai tiga jawatan yang ada di Yogyakarta, seperti telah
disinggung di atas. Jawatan-jawatan inilah yang mempunyai
pelaksana di daerah-daerah. Bahkan, salah satu jawatan ini,
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yakni Jawatan Urusan Agama, telah mencapai tingkat kecama-
tan, yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, dalam hal lapangan pekerjaan, Wahid Hasyim
menegaskan kembali apa yang telah menjadi garapan kemente-
rian ini pada masa RIS, yang meliputi 12 poin. Antara lain,
melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-
baiknya; menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai ke-
merdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan
agama di sekolah-sekolah negeri; dan memberi bantuan mate-
rial untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah.?
Semua lapangan pekerjaan tersebut merupakan pengejawan-.
tahan fungsi utama Kementerian Agama sebagai pendukung
dan pelaksana utarna asas sila pertama Pancasila, Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Dengan banyaknya struktur dan lapangan pekerjaan yang
luas, jumlah personalia berubah drastis. Tidak lagi tujuh orang
seperti ketika Wahid Hasyim pertama kali menjadi Menteri
Agama, tetapi mencapai ribuan. Dana yang dibutuhkan untuk
menjalankan tugas kementerian ini pun bertambah besar. Se-
mua itu berarti menuntut penanganan lebih serius, dan tidak
bisa lagi dianggap sekedar pelengkap, seperti ketika masa RIS.
Wahid Hasyim menyadari bahwa melakukan restrukturisasi
tersebut merupakan pekerjaan besar. Tapi dengan tekun dan
penuh keyakinan dia lakukan semua itu. Sampai batas-batas
tertentu, Wahid Hasyim berhasil melaksanakan kerja besar tadi.
Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wahid Hasyim-
lah yang meletakkan fondasi kuat kementerian ini, sehingga ia
mampu berkembang seperti sekarang. Penilaian ini, selain be-
rangkat dari keberhasilan Wahid Hasyim melakukan restruk-
turisasi tersebut, juga karena dia berhasil mempertahankan
Kementerian Agama dari mereka yang tidak setuju dan me-
nentang keberadaannya.

fsi lengkap 12 poin tersebut dapat.dilihat dalam H. Abubakar, Sejarah
Hidup, hal. 600-601,
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Mempertahankan Kementerian Agama

Pembentukan Kementerian Agama pada 1946 pada awalnya
memang untuk memenuhi turgutan sebagian besar umat Islam.
Mereka merasa bahwa permasalahan umat sangat banyak dan
tidak efektif kalau ditangani berbagai departemen; mereka me-
minta agar semua itu ditangani oleh satu departemen saja. Perne-
nuhan tuntutan tersebut jelas berkaitan juga dengan situasi dan
kondisi bangsa Indonesia saat itu. Umat Islam bisa dikatakan te-
ngah “kecewa” karena aspirasi mereka mengenai sistem pemerin-
tahan—yang disuarakan kalangan Islam dalam BPUPKI dan
PPKI—tidak terpenuhi. Bahkan Piagam Jakarta yang merupakan
hasil minimal bagi umat Islam dan telah menjadi kesepakatan ber-
sama diubah sehari setelah kemerdekaan. Sementara di sisi lain,
Belanda tengah mengancam keberadaan pemerintahan yang baru
lahir, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak,
khususnya umat Islam yang mayoritas. Karena itulah tanpa pem-
bicaraan panjang, usul didirikannya Kementerian Agama ini lang-
sung disetujui Presiden Soekarno. Ini berarti, pada awalnya ke-
menterian ini sebetulnya dimaksudkan untuk mengurus umat Is-
lam saja. Namun dalam perkembangan berikutnya, kementerian
juga mengurus umat non-Islam. Tentu saja, konsentrasi utama-
nya tetap umat Islam, mengingat mereka adalah mayoritas war-
ganegara Indonesia.

Meski sudah disetujui Presiden, keberadaan kementerian ini
tidak luput dari kritik tajam dan bahkan tuntutan agar dibubar-
kan dengan berbagai alasan. Ketika masa revolusi, tuntutan terse-
but nyaris tidak terdengar karena semua pihak disibukkan per-
masalahan lebih besar, yakni menghadapi Belanda.” Namun keti-
ka Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, di mana negara sudah
terbebas dari ancaman Belanda, tuntutan tersebut kembali menge-
muka. Tugas berat yang harus diemban Wahid Hasyim, dengan
demikian, adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa kemen-
terian ini penting dan sekaligus mempertahankan keberadaannya.

Dalam pidato yang diucapkan di suatu Konperensi antara
Kementerian Agama dan Pengurus-pengurus Besar Organisasi

* Catatan editor, lebih lengkap tentang perdebatan di sekitar pembentu-
kan Kementerian Agama ini, lihat tulisan Muljanto Sumardi, “Posisi Depar-
temen Agama”, dan Azyumardi Azra tentang Rasjidi.
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Islam non-politik, pada November 1951, Wahid Hasyim meng-
gambarkan bahwa ada tiga kelompok masyarakat yang mempu-
nya persepsi berbeda terhadap keberadaan Kementerian Agama.
Pertama, mereka yang tidak senang atas keberadaan kementerian
ini karena dianggap akan mengganggu prinsip-prinsip mereka
sendiri. Kelompok pertama ini adalah orang-orang yang tidak pu-
nya semangat keagamaan, atau sekuler Kedua, mereka yang an-
tusias menyambut kementerian ini, bahkan cenderung menyan-
darkan harapan yang tinggi. Kelompok ini adalah umat Islam
umumnya yang menjadi mayoritas penduduk. Ketiga, mereka
yang menyambut baik tapi dengan sikap khawatir bahwa kemen-
terian ini akan mengganggu mereka. Kelompok terakhir ini da-
tang dari kalangan agama minoritas.

Kementerian Agama, menurut Wahid Hasyim, harus mengha-
dapi ketiga kelompok tersebut secara simultan. Bagi kelompok
kedua, tugas Kementerian Agama jelas tidak terlalu berat. Harap-
an yang sangat besar dari kalangan mayoritas memang dapat ber-
balik menjadi kekecewaan manakala kementerian ini ternyata tidak
mampu memenuhi harapan mereka. Namun hal itu bisa diatasi
dengan memberi pengertian yang benar tentang fungsi Kemente-
rian Agama. Sementara itu, kekhawatiran dari golongan minori-
tas bisa saja berubah menjadi keberatan atau bahkan penolakan
terhadap Kementerian Agama tatkala mereka menganggap bah-
_wa kementerian ini telalu banyak mengurusi umat Islam. Pada

pihak lain, mereka yang tidak senang dengan pembentukan ke-
menterian ini terus berusaha agar ia dibubarkan. Mereka beralas-
an bahwa tugas-tugas yang diemban kementerian ini bisa dita-
ngani sekaligus oleh kementerian-kementerian lain yang sudah
ada, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemente-
rian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehakiman. Keberadaan Ke-
menterian Agama, menurut mereka, hanyalah merupakan pem-
borosan anggaran negara saja. Bahkan, ada yang berpendapat bah-
wa kementerian ini hanyalah merupakan ajang rebutan jabatan
antarpartai. Karena itu tidak ada alasan kuat untuk melanjutkan
keberadaannya.!

'H. Abubakar, Sejarah Hidup, hal . 873-875.
"®Laporan Sejarah Departemen Agama (Jakarta: Proyek Penelitian Keagama-
an Departernen Agama RI, 1980/1981), hal. 47
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Wahid Hasyim dengan teguh mempertahankan keberadaan
Kementerian Agama sekaligus menolak argumen mereka yang
menghendaki pembubaran kementerian ini. Menurut dia, de-
ngan adanya Kementerian Agama, pemerintah merasa wajib
melayani keperluan rakyat tentang agama, dengan dasar Pan-
casila. Pemisahan agama dan negara, menurut Wahid Hasyim,
hanya terjadi dalam teori. Dalam kenyataannya, tak ada satu
pun yang betul-betul mempraktekkan pemisahan tersebut, ke-
cuali negara ateis. Karena itu, meski penghapusan kementerian
ini dapat saja dilakukan, dan berbagai fungsinya dilaksanakan
berbagai kementerian lain, Wahid Hasyim mengingatkan bah-
wa hal itu akan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

Sementara itu, terhadap keberatan kalangan non-Muslim
bahwa kementerian ini lebih banyak memperhatikan umat Is-
lam, Wahid Hasyim menunjukkan adanya fakta bahwa jumlah
penganut Islam jauh lebih besar daripada non-Muslim. Jadi,
wajar kalau Kementerian Agama memberikan perhatian lebih
besar kepada umat Islam. Tapi hal itu dilakukan bukan karena
diskriminasi, melainkan semata karena jumlah umat Islam yang
sangat besar itu."! Dari pernyataan terakhir ini, Wahid Hasyim
menegaskan bahwa Kementerian Agama bukanlah kementeri-
an bagi umat Islam saja, tapi bagi semua pemeluk agama.

Apa yang dilakukan Wahid Hasyim ternyata berhasil mem-
bungkam mereka yang mengritik keberadaan kementerian ini
sehingga ia tetap bertahan. Selain itu, sampai batas tertentu,
dia juga berhasil meyakinkan kalangan non-Muslim agar tidak
perlu khawatir tentang keberadaannya. Keberhasilan Wahid
Hasyim ini dicatat dengan baik oleh Boland yang menyatakan
bahwa “Wahid Hasyim-lah yang mengorganisasi Kementerian
Agama sehingga menjadi penting dan meninggalkan jejaknya
di situ.”1?

"Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta: Grafiti Pers, 1987),
hal. 340-341. Lihat juga Deliar Noer, Administration of Islam in Indonesia (ith-
aca, NY: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 1978),
hal. 13-15.

"B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Marti-
nus Hijhoff, 1982), hal. 10
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Menyeimbangkan Ilmu Agama dan Umum

Selain memantapkan peran Kementerian Agama, Wahid
Hasyim juga menaruh perhatian besar terhadap pengembang-
an ilmu pengetahuan. Latar belakang pendidikan pesantren
yang ia miliki ditambah dengan bacaannya yang luas, sebagai-
mana akan dijelaskan di bawah, menjadikan Wahid sebagai
pribadi yang sadar akan pentingnya penguasaan ilmu penge-
tahuan, agama dan umum sekaligus. Dia memahami bahwa
Indonesia yang sedang membangun membutuhkan tidak hanya
ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya.
Sebaliknya, pembangunan yang sedang berlangsung juga mem-
butuhkan agama agar terhindar dari dekadensi moral.

Berkali-kali Wahid Hasyim menegaskan pentingnya ilmu
pengetahuan, atau dalam dalam bahasa Wahid, logika. Dengan
mengutip Hadits “tidak ada agama bagi orang yang tidak ber-
akal,” dia mengatakan bahwa Islam bukan saja menghargai akal
dan otak yang sehat, tetapi juga menganjurkan orang supaya
menyelidiki, memikirkan dan mengupas segala ajaran Islam.?
Lebih jauh dia mengatakan:

Dalam Islam..logika adalah pokok yang penting bagi menentukan
benar atau salah. Suatu hal atau suatu kejadian atau suatu peristiwa yang
menurut logika tidak dapat diterima, di dalam anggapan Islam tidak bisa
juga diterima. ....Islam tidak mengakui segala yang tidak tunduk pada
logika.™

Dalam kesempatan lain, dia mengemukakan bahwa ilmu
pengetahuan tidak boleh dikurung perasaan keagamaan sem-
pit. “Tiap-tiap Muslim sejati...memandang pengetahuan dari
sudut logika semata-mata; perasaan dan batin dalam lapangan
mencari pengetahuan dan mengadu kebenaran harus dikesam-
pingkan.” Demikian pula, ilmu harus bebas dari pertimbangan-
pertimbangan politik.”s

Namun, dia juga mengingatkan akan keterbatasan akal. Kare-
na itu, meski tidak harus dikungkung agama, ilmu pengetahuan

“H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 681.
“H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 634.
H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 813-814.
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tetap harus dilengkapi dengan agama. Dengan agama itulah,
menurut Wahid Hasyim, manusia bisa membedakan antara akal
sehat dan hawa nafsu.’ “Kemajuan otak yang tidak disertai
dengan kemajuan budi pekerti atau takwa telah menyebabkan
nilai dan pandangan manusia jadi berubah banyak, tidak ke
atas tapi ke bawah.”?

Dari pandangannya itu dapat disimpulkan bahwa Wahid
Hasyim adalah sosok yang moderat, dalam pengertian tidak
menganggap salah satu ilmu lebih unggul daripada lainnya, atau
akal lebih utama daripada akhlak. Moderasi tersebut diimple-
mentasikan dalam beberapa kebijakannya sebagai Menteri Aga-
ma. Salah satu implementasi dari pandangannya ini adalah kepu-
tusannya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam yang
baik. Dari pendidikan ini diharapkan akan lahir sarjana yang
menguasai dua lapangan sekaligus: agama dan logika (ilmu
pengetahuan). Lembaga pendidikan yang ia bayangkan adalah
tempat untuk mempelajari Islam dengan menggunakan sistem
pendidikan modern yang menekankan pentingnya rasionalitas.

Untuk mewujudkan itu, keluarlah Peraturan Pemerintah No.
34 Tahun 1950 tentang pengembangan Fakultas Agama dari
Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri (PTAIN). Guna melaksanakan peraturan
ini dibentuklah Panitia Perguruan Tinggi Islam, beranggotakan
11 orang dan diketuai oleh K.H. Fathurrahman Kafrawi,* yang
bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
pembukaan perguruan tinggi tersebut. Dalam waktu yang tidak
terlalu lama, tepatnya pada 15 September 1951, lembaga ini resmi
dibuka dengan nama PTAIN dan berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam sambutannya ketika meresmikan perguruan ini, Wa-
hid Hasyim menjelaskan bahwa pendirian lembaga ini dilatar-
belakangi beberapa hal. Antara lain, keprihatinan dia akan
rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan umat
Islam. Padahal, mereka adalah kelompok terbesar. Karena
kelemahan kualitas yang mereka hadapi, kelompok mayoritas

"*H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 687-688.
VH. Aboebakar, Sgjarah Hidup, hal. 815
*Lihat juga bab tentang K.H. Fathurrahman Kafrawi
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ini tidak akan mampu menyukseskan pembangunan yang di-
lakukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, pendirian ini juga
didorong oleh fakta bahwa umat Islam belum mempunyai
sekolah yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama
Islam dengan dasar pengetahuan setingkat universitas. Semen-
tara, kelompok minoritas sudah mempunyainya, dalam ben-
tuk Sekolah-sekolah Tinggi Theologia.

Di samping kedua latar belakang tersebut, dia juga menge-
mukakan bahwa dalam masyarakat saat itu dijumpai dua
macam pimpinan Islam. Pertama, pemimpin politik Islam yang
umumnya berpendidikan Barat tapi tidak punya pengetahuan
agama yang cukup. Kedua, pemimpin agama Islam, yakni para
ulama yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan
umum dan politik. Sebab itu, Wahid Hasyim mengharapkan
bahwa Peguruan Tinggi Agama Islam tersebut mampu mela-
hirkan cendekiawan yang tidak hanya mendalam ilmu penge-
tahuan agama dan umum serta takwanya kepada Allah, tetapi
juga memahami persoalan-persoalan politik. Dengan demiki-
an, tidak akan terjadi adanya ulama yang, karena tidak sadar,
menundukkan ilmu pengetahuan pada politik.'

Pendirian PTAIN ini merupakan salah satu peninggalan
Wahid Hasyim yang paling penting. Lembaga ini kemudian
berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang
sekarang berjumlah 14 di seluruh Indonesia, dan mampu menye-
rap lebih dari 15 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa
Indonesia.’”

Perhatian Wahid Hasyim dalam menyeimbangkan antara ilmu
pengetahuan umum dan agama juga diimplementasikan dalam
bentuk lain, yakni memberikan pelajaran agama di sekolah-
sekolah umum. Menyusul ditetapkannya UU Pendidikan No.
4/1950, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan
Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama pada 1951,
yang intinya menegaskan bahwa pelajaran agama harus diajar-

"“H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 812-818.

¥Untuk sejarah perkembangan IAIN dan prospek masa depannya, lihat
The Baseline Study of IAIN: The Guidelines of IAIN Development Plan for the
Twenty-five Years (Jakarta: Censis dan Dibinperta, 1996).
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kan di sekolah-sekolah umum. Selain itu, keputusan bersama
ini juga menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang te-
lah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama diang-
gap telah memenuhi wajib belajar.?

Untuk memenuhi kebutuhan akan guru agama, sebagai kon-
sekuensi dari surat keputusan bersama tersebut, Wahid Hasyim
mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan agar di tiap
daerah Karesidenan didirikan Sekolah Guru Agama Islam
(SGAI)—yang kemudian diubah menjadi Pendidikan Guru
Agama Negeri (PGAN).? Pengaruh surat edaran ini ternyata
sangat besar, terbukti kemudian PGA berkembang pesat dan
dapat dijumpai, tidak hanya di tiap karesidenan, tapi di hampir
tiap kabupaten. Berkembangnya PGA pada gilirannya tidak
hanya mencukupi kebutuhan guru agama, tapi juga menjadi
sumber pengembangan IAIN. Dengan makin banyaknya lulus-
an PGA—di samping Madrasah Aliyah, tentu saja—yang ingin
melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, maka
makin banyak pula kebutuhan akan IAIN, karena bagaima-
napun IAIN merupakan tempat yang tepat bagi mereka.2

Memperbaiki Manajemen Haji

Usaha penting Wahid Hasyim lainnya ketika dia menjadi
Menteri Agama adalah memperbaiki penanganan urusan haji.
Ketika masa revolusi, sulit sekali bagi umat Islam Indonesia un-
tuk melaksanakan ibadah haji, karena mereka disibukkan den-
gan upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih.
Selain itu, juga karena adanya fatwa dari K.H. Hasyim Asy’ari,
ayah Wahid Hasyim, yang melarang umat Islam Indonesia
melaksanakan haji sebagai boikot terhadap Belanda yang saat
itu menguasai armada pelayaran yang digunakan untuk meng-
angkut calon jamaah haji.

Ketika masih dalam masa revolusi, pemerintah Indonesia
sempat dua kali mengirim missi haji ke Arab Saudi untuk men-
jelaskan kepada dunia Islam perihal politik Indonesia yang te-

*Laporan Sejarah Departemen Agama, hal. 60.
#H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 631.
22Zan'\akhsyari Dhofier, “K.H. Wahid Hasyim,” hal. 78.
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ngah melarang umat Islam Indonesia melaksanakan haji, sekali-
gus meminta dukungan terhadap perjuangan yang sedang di-
laksanakan masyardkat Indonesia dalam menentang penjajah.
Di samping itu, missi ini juga bertugas mempelajari manaje-
men pengiriman jamaah haji.

Ketika Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, dia mene-
tapkan kebijakan bahwa pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya
ditangani pemerintah, yakni oleh Bagian Urusan Haji dari Ke-
menterian Agama. Dalam pelaksanaannya, bagian ini bekerja-
sama dengan PHI (Yayasan Perjalanan Haji Indonesia). Lemba-
ga terakhir ini merupakan hasil dari resolusi Kongres Muslimin
Indonesia pada Desember 1949. Dengan demikian, selain pe-
merintah, PHI adalah satu-satunya lembaga yang mengurus
masalah haji. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan
penyelenggaraan ibadah haji dan juga menyelamatkan calon
jamaah dari tipuan pihak-pihak tertentu yang ingin mengeks-
ploatasi mereka. Penipuan pernah terjadi pada 1949 terhadap
jamaah haji dari Jawa Barat. Banyak dari mereka yang terlantar
ketika di Arab dan kemudian menimbulkan kekacauan.?

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Wahid Hasyim
mengeluarkan surat edaran agar di tiap karesidenan didirikan
PHI untuk memperlancar pengurusan haji. Konsekuensi lain-
nya adalah tidak diperkenankannya lagi adanya perwakilan pe-
mondokan-pemondokan di Arab Saudi (yang dikenal dengan
Badal Syekh) beroperasi di Indonesia, menawarkan tempat ting-
gal bagi calon jamaah haji. Warga Arab yang mempunyai pe-
mondokan cukup mengajukan penawarannya kepada peme-
rintah Indonesia, dan pengaturan selanjutnya ditangani pemerin-
tah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Dalam masa itu, ditetapkan pula beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi calon jamaah haji. Antara lain, di samping harus
berbadan sehat dan sudah baligh, mereka juga harus menge-
tahui ilmu agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan
ibadah haji. Mereka juga harus mempunyai bekal yang cukup,
tidak hanya bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji tapi
juga bagi keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi tanggung-

®H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 648.
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jawab mereka. Sebab itu, tidak diperbolehkan menjual harta
kekayaan yang menjadi gantungan hidup, demi melaksanakan
haji. Selain itu, ada juga persyaratan bahwa calon jamaah haji
tidak boleh buta huruf. Untuk ukuran saat itu, ketika tingkat
buta huruf masih tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, per-
syaratan ini menimbulkan kesan menghambat orang yang in-
gin pergi haji. Tapi Wahid Hasyim punya alasan sendiri. De-
ngan mencantumkan syarat ini, dia ingin mendorong umat Is-
lam untuk belajar yang pada gilirannya nanti akan meningkat-
kan kualitas sumberdaya manusia. Memang, sulit mengetahui
apakah syarat-syarat tersebut dilaksanakan secara penuh. Tapi,
kebijakan yang diambil Wahid Hasyim tersebut jelas menun-
jukkan bahwa dia mempunyai keinginan kuat untuk meningkat-
kan kualitas umat Islam.

Dalam pengaturan pelaksanaan haji saat itu sudah dican-
tumkan kuota masing-masing daerah. Ini menunjukkan bah-
wa pembatasan jumlah tidak hanya terjadi pada masa sekarang,
yang sedang diributkan orang, tapi sudah ada sejak masa itu.
Sistem kuota ini diterapkan mengingat besarnya minat umat
Islam melakukan ibadah haji setelah beberapa tahun mereka
tidak dapat melakukannya, selain juga karena pembatasan jum-
lah calon jamaah haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
Dalam kaitan ini, Kementerian Agama mengeluarkan himbauan
agar mereka yang telah melakukan haji memberi kesempatan
kepada mereka yang sama sekali belum pernah melakukannya.
Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa peng-
aturan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia memang bukan
suatu hal yang ringan. Banyak sekali masalah yang terkait den-
gannya, sehingga bagi mereka yang tidak mengetahui kondisi
sebenarnya dapat dengan mudah menuduh Kementerian Aga-
ma hanya mengambil keuntungan besar dari pelaksanaan haji
yang dilakukan lewat satu pintu.

Kebijakan Wahid Hasyim lainnya yang masih berkaitan de-
ngan pelaksanaan ibadah haji adalah menyertakan petugas kese-
hatan untuk menjaga kesehatan para jamaah. Selain itu diserta-

“Lihat misainya tulisan Deliar Noer dalam Administration of Islam in In-
donesia, hal, 53-64.
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kan pula petugas yang diangkat Kementerian Agama yang
menangani berbagai hal, mulai dari membimbing jamaah, meng-
atur dan mengurus masalah-masalah teknis, baik selama dalam
petjalanan maupun ketika di Arab, sampai mengurus jamaah
yang meninggal, berikut barang-barang bawaannya. Meski
sistem rekruitmen tenaga-tenaga tersebut di kemudian hari
mendapat banyak kritikan,® tapi ide dasar kebijakan ini jelas
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haiji.

Kemudian, Wahid Hasyim juga mewajibkan setiap jamaah
membayar sebesar Rp 500,- yang dapat digunakan untuk mem-
beli kapal pengangkut jamaah haji. Waktu itu, pemerintah sela-
lu menyewa kapal dari pihak lain untuk keperluan ini. Sehing-
ga terpikirkan olehnya agar Kementerian Agama mempunyai
kapal sendiri, sehingga dapat menghemat devisa dan mengu-
rangi ongkos haji. Untuk keperluan ini, pada 1952, Wahid Ha-
syim sendiri sempat pergi ke Jepang guna menjajagi kemungkin-
an pembelian kapal. Namun rencana ini tidak diketahui akhir-
nya, karena kemudian terjadi pergantian Menteri. Namun hasil
perjalanan Wahid Hasyim tersebut sudah dilaporkan kepada
Kementerian Agama dan PHL*

Selain yang berkaitan dengan haji ini, satu lagi kebijakan
Wahid Hasyim yang perlu dicatat ketika menjadi Menteri Aga-
ma adalah dimulainya pelaksanaan perayaan hari besar Islam
secara kenegaraan, tepatya adalah Peringatan Maulid Nabi
yang diadakan di Istana Negara pada 2 Januari 1950. Sejak saat
itu, peringatan tersebut selalu diadakan di tempat yang sama
dan dihadiri Kepala Negara.”

Pribadi dan Keluarga Wahid Hasyim

Wahid Hasyim datang dari keluarga yang sangat dihormati.
Ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, seorang ulama kharis-
matis yang terkenal ahli dalam bidang hadits dan tafsir. Bagi
kalangan santri di Jawa dan pulau-pulau lain, nama Hasyim
Asy‘ari sangat dikenal luas dan dihormati. Bukan saja karena

®Deliar Noer, Administration of Islam, hal 53-64.

*Untuk laporan tersebut, secara lengkap dapat dibaca dalam H. Aboe-
bakar, Sejarah Hidup, hal. 912-914.

FLaporan Sejarah Depariemen Agama, hal. 48,
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dia adalah pendiri dan sekaligus kiyai pengasuh Pesantren Te-
buireng, Jombang, Jawa Timur, tapi karena ilmunya memang
sangat dalam. Pengaruh KH. Hasyim Asy’ari makin meluas
karena banyak santrinya yang kemudian mendirikan pesantren
setelah ngaji dengan beliau. Selain sebagai kiyai, dia juga dike-
nal sebagai salah satu pendiri dan ketua pertama Nahdlatul
Ulama. Dia sering pula dipanggil dengan Hadratus Syaikh, guru
yang mulia, di kalangan para santri. Ini menunjukkan peng-
hormatan mereka yang tinggi kepada kiyai ini.

K.H. Hasyim Asy’ari diceritakan memiliki lebih dari satu is-
tri. Tapi istri yang melahirkan Wahid Hasyim, adalah Nafigah
putri Kyai I}jas, pemimpin Pesantren Sewulan Madiun. Ini be-
rarti dari kedua jalur, Wahid Hasyim adalah keturunan kiyai.
Meski bukan satu-satunya yang membentuk kepribadiannya,
faktor genealogis ini menjadi cukup penting untuk memahami
pribadi Wahid Hasyim, khususnya dalam hal kekentalannya
dengan tradisi pesantren dan kecerdasannya yang luar biasa.

Wahid Hasyim adalah anak kelima dari pasangan K.H.
Hasyim Asy’ari dan Nafigah, dan merupakan anak laki-laki
pertama dari 10 bersaudara. Dia dilahirkan pada hari Jum’‘at, 1
Juni 1914, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur® Nama aslinya
adalah Abdul Wahid, tapi ketika menginjak dewasa.dia lebih
suka menulis namanya dengan A. Wahid dan ditambah nama
ayahnya dibelakangnya, sehingga menjadi A. Wahid Hasyim.
Dan kemudian, dia lebih dikenal dengan Wahid Hasyim.

Ada cerita menarik sekitar bayi Wahid Hasyim. Ibunya seti-
ap kali mengandung selalu payah. Kepayahan tersebut dirasa-
kan lebih parah ketika dia men gandung Wahid Hasyim, sehing-
ga dia khawatir jika bayi yang sedang dikandungnya itu tidak
sempurna. Dalam suasana seperti itu, dia bernazar: seandainya
bayinya itu selamat dan tidak tidak kurang suatu apa, dia akan

ZUntuk memahami lebih detail tentang peran dan kehidupan K.H. Hasyim
Asy’ari, lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandan-
&an Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hal.92-99.

*Tanggal lahir di sini merujuk pada H. Aboebakar, Sejarah Hidup, ha).
141. Namun ada pula yang menulis bahwa Wahid Hasyim dilahirkan pada
12 Februari 1913. Lihat, misalnya, Risalah Sidang BPLIPKI-PPK] (Jakarta: Sek-
retariat Negara RI, 1995), pada bagian Biodata Anggota BPUPKI dan PPKI.



Menteri-menteri Agama Ri

bawa berkunjung ke Kiyai Kholil, di Bangkalan, Madura, yang
juga guru KH. Hasyim Asy’ari. Tradisi nazar memang suatu
hal yang biasa dalam tradisi pesantren, begitu juga mengun-
jungi rumah kyai terkenal. Nazar ini dilaksanakan ibunya keti-
ka Wahid Hasyim berusia sekitar 3 bulan. Ketika mereka sam-
pai di rumah Kyai Kholil, hari telah malam dan turun hujan.
Namun apa yang terjadi? Mereka tidak dibenarkan masuk ke
rumah tapi juga tidak dizinkan pergi dari situ. Mereka diminta
untuk tetap di-depan rumah sambil kehujanan. Ketika hujan
makin deras, sang ibu meletakkan anaknya di lantai halaman
rumah Kiyai Kholil, agar terlindung dari hujan, karena khawa-
tir anaknya yang masih kecil itu akan sakit. Tapi Kiyai Kholil
melarang hal ini dan memerintahkan sang ibu untuk mengam-
bil kembali anaknya. Kejadian ini diyakini sebagai pertanda
bahwa sang bayi akan menjadi orang yang luar biasa.*

Sebagai anak seorang kiyai terkenal, Wahid Hasyim tumbuh
dan berkembang dalam lingkungan pesantren yang sarat de-
ngan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dasarnya dilalui di
lingkungan rumahnya. Saat itu memang sudah ada sekolah
moderen yang diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah pen-
jajah dan diikuti organisasi-organisasi Islam, seperti Muham-
madiyah. Tapi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk
belajar di lembaga pendidikan moderen tersebut masih sangat
terbatas. Selain itu, jenis pendidikan tersebut, ketika Wahid
Hasyim kecil, belum menyentuh pesantren. Tidak aneh bila
dia tidak pernah duduk di bangku sekolah umum dan hanya
belajar di madrasah yang ada di lingkungan pesantren orang-
tuanya pada pagi hari ditambah belajar langsung dengan ayah-
nya di malam hari. Kegiatan ini dijalaninya sampai usia 12
tahun.

Wahid Hasyim kecil adalah anak yang sangat cerdas dan
gemar membaca. Dia tidak pernah mondok dalam pengertian
yang sebenarnya, sebagaimana kebiasan anak-anak kiyai saat
itu dan bahkan sampai sekarang. Dia memang sempat mondok
di Pondok Siwalan Pandji, Sidoarjo, tapi hanya dalam hitungan
hari. Demikian pula yang terjadi ketika dia mencoba mondok

¥H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 141-143.
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di Lirboyo, Kediri. Tapi berkat kecerdasan dan kegemarannya
membaca, dia belajar banyak hal secara otodidak. Jadi, meski
tidak pernah mondok, pada usia 16 tahun dia sudah mampu
mengajar beberapa kitab, seperti al-Durar al-Bahiya dan Kafrawi.

Belajar secara otodidak juga dia lakukan dalam bidang-
bidang lain. Misalnya, meski dia tidak pernah belajar di sekolah
umum, did bisa baca tulis huruf Latin. Demikian pula dalam
bahasa Belanda dan Inggris. Dia belajar sendiri ketiga bidang
tersebut dengan jalan berlangganan majalah-majalah dan mem-
baca buku-buku yang ditulis dalam huruf Latin, baik berbahasa
Melayu, Belanda, maupun Inggris. Di antara majalah yang dia
berlangganan adalah Penjebar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji
Pustaka, Sumber Pengetahuan, di samping majalah-majalah ber-
bahasa Arab, seperti Ummul Qura dan Shautul Hijaz.

Dalam usia 15 tahun, Wahid Hasyim betul-betul mulai ke-
ranjingan membaca. Dan karena hobinya inilah matanya men-
jadi agak rusak sehingga harus memakai kacamata. Namun hal
itu tidak mengurangi kebiasaannya membaca, bahkan makin
bertambah. Beruntung, dia adalah anak seorang kiyai terkenal
yang secara ekonomi berkecukupan, sehingga kebiasaan ini ten-
tu saja tidak menjadi masalah. Bagi banyak orang, dalam masa
itu, mendapatkan bacaan-bacaan seperti tersebut tadi jelas bu-
kan suatu hal yang mudah dan murah. Tapi dia bisa mendapat-
kannya secara berkala. Dan pengaruh banyak membaca ini ter-
nyata cukup besar terhadap sikap dan tingkah laku Wahid
Hasyim dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana akan diba-
has lebih lanjut di bawah.

Selain pandai dan gemar membaca, Wahid Hasyim juga dike-
nal peramah dan pandai mengambil hati orang. Dia juga suka
bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang keturunan,
pangkat dan jabatan dan suka menolong kawan. Wahid Hasyim
juga dikenal sebagai orang yang sederhana. Bahkan ketika te-
lah menjadi Menteri Agama-pun kesederhanaan tersebut tetap
bagian dari sifatnya. Ini tampak, misalnya, dari kesediaan dia
menerima tamu kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bikin
janji dulu. Pada saat itu ada pepatah bahwa kantor Menteri
Kementerian Agama adalah mushalla sedang rumah Wahid
Hasyim adalah hotel. Ini sekedar menunjukkan bagaimana be-
bas dan mudahnya orang datang dan menemuinya, baik itu di
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kantor maupun di rumah.

Di mata HM. Isa Anshary, salah seorang pimpinan Persatuan
Islam (Persis) saat itu, Wahid Hasyim adalah sosck pemimpin yang
tenang dan dapat menyatukan berbagai aspirasi. Dia adalah or-
ganisator ulung, pandai dan bijaksana dalam memainkan “kartu”
perjuangan. Kalau M. Natsir, di mata Isa Anshary, memiliki ke-
jernihan dan ketajaman analisa, maka Wahid Hasyim memiliki
pengetahuan dan kemampuan berorganisasi. Salah satu kebiasaan
baik Wahid Hasyim yang dicatat Isa Anshary adalah dia selalu
membalas surat-surat yang dia terima dari siapa saja dan menyim-
pannya dengan rapi.

Sebagai seorang manusia, Wahid Hasyim tidak lepas juga dari
berbagai kekurangan dan kelemahan. Di mata K H. Mohammad
Dachlan, yang juga pernah menjadi MenteriAgama, Wahid Hasyim
tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan anak seorang kiyai pada
umumnya yang biasa mendapat pélayanan istimewa dari para
santri orangtuanya. Bahkan ketika di Mekkah-pun, menurut
Dachlan, Wahid Hasyim dilayani sebagaimana di Indonesia.®
Dalam tradisi pesantren, kiyai adalah figur yang sangat dihormati.
Penghormatan tersebut bahkan tidak hanya terbatas pada kiyai
melainkan juga pada keluarga kiyai. Tradisi ini, oleh sebagian be-
sar ahli, dianggap sebagai pengaruh besar dari kitab Ta'lim al-
Muta'allim, sebuah kitab yang mengajarkan hubungan ideal anta-
ra guru dan murid.®

Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia sekitar
25 tahun dengan menikahi Solehah binti K.H. Bisyri Syamsuri—
pendiri dan pemimpin Pesantren Denanyar Jombang serta salah
satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah juga menjadi Rais Aam
PBNU. Dari perkawinan ini Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak, 4
putra dan 2 putri. Masing-masing adalah Abdurrahman Ad-Dachil
(sekarang lebih dikenal dengan Abdurrahman Wahid atau Gus
Dur), Aisyah, Salahuddin al-Ayyubi, Umar, Chadijah, dan Hasyim.
Sayang sekali, Wahid Hasyim tidak sempat mendidik anak-anak-
nya lebih lama karena ia meninggal dunia dalam usia relatif muda,

*H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal 201.

*H. Aboebakar, Sejarah Hidup, hal. 283-285,

*Mengenai pengaruh Ta'lim al-Muta‘allim terhadap pesantren, lihat Za-
makhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, hal. 82-85,
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